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Tanggal Efektif : 21 Februari 2023 Tanggal Distribusi Saham : 28 Februari 2022
Masa Penawaran Umum : 23 — 27 Februari 2023 Tanggal Pencatatan Saham : 1 Maret 2023
Tanggal Penjatahan : 27 Februari 2023

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL
TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN
YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT HILLCON Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM
PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)
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PT HILLCON Thbk
Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen serta
Jasa Pertambangan dan Jasa Konstruksi melalui Perusahaan Anak

Kantor Pusat:
Blok R2, J1. Taman Modern No. 19
RT.014/RW.006, Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13960
Telp. (62 21) 4618458
Faks. (62 21) 4618457
Email: corporate.secretary @hillcon.co.id
Situs web: www.hillcon.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 442.300.000 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari
portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100.,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 15% (lima belas persen) dari jumlah modal
ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (“Saham Yang Ditawarkan”), dan ditawarkan kepada Masyarakat
dengan Harga Penawaran Rp1.250.- (seribu dua ratus lima puluh Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai
dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (“RDN”) pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang
digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp552.875.000.000,- (lima
ratus lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan
yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat
Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD”) dan hak atas pembagian sisa
aset dalam hal terjadi likuidasi. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full comittment)
terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
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MIRAE ASSET Sucor Sekuritas
PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA PT SUCOR SEKURITAS
PENJAMIN EMISI EFEK

@ MACQUARIE

PT MACQUARIE SEKURITAS INDONESIA

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN PROYEK.
FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA
DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI
SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM
PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2023
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DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya
menyatakan lain:

“Afiliasi” : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM,
yaitu:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat
kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu:

1. suami atau istri;

2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;

3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;

4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara
yang bersangkutan; atau

5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.

b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik
secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
1. orang tua dan anak;

2. kakek dan nenek serta cucu; atau
3. saudara dari orang yang bersangkutan

c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari
pihak tersebut;

d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau
lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang
sama

e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak
langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh
perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau
kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;

f.  hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik
langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam
menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang
sama; atau

g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak
yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang
20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari
perusahaan tersebut

“Akuntan Publik” : Berarti Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (‘“Nexia
KPS”) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian
Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka Penawaran Umum Perdana

Saham.

“Anggota Bursa” . Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2)
UUPM.

“BAE” : Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan

Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang
berkaitan dengan efek, yaitu PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta.

“Bank Kustodian” : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau

Bapepam dan LK atau OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai
kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
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“Bapepam”

“Bapepam dan LK”

“Batas Pemesanan
Penjatahan Terpusat Ritel
dan selain ritel”

“BEI atau Bursa Efek”

“BNRI”

“Daftar Pemegang Saham”

“Daftar Pemesanan
Pembelian Saham” atau
“DPPS”

3 ‘Efek”

“Efektif”

: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Pasar Modal.

: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana

dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal juncto Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia No.184/ KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

: Berarti Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat yaitu dialokasikan untuk

Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak
Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan
jumlah lebih dari Rp100 juta) dengan perbandingan 1:2 (satu dibanding dua).

: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau

sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain
dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka sebagaimana
didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM yang dalam hal ini yaitu PT Bursa
Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia,
berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana saham Perseroan akan dicatatkan
dan diperdagangkan.

: Berarti Berita Negara Republik Indonesia

: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang

kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI
berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI

: Berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang

Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan.

: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial,

saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi
Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif efek.

: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan

Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUPM, yaitu:
1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:

a) 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran
diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria
yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan
Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang
terkait dengan Penawaran Umum; atau

b) 20 (dua puluh) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang
disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
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2) Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan
dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

“Emisi” : Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan
kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna
dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.

“Grup Perseroan” : Berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.

“Harga Penawaran” : Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum
Perdana Saham, yaitu sebesar Rp1.250, (seribu dua ratus lima puluh Rupiah)
setiap saham.

“Hari Bursa” : Berarti setiap hari dimana Bursa Efek melakukan kegiatan transaksi
perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara
Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek
tersebut, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan
hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

“Hari Kalender” : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius
tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur nasional yang
ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah.

“Hari Kerja” : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional
yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh
Pemerintah sebagai hari libur nasional.

“Konfirmasi Tertulis” : Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank
Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening
di pasar sekunder.

“KSEI atau Kustodian : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas

Sentral Efek Indonesia” berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian sesuai dengan UUPM dan yang bertugas mengadministrasikan
penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan
Kolektif.

“Manajer Penjatahan” : Berarti PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi
Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan
No.IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, dan SEOJK 15/2020.

“Masa Penawaran Umum” . Berarti jangka waktu masyarakat dapat mengajukan pemesanan saham, yang
berlangsung sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah pernyataan
pendaftaran menjadi Efektif sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020,
dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur
dalam Bab XV mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.

“Masyarakat” . Berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau badan usaha, baik Warga
Negara Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing
yang bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun di luar
negeri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan Pasar Modal
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yang berlaku di Indonesia.

“Menkumham” : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Negara Republik Indonesia
yang dahulu bernama Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia,
berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik
Indonesia, dan terakhir berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia.

“Nomor Tunggal Identitas : Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan
Pemodal” atau “Single Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain
Investor Identification” yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan
selanjutnya disingkat “SID” kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang

disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang
ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan
peraturan perundang-undangan.

“0JK” : Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga yang independen
yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawaran,
pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

“Partisipan Admin” : Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek
dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas
penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-
ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020, yaitu PT Mirae Asset Sekuritas
Indonesia.

“Partisipan Sistem” : Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa
Keuangan atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk
mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, sesuai dengan
ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020.

“Pemegang Rekening” : Berarti setiap pihak yang tercatat sebagai pemilik Rekening Efek yang
disetujui di KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal
dan peraturan KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek.

“Pemegang Saham Utama” : Berarti setiap pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki
paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang
dikeluarkan oleh Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana
ditetapkan OJK.

“Pemesan Ritel” : Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan
dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai
paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

“Pemerintah” . Berarti Pemerintah Republik Indonesia.

“Penawaran Awal” : Berarti ajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan
menggunakan Prospektus Awal dengan tujuan mengetahui minat calon

vi
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“Penawaran Umum Perdana’

“Penitipan Kolektif”

“Penjatahan Pasti”

“Penjatahan Terpusat”

“Penjatahan Terpusat Ritel”

“Penjamin Emisi Efek”

“Penjamin Pelaksana Emisi
Efek”

“Penyedia Sistem Penawaran
Umum Elektronik™

“Peraturan No.IX.A.2”

“Peraturan No.IX.A.7”

“Peraturan No.IX.J.1”

“Peraturan OJK No.3/2021”

pembeli atas saham yang ditawarkan dan/atau perkiraan harga saham sesuai
dengan Peraturan OJK No.23/2017, Peraturan No. IX.A.2 serta Peraturan
OJK No. 41/2020.

: Berarti penawaran umum saham Perseroan pada masyarakat yang dilakukan

sesuai dengan dan tunduk pada UUPM dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Republik Indonesia.

: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki Bersama atau lebih dari satu

pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud pada
UU Pasar Modal.

. Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan

alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.

: Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara

mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai
dengan prosedur.

: Berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang

dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.

: Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan

Penawaran Umum dengan atau tanpa kewajiban membeli sisa Efek yang tidak
terjual, dan tidak bersama menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan
kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (full commitment) serta
melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di pasar perdana kepada
Perseroan melalui Pelaksana Emisi Efek dengan memperhatikan syarat dan
ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek , yaitu PT Macquarie Sekuritas
Indonesia.

: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan

Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT Mirae Asset Sekuritas
Indonesia dan PT Sucor Sekuritas.

: Berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan

dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.

: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua

Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara
Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.

: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua

Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang
Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua

Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-
Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek
Bersifat Ekuitas dan Entitas Publik.

: Berarti Peraturan OJK No.3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang

vii
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“Peraturan OJK No.4/2022”

“Peraturan OJK No.7/2017”

“Peraturan OJK No.8/2017”

“Peraturan OJK No.15/2020”

“Peraturan OJK No.16/2020”

“Peraturan OJK No.17/2020”

“Peraturan OJK No.23/2017”

“Peraturan OJK No.25/2017”

“Peraturan OJK No.30/2015”

“Peraturan OJK No.33/2014”

“Peraturan OJK No.34/2014”

“Peraturan OJK No.35/2014”

“Peraturan OJK No.41/2020”

“Peraturan OJK No0.42/2020”

. Berarti

Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

: Berarti Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam
Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus
Disease 2019.

: Berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang

Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek
Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

: Berarti Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang

Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran
Umum Efek Bersifat Ekuitas.

: Berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka.

: Berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik.

: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang

Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

: Berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2015 tanggal 22 Juni 2017 tentang

Prospektus Awal dan Info Memo.

: Berarti Peraturan OJK No. 25/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan

Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

: Berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015

tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

: Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Entitas Publik.

Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014
tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Entitas Publik.

: Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014

tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
No.41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau
Sukuk Secara Elektronik.

: Berarti Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020

tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
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“Peraturan OJK No.55/2015”

“Peraturan OJK No.56/2014”

“Perjanjian Pendaftaran
Efek”

“Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Saham”

“Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek”

“Pernyataan Efektif”

“Pernyataan Pendaftaran”

“Perpres No. 13/2018”

“Perseroan”

“Perubahan dan/atau
Tambahan atas Prospektus
Ringkas”

: Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015

tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

: Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2014 tanggal 23 Desember 2014

tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-

097/SHM/KSEI/0922 tanggal 30 September 2022 yang bermeterai cukup dan
dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

: Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 3 tanggal 1 November

2022 junctis Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham
No. 2 tanggal 1 Desember 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Liestiani
Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Akta
Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi
Saham No. 02 tanggal 2 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Andalia Farida,
S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan Akta Addendum III Perjanjian
Pengelolaan Administrasi Saham No. 26 tanggal 8 Februari 2023 yang dibuat
di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta
Selatan.

Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham
PT Hillcon Tbk. No. 2 tanggal 1 November 2022 junctis Akta Perubahan Dan
Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum
Perdana Saham PT Hillcon Tbk. No. 1 tanggal 1 Desember 2022, yang
seluruhnya dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota
Administrasi Jakarta Selatan, Akta Perubahan II Dan Pernyataan Kembali
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham
PT Hillcon Tbk. No. 01 tanggal 2 Januari 2023 yang dibuat dihadapan
Andalia Farida, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan IIT Dan
Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum
Perdana Saham PT Hillcon Tbk. No. 25 tanggal 8 Februari 2023, yang dibuat
di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta
Selatan.

: Berarti suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK bahwa seluruh

persyaratan Pernyataan Pendaftaran telah dipenuhi sesuai dengan nomor 4
Peraturan No.IX.A.2.

: Berarti dokumen yang wajib disampaikan Perseroan kepada OJK dalam

rangka Penawaran Umum.

: Berarti Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip

Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme.

: Berarti PT Hillcon Tbk yang berkedudukan di Jakarta Timur.

: Berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan

diumumkan sekurang-kurangnya pada satu surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah
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diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

No.IX.A.2.
“Perubahan Perjanjian : Berarti perubahan dan/atau tambahan pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
Penjaminan Emisi Efek” yang dibuat dan ditandatangani setelah sindikasi Penjamin Emisi Efek

terbentuk, dimana syarat dan ketentuannya telah disetujui bersama oleh
Perseroan, Penjamin Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek berikut
perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau
pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang
bersangkutan.

“Perusahaan Anak” : Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan
laporan keuangan Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan,
Perseroan memiliki 6 (enam) Perusahaan Anak, yang terdiri dari 4 (empat)
Perusahaan anak dengan kepemilikan langsung yaitu PT Hillconjaya Sakti,
PT Hillcon Mining Indonesia, PT Hillcon Industrial Assets, dan PT Hillcon
Jaya Land, serta 2 (dua) Perusahaan Anak dengan kepemilikan tidak
langsung, yaitu PT Jaya Berkat Usaha dan PT Pawon Servis Tama.

“Perusahaan Asosiasi” . Berarti perusahaan-perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham
baik secara langsung maupun tidak langsung sama dengan atau lebih dari 20%
(dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh
modal yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut sehingga
penyertaan saham tersebut dicatat dengan menggunakan metode ekuitas
(equity method) yang laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan
laporan keuangan Perseroan.

“Perusahaan Efek” : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek,
Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud
dalam UUPM.

“Prospektus” : Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-

sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat setiap informasi
tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain
membeli efek dalam bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan sebagaimana
diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal termasuk Peraturan OJK No.
8/2017 dan Peraturan OJK No. 7/2017.

“Prospektus Awal” : Berarti informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus
yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran,
kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan namun dapat
memuat informasi awal sehubungan dengan jumlah maksimum Saham Yang
Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atas penerbitan atau
hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran yang belum dapat ditentukan pada
saat itu, sesuai dengan Peraturan OJK No.23/2017.

“Prospektus Ringkas” : Berarti suatu ringkasan dari Prospektus Awal yang memuat fakta-fakta dan
pertimbangan-pertimbangan yang paling penting, yang disusun dan
diterbitkan oleh Perseroan dengan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi
Efek sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan Peraturan OJK No.
8/2017.
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“Rekening Efek”

“Rekening Penawaran
Umum”

“Rupiah (Rp)”

“RUPS”

“RUPSLB”

“Saham Baru”

“Saham yang Ditawarkan”

“SEOJK No. 15/2020”

“SEOJK No. 4/2022”

“Sistem Penawaran Umum
Elektronik”

“Tanggal Distribusi”

: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik

pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang
Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani
pemegang saham dan entitas efek dan/atau Bank Kustodian.

: Berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank

penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor.

: Berarti mata uang sah yang berlaku di Republik Indonesia.

: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang

saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, serta peraturan-peraturan
lainnya.

: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan para

pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan, UUPT, UUPM, serta peraturan-peraturan lainnya.

: Berarti Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah)

setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel)
Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran
Umum dalam jumlah sebanyak 442.300.000 (empat ratus empat puluh dua
juta tiga ratus ribu) lembar saham atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari
modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana
Saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

: Berarti saham Baru yang diterbitkan Perseroan sebanyak 442.300.000 (empat

ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu) lembar saham yang ditawarkan
kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum,
yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020

tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi
Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

: Berarti Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang
Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau
Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat
Penyebaran Corona Virus Disease 2019

: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk

melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan OJK No. 41/2020.

: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan beserta bukti

kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang wajib dilakukan kepada pembeli
Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan
secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Kerja terhitung sebelum Tanggal
Pencatatan.
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“Tanggal Pembayaran” : Berarti tanggal pembayaran atas seluruh hasil penjualan Saham Yang
Ditawarkan melalui Penawaran Umum, yang akan dilakukan bersamaan
dengan Tanggal Distribusi.

“Tanggal Pencatatan” : Berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek,
yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya
Masa Penawaran Umum.

“Tanggal Penjatahan” . Berarti tanggal yang disetujui oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin
Pelaksana Emisi Efek yaitu pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

“UU Ketenagakerjaan” : Berarti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 39 Tahun 2003, Tambahan
No. 4279 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

“UuoJK” : Berarti Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan No.21 Tahun 2011
tanggal 22 November 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia No.111
Tahun 2011, Tambahan No.5253 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

“UUpPM” : Berarti Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995, Lembaran Negara
Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan-
peraturan pelaksanaannya.

“UupPT” : Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan
No. 4756 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
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SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“HS”

“HJLM

“HJS”

“HMI”

“HIA d/h HMI Motor”

“JBU”

“PST”

berarti PT Hillconjaya Sakti

berarti PT Hillcon Jaya Land

berarti PT Hillcon Jaya Sukses
berarti PT Hillcon Mining Indonesia
berarti PT Hillcon Industrial Assets
berarti PT Jaya Berkat Usaha

berarti PT Pawon Servis Tama
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RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci,
termasuk laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang
seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini
bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan
disajikan sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA

Keterangan Mengenai Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia
berkedudukan di Jakarta Timur dengan nama “PT Hillcon Investama” sebagaimana termaktub dalam Akta
Pendirian Perseroan Terbatas No. 2 tanggal 15 Mei 2008, yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, S.H., Notaris
di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(“Menkumham”) sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-34895.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 20 Juni
2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050622.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 20 Juni
2008 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 3336 BNRI No. 10 tanggal 3 Februari 2009 (“Akta
Pendirian”).

Anggaran dasar Perseroan dalam Akta Pendirian Perseroan selanjutnya telah beberapa kali mengalami beberapa
kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan telah disesuaikan dengan (i) Peraturan
No.IX.J.1; (ii) Peraturan OJK No.33/2014; dan (iii) Peraturan OJK No.15/2020 adalah sebagaimana termaktub
dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Hillcon No. 26 tanggal
12 September 2022, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta
Selatan, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-
0065481.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 12 September 2022 serta telah didaftarkan dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“SABH”)
di bawah No. AHU-AH.01.03-0290411 tanggal 12 September 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
di bawah No. AHU-0180730.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 12 September 2022 dan telah diumumkan dalam
Tambahan No. 31305 BNRI No. 73 tanggal 13 September 2022 (”Akta No. 26/2022").

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta No. 26/2022,

pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka berdasarkan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku dan mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama “PT Hillcon”
menjadi “PT Hillcon Tbk”.

2. Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan
(portepel) Perseroan sebanyak-sebanyaknya 442.300.000 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu)
saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan
dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,-(seratus Rupiah) atau sebanyak-banyaknya
15% (lima belas persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah
Penawaran Umum Perdana Saham termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan
sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan
terpusat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK
No0.41/2020 dan SEOJK No. 15/2020, untuk ditawarkan kepada masyarakat dan dicatatkan di BEI, serta
pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan-peraturan KSEI. Pemegang
saham Perseroan dengan ini menyatakan dan mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas
saham yang baru dikeluarkan tersebut.
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3. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan perubahan struktur
permodalan Perseroan setelah selesainya proses Penawaran Umum Perdana Saham.

4. Mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan (i) Peraturan No.IX.J.1; (ii)
Peraturan OJK No.33/2014; dan (iii) Peraturan OJK No.15/2020.

5. Rencana Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK No.3/2021, terkait kewajiban
penetapan Pihak yang menjadi Pengendali pada Perseroan.

6. Pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri

atas saham-saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan
saham-saham yang telah dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan pada BEI, serta menyetujui untuk
mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan KSEI.

7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk
tetapi tidak terbatas pada (i) menetapkan penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana
Saham tersebut, (ii) untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah
dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku di Pasar Modal, serta (iii) mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai
dengan peraturan KSEI serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan
juga memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan kegiatan usaha di bidang aktivitas perusahaan
holding dan aktivitas konsultasi manajemen serta jasa pertambangan dan jasa konstruksi melalui perusahaan anak.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir
sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar
PT Hillcon No. 4 tanggal 4 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota
Administrasi Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya
No. AHU-0056954.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 11 Agustus 2022 serta telah didaftarkan dalam database SABH
di bawah No. AHU-0157046.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 Agustus 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan di bawah No. AHU-0157046.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 Agustus 2022 dan telah diumumkan
dalam Tambahan No. 29284 BNRI No. 70 tanggal 31 Agustus 2022 ("Akta No. 4/2022") juncto Akta
No. 26/2022 adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp100,- per Saham

Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor

1. PT Hillcon Equity Management 2.029.860.000 202.986.000.000 81,00
2. PT Bukit Persada Indonesia 476.140.000 47.614.000.000 19,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 2.506.000.000 250.600.000.000 100,00

Saham Dalam Portepel 7.494.000.000 749.400.000.000 -
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Keterangan Mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi dengan

keterangan sebagai berikut:

Kontribusi
Terhadap
Kepemilikan  Tahun Tahun Status Pendapatan
No. Nama Kegiatan Usaha (%) Berdiri Penyertaan  Beroperasi (%)
Perusahaan Anak
1. HS Jasa Pertambangan, 80% 1995 2008 Beroperasi 98,78
Jasa Konstruksi dan  (Kepemilikan secara
Penyewaan dan langsung) komersial
Sewa Guna Usaha
Mesin dan Peralatan
Industri
2. HMI Pertambangan 80% 2021 2021 Belum -
(Kepemilikan beroperasi
langsung) secara
komersial
3. HIA Perdagangan Besar 80% 2021 2021 Belum -
(d/h HMI Mesin Kantor dan (Kepemilikan beroperasi
Motor) Industri, Suku langsung) secara
Cadang dan komersial
Perlengkapannya
4. HIL Real Estat 80% 2021 2021 Belum -
(Kepemilikan beroperasi
langsung) secara
komersial
5. JBU Penggalian Batu dan 51% 2012 2016 Belum -
Perdagangan Besar (melalui HMI beroperasi
Semen, Kapur, Pasir Mining) secara
dan Batu komersial
6. PST Perdagangan Besar 90% 2021 2021 Beroperasi 1,22
Suku Cadang dan (melalui HIA) secara
Reparasi Mesin komersial
untuk  Keperluan
Khusus
Perusahaan Asosiasi
7. HIS Jasa penunjang 40% 2021 2021 Beroperasi Belum
pertambangan dan  (melalui HS) secara memberikan
penggalian komersial kontribusi*

* HJS beroperasi secara komersial sejak bulan Agustus 2021, saat ini HJS masih dalam tahap investasi awal di proyek nikel
dan masih belum menghasilkan laba dan belum memberikan kontribusi sampai dengan 31 Juli 2022.

Jumlah hak suara yang dimiliki Perseroan dalam Perusahaan anak proporsional terhadap kepemilikan saham
Perseroan. HMI, HIA dan HJL belum beroperasi secara komersial dan pengurusan izin usaha akan dilakukan
apabila HMI, HIA dan HIJL akan beroperasi secara komersial nantinya. Manajemen Perseroan sedang
mempersiapkan Perusahaan Anak yang belum beroperasi secara komersial untuk dapat beroperasi secara
komersial selambat-lambatnya pada tahun 2023. Sedangkan untuk JBU, izin usaha telah diperoleh pada Oktober
2019 dan Manajemen Perseroan sedang mempersiapkan JBU untuk dapat beroperasi secara komersial pada
semester kedua 2023. Saat ini JBU belum beroperasi karena masih dalam proses pembebasan lahan dan persiapan
infrastruktur.
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Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan saat ini bergerak dalam bidang aktivitas perusahaan holding dan konsultasi manajemen serta jasa
pertambangan dan jasa konstruksi melalui perusahaan anak. Perseroan memiliki visi menjadi perusahaan yang
terkemuka dan selalu berupaya memberikan pelayanan dengan hasil terbaik kepada seluruh pemangku
kepentingan. Perseroan memiliki kegiatan usaha yang telah dilengkapi dengan pengalaman yang tinggi serta
dikembangkan yaitu kontraktor pertambangan batu bara dan mineral, kontraktor sipil, pekerjaan tanah, konstruksi
daerah sungai, dan bendungan.

Prospek Usaha

Prospek sektor pertambangan dan konstruksi sipil di Indonesia masih banyak ruang untuk berkembang dan banyak
pasar atau sumber daya manusia dan alam yang memiliki potensi tinggi. Menurut Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) pada Januari tahun 2022, Indonesia memiliki cadangan batubara sebanyak 31,7 miliar ton
dan sumber daya batu bara sebanyak 91,6 miliar ton. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI)
menyampaikan bahwa sektor pertambangan batubara bisa bertahan dan berkembang. Pemulihan ekonomi
di beberapa negara termasuk China sebagai pasar utama batubara serta dipengaruhi siklus musim yang akan
berdampak pada permintaan batu bara yang meningkat sepert musim dingin di berbagai negara bagian utara dan
barat serta cuaca buruk yang membuat negara produsen batubara seperti Australia menjadi menurun, serta
hubungan Cina dan Australia yang sedang memanas membuat pasokan batubara China menjadi menurun. Selain
itu, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk periode
2021 — 2030, akan ada kenaikan kebutuhan bahan bakar pembangkit di Indonesia hingga 153 juta ton pada tahun
2030. Kebutuhan energi ini merupakan salah satu faktor penggerak untuk kebutuhan batu bara secara domestik.

Pasar hasil tambang nikel mengalami kenaikan dan memiliki prospek kedepan yang bagus. Salah satu yang
mendorong adalah produksi baja nirkarat yang menggunakan nikel sebagai salah satu bahan produksi. Menurut
MEPS International Ltd, produksi baja nirkarat global diperkirakan akan mengalami kenaikan menjadi 58 juta ton
atau naik sebesar 3% year on year pada tahun 2022. Di Indonesia sendiri, per akhir kuartal ketiga tahun 2021,
Indonesia berhasil melewati India untuk menjadi negara penghasil baja nirkarat kedua terbesar. Sumber daya nikel
yang melimpah di Indonesia diperkirakan akan meningkatkan produksi baja nirkarat lebih dari 6% pada tahun
2022.

Untuk pasar internasional, China mengalami kenaikan permintaan domestik terhadap produksi baja nirkarat.
Dengan adanya kenaikan permintaan ini, Pemerintah China mengeluarkan stimulus untuk mengimbangi kenaikan
ini. Dengan adanya kenaikan ini, persediaan nikel China mengalami penurunan 73,7% year on year menjadi pada
kuartal kedua 2021 dan impor China mengalami kenaikan 45,5% pada kuartal kedua 2021 menjadi 55.000 ton.
Selain itu, permintaan global atas nikel diharapkan dapat tumbuh dalam jangka panjang seiringan dengan
perkembangan produksi kendaraan listrik untuk mengurangi emisi karbon. Hal tersebut diharapkan dapat
memberikan dampak positif bagi Indonesia sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Dengan
mempertimbangkan hal-hal diatas, diharapkan sektor penyedia jasa pertambangan akan tumbuh pesat dalam 10
tahun kedepan.

Selain jasa pertambangan dan jasa konstruksi sipil, Grup Perseroan juga mendirikan Perusahaan Anak yang
bergerak di bidang usaha properti yang dijalankan oleh HJL. Saat ini, HJL telah menguasai tanah sesuai dengan
keterangan yang telah diungkapkan pada Bab VIII Prospektus subbab Keterangan Mengenai Aset Tetap. Kegiatan
usaha terkait properti ini merupakan salah satu rencana jangka panjang Perseroan untuk mendiversifikasikan
usaha yang ada di Grup Perseroan.
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2.

KETERANGAN MENGENAI SAHAM YANG DITAWARKAN

Berikut adalah ringkasan mengenai Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini:

Jumlah Saham
yang Ditawarkan

Nilai Nominal
Harga Penawaran

Nilai Emisi

Sebanyak 442.300.000 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu)
saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan
dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang mewakili sebanyak 15% (lima
belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah
Penawaran Umum Perdana Saham.

Rp100,- (seratus Rupiah)
Rp1.250,- (seribu dua ratus lima puluh Rupiah)

Sebesar Rp552.875.000.000,- (lima ratus lima puluh dua miliar delapan
ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Indikasi Masa Penawaran : 23 — 27 Februari 2023

Umum
Indikasi
Pencatatan BEI

Tanggal : 1 Maret 2023

Saham baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham memberikan kepada pemegangnya
hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan
disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan hak
memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur
permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Nilai Nominal Rp100,- per Saham Nilai Nominal Rp100,- per Saham
Keterangan
Jumlah Jumlah Nilai % Jumlah Jumlah Nilai %
Saham Nominal (Rp) ¢ Saham Nominal (Rp) °
Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000 10.000.000.000 1.000.000.000.000
Modal

Ditempatkan dan
Disetor

1. PT Hillcon
Equity
Management

2. PT Bukit
Persada Indonesia

3. Masyarakat

2.029.860.000 202.986.000.000 81,00  2.029.860.000 202.986.000.000 68,85

476.140.000 47.614.000.000 19,00 476.140.000 47.614.000.000 16,15

- - - 442.300.000 44.230.000.000 15,00

Jumlah Modal
Ditempatkan dan
Disetor

2.506.000.000 250.600.000.000 100,00  2.948.300.000 294.830.000.000 100,00

Saham Dalam
Portepel

7.494.000.000 749.400.000.000 - 7.051.700.000 705.170.000.000 -
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3. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan
digunakan oleh Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan Anak Perseroan, yaitu HS. Selanjutnya
HS akan menggunakan dana tersebut dengan rincian sebagai berikut:

e sekitar 55% (lima puluh lima persen) untuk modal kerja HS terkait dengan biaya produksi penambangan,
termasuk diantaranya biaya terkait bahan bakar, biaya overhead, dan pemeliharaan seluruh alat-alat berat;

e sisanya sekitar 45% (empat puluh lima persen) akan digunakan untuk belanja modal yang terdiri atas
pembelian alat-alat untuk mendukung kegiatan operasional HS di sektor nikel. Jenis alat yang akan dibeli
yaitu berupa alat berat (main fleet dan supporting fleet) beserta sarana penunjang lainnya.

Keterangan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.
4. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini dengan laporan
posisi keuangan Perseroan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan
ekuitas dan laporan arus kas untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021
serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 beserta catatan—catatan atas laporan
keuangan tersebut yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Calon Investor juga harus membaca Bab
V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak
untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja,
Suhartono, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tertanggal 1 Desember 2022. yang
ditandatangani oleh Florus Daeli, rekan pada Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan
registrasi Akuntan Publik No. AP 0126.

Laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 merupakan
laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak
diaudit atau tidak direview oleh Akuntan Publik

Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September
2022 dengan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4
/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja
Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 /SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021
tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga
Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)
30 September 31 Juli 31 Desember
2022* 2022 2021 2020 2019
Jumlah Aset 3.094.788 2.872.048 2.404.105 1.278.562 805.364
Jumlah Liabilitas 2.234.775 2.062.441 1.804.447 1.186.115 851.287

Jumlah Ekuitas 860.013 809.607 599.658 92.447 (45.923)
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Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

30 September 31 Juli 31 Desember
2022* 2021* 2022 2021 2021 2020 2019

PENDAPATAN USAHA
Pendapatan usaha 2.171.206  1.289.367  1.637.835 1.011.357  1.983.781 1.021.162 633.853
Beban pokok pendapatan 1.592.104 764.803  1.179.272 592.063  1.169.657 680.086 518.149
LABA BRUTO 579.102 524.564 458.563 419.294 814.124 341.076 115.704
Beban usaha 135.306 93.822 110.882 77.846 124.152 89.017 65.730
LABA (RUGI) USAHA 443.796 430.742 347.681 341.448 689.972 252.059 49.974
Penghasilan lain-lain 5.784 220 3.428 172 936 747 7.798
Beban lain-lain (44.509) (15.989) (27.968) (15.696) (16.755) (17.451) (6.937)
Beban keuangan (124.556) (56.574) (93.326) (56.369)  (102.626) (79.515) (46.723)
LABA (RUGI) SEBELUM

PAJAK 280.515 358.399 229.815 269.555 571.527 155.840 4.112
Manfaat (beban) Pajak:

Kini (24.316) (52.497) (23.889) (25.550) (72.525) (17.631) -

Tangguhan 4.230 7.648 4.097 7.750 7.634 (10.492) 1.643
Jumlah manfaat (beban) pajak (20.086) (44.849) (19.792) (17.800) (64.891) (28.123) 1.643
LABA (RUGDH TAHUN 260.429 313.550 210.023 251.755 506.636 127.717 5.755

BERJALAN
Penghasilan komprehensif lain (74) 405 (74) 405 575 907 303
LABA (RUGI)

KOMPREHENSIF 260.355 313.955 209.949 252.160 507.211 128.624 6.058

TAHUN BERJALAN
LABA (RUGI) BERSIH

TAHUN BERJALAN

YANG DAPAT

DIATRIBUSIKAN

KEPADA:

Pemilik Entitas Induk 205.118 250.675 165.386 198.175 403.696 86.342 4.168

Kepentigan non-pengendali 55.311 62.875 44.637 53.580 102.940 41.375 1.587
Laba (Rugi) Bersih Tahun

Berjalan 260.429 313.550 210.023 251.755 506.636 127.717 5.755
LABA (RUGI)

KOMPREHENSIF TAHUN

BERJALAN YANG

DAPAT DIATRIBUSIKAN

KEPADA:

Pemilik Entitas Induk 205.058 251.029 165.326 198.529 404.302 86.856 4.373

Kepentigan non-pengendali 55.297 62.926 44.623 53.631 102.909 41.768 1.685
Laba (Rugi) Komprehensif 260355  313.955  209.949 252160  507.211 128.624 6.058

Tahun Berjalan
LABA (RUGI) PER

SAHAM DASAR 82 20 66 16 32 13.283.385 641.231

(RUPIAH PENUH)

*Tidak diaudit

XX



HILLCON

Rasio Keuangan
30 31 Juli 31 Desember
September
2022% 2022@ 2021 2020 2019
Total Liabilitas/Total Ekuitas (x) 2,60 2,55 3,01 12,83 -18,54
Total Liabilitas/Total Aset (x) 0,72 0,72 0,75 0,93 1,06
Interest Service Coverage Ratio™ (x) 6,31 8,51 7,95 4,29 2,74
Debt Service Coverage Ratio™ (x) 0,56 0,59 0,85 0,42 0,28
Return on Asset (%) 11,22 12,54 21,07 9,99 0,71
Return on Equity (%) 40,38 44,47 84,49 138,15 -12,53
Current Ratio (x) 0,73 0,75 0,67 0,80 1,13
* Tidak diaudit

(1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun pada tahun/periode yang
bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun/periode sebelumnya.
(2) Interest Service Coverage Ratio dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap beban keuangan.

(3) Debt Service Coverage Ratio dhihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap penjumlahan beban keuangan dan
pokok utang berbunga.

(4) Rasio dibandingkan dengan laporan keuangan 31 Desember 2021 atau periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli
2021 yang disetahunkan.

Keterangan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.
5. FAKTOR RISIKO

Risiko Utama

e Risiko Pelaksanaan dan Penyelesaian Proyek

Risiko Usaha

Risiko Persaingan Industri

Risiko Ketergantungan Terhadap Beberapa Pelanggan
Risiko Bisnis dan Operasional

Risiko Terkait Perizinan Usaha

Risiko Kenaikan Biaya Operasional

Risiko Sumber Daya Manusia

Risiko Terkait Pendanaan

Risiko Umum

¢ Risiko Makroekonomi

e Risiko Wabah

e Risiko Geographis

e Risiko Bencana Alam

e Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

e Risiko atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Terkait Bidang Usaha Perseroan

Risiko Bagi Investor
e  Risiko Likuidasi Saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum
e  Risiko Pergerakan Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing yang mempengaruhi Nilai Saham dan

Dividen
e  Risiko Pergerakan Harga Saham yang Tidak Menentu
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e  Kondisi Perekonomian dan Pasar Modal di Negara Lain yang Memiliki Pengaruh Pada Kondisi Pasar Modal

Indonesia.

e  Aktifitas Penjualan dan Penerbitan Saham Perseroan Setelah Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham
Perseroan.

e  Risiko kemampuan Perseroan dalam Membagikan Dividen

Keterangan lebih lengkap mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.
6. KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan bermaksud akan membagikan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-
banyaknya 30,0% (tiga puluh koma nol persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun
buku 2022, setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan
keputusan para pemegang saham dalam RUPS.

Keterangan lebih lengkap mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.
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L PENAWARANUMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 442.300.000 (empatratus empat
puluh dua juta tiga ratus ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap
saham,yangmewakili sebanyak 15% (lima belas persen) dari modalditempatkan dan disetor Perseroan setelah
Penawaran Umum Perdana Saham.

Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakatdengan Harga Penawaran Rp1.250, - (seribu dua ratus
lima puluh Rupiah)setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai
dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDNpemesan yangterhubungdengan Sub Rekening Efek Pemesan
yangdigunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini
adalah sebesarRp552.875.000.000,- (lima ratus lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada
pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah
ditempatkan dan disetor penuh, termasukhakatas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk
menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek
terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau
dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedangditawarkan kepada pihak lain.

HILLCON

PT HILLCON Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen serta
Jasa Pertambangan dan Jasa Konstruksi melalui Perusahaan Anak

Kantor Pusat:
Blok R2, JI1. Taman Modern No. 19
RT.014/RW.006, Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13960
Telp. (62 21) 4618458
Faks. (62 21) 4618457
Email: corporate.secretary@hillcon.co.id
Situs web: www.hillcon.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN
PROYEK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM
PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAMPERSEROAN ADALAH TIDAKLIKUIDNYA SAHAM YANG
DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI
PADA SAHAMPERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VIDI DALAM PROSPEKTUS.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA
DIATUR DALAM PERATURAN OJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN, PENAWARAN EFEK,
PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.
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PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan Akta No. 4/2022 juncto Akta No. 26/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham
Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaiberikut:

Nilai Nominal Rp100,- per Saham

Keterangan

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. PT Hillcon Equity Management 2.029.860.000 202.986.000.000 81,00
2. PT Bukit Persada Indonesia 476.140.000 47.614.000.000 19,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 2.506.000.000 250.600.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 7.494.000.000 749.400.000.000 -

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah Saham YangDitawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 442.300.000 (empat
ratusempat puluh dua juta tiga ratusribu) saham biasa atasnama, dengan nilainominal Rp100,- (seratus Rupiah)
setiap saham, yang mewakili sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan
setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham YangDitawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur
permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
secara proforma akan menjadisebagaiberikut:

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Nilai Nominal Rp100,- per Saham Nilai Nominal Rp100,- per Saham

Keterangan

Jumlah Jumlah Nilai % Jumlah Jumlah Nilai %

Saham Nominal (Rp) ° Saham Nominal (Rp) ¢
Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000 10.000.000.000 1.000.000.000.000
Modal
Ditempatkan dan
Disetor
1. PT Hillcon
Equity 2.029.860.000 202.986.000.000 81,00  2.029.860.000 202.986.000.000 68,85
Management
2. PT Bukit . 476.140.000 47.614.000.000 19,00 476.140.000 47.614.000.000 16,15
Persada Indonesia
3. Masyarakat - - - 442.300.000 44.230.000.000 15,00
Jumlah Modal

Ditempatkan dan 2.506.000.000 250.600.000.000 100,00 2.948.300.000 294.830.000.000 100,00
Disetor

Saham Dalam

Portepel

7.494.000.000 749.400.000.000 - 7.051.700.000 705.170.000.000 -
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PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Saham-saham yangditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan direncanakanakan dicatatkan
di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No.S-
08712/BEI.PP3/11-2021 yangdikeluarkanoleh BEI tanggal 18 November 2021 dan ditegaskan melaluisuratdari
BEI No. S-11025/BEI.PPE/12-2022 tanggal 27 Desember 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI
tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan batal demi hukum dan pembayaran
pemesananyangtelah diterima dikembalikan kepada para pemesansesuaidengan ketentuan UUPM dan Peraturan
No. [X.A.2. Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini
sebanyak 442.300.000 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai
nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal
ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan
mencatatkan seluruh sahambiasa atasnama sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.506.000.000
(dua miliar lima ratus enam juta)saham biasa atasnama.Dengan demikian, jumlah saham yangakan dicatatkan
oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 2.948.300.000 (dua miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga
ratusribu) saham biasa atasnama, atausejumlah 100% (seratus persen) darimodalditempatkan atau disetor penuh
dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Sahamini.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga
pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum
penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, dilarang untuk menga lihkan sebagian atau seluruh kepemilikan
atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampaidengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran
menjadiefektif (lock-up period).

Saham-saham yang diperoleh pemegang saham berikut diterima dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum

penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK, yaitu oleh:

@) PT Hillcon Equity Management yangmemperoleh sebanyak 10.149.300.000 (sepuluh miliar seratus e mpat
puluh sembilan juta tiga ratus ribu) saham dengan total nilainominal sebesar Rp 202.986.000.000,- (dua
ratus dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta Rupiah)berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan
Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Hillcon No. 4 tanggal 12 Juli 2021, yang dibuat di hadapan
Suzanna Kaonang, S.H., Notaris di KabupatenBogorjuncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham
Perubahan Anggaran Dasar PT Hillcon No. 29 tanggal31 Juli 2021 yangdibuat dihadapan Liestiani Wang,
S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

(i)  PT Bukit Persada Indonesia yangmemperoleh sebanyak 2.380.700.000 (dua miliartiga ratus delapan puluh
juta tujuh ratus ribu) saham dengan totalnilai nominal sebesar Rp 47.614.000.000,- (empat puluh tujuh
miliar enam ratus empat belasjuta Rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham
di Luar Rapat PT Hillcon No. 4 tanggal 12 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Suzanna Kaonang, S.H.,
Notaris di Kabupaten Bogor juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran
DasarPT Hillcon No. 29 tanggal31 Juli 2021 yangdibuat dihadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris
di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal2 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/2017, mengingat bahwa seluruh
pemegang saham Perseroan memperoleh saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian
pendaftaran ke OJK sebagaimana dijelaskandiatas, maka seluruh pemegang saham Perseroan tidak dapatmenjual
atau mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan
setelah pernyataan pendaftaran memperoleh Efektif. Haltersebut sebagaimana dinyatakan dalam SuratPernyataan
Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum yang ditandatangani oleh PT Hillcon Equity
Management tertanggal 28 Oktober 2021 dan Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum
Penawaran Umum yangditandatanganioleh PT Bukti Persada Indonesia tertanggal28 Oktober 2021.
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Berdasarkan Surat Pernyataan No. 036/HEM/HO/LGL/IV/2022 tanggal 11 April 2022, PT Hillcon Equity
Management menyatakan bahwa PT Hillcon Equity Management yangmerupakan pemegangsaham pengendali
Perseroan, tidak akan mengalihkan kepengendaliannya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
Pernyataan Efektif dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan
persetujuan dari PT Bank CapitalIndonesia Tbk.sesuai dengan Surat Perseroan No. 053/HS/HO/LGL/VII/2021
tanggal 26 Juli 2021 tentang Permohonan Persetujuan terkait perubahan Affirmative & Negative Covenant yang
telah disetujui oleh PT Bank CapitalIndonesia Tbk.pada tanggal28 Juli 2021.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA  MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU
MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI
SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN
PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK.

PADA TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI SAHAM
YANG DIMILIKI SENDIRI OLEH PERSEROAN (TREASURY STOCK).

TIDAK DIBUTUHKAN PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH
INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM.
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II.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL
PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan
digunakan oleh Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan Anak Perseroan, yaitu HS. Selanjutnya
HS akan menggunakan dana tersebut dengan rincian sebagai berikut:

sekitar 55% (lima puluh lima persen) untuk modal kerja HS terkait dengan biaya produksi penambangan,
termasuk diantaranya biaya terkait bahan bakar, biaya overhead, dan pemeliharaan seluruh alat-alat berat;

sisanya sekitar 45% (empat puluh lima persen) akan digunakan untuk belanja modal yang terdiri atas
pembelian alat-alat untuk mendukung kegiatan operasional HS di sektor nikel. Jenis alat yang akan dibeli
yaitu berupa alat berat (main fleet dan supporting fleet) beserta sarana penunjang lainnya yang akan
digunakan diantaranya, namun tidak terbatas pada keterangan yang tertera di tabel berikut ini:

No Kategori Pemanfaatan Alat Berat Jenis Alat Berat Jumlah Unit*
1. Main Fleet Unit alat berat untuk kegiatan Excavator 90
penambangan yang meliputi Articulated Dump Truck 108
penghancuran overburden, Heavy Dump Truck 120
menge@k hasil tambang dan Dump Truck 210
sebagainya.
2. Supporting Unit alat berat ataupun Tyre Handler 5
Fleet kendaraan transportasi/logistik Bulldozer 12
yang digunakan untuk Motor Grader 6
mendukung operasional dari
main ﬂeef d:n juga untuk Wheel Loader
mempercepat siklus Vibro Roller 10
operasional penambangan. Crane Truck
Fuel Truck
Lubricant Truck
Water Truck
Light Vehicle 18
3. Sarana Sarana penunjang lainnya yang Genset 6
penunjang  diperlukan untuk mendukung Tower Lamp 30
lainnya operasional pertambangan. Dewatering Pump 4
Ambulance 4
Kapal Fiber 2
Mess karyawan 6
Workshop 4
Warehouse 4
*Perkiraan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, HS belum melakukan perikatan dengan pihak ketiga terkait untuk
pembelian alat berat tersebut. Adapun pembelian alat-alat berat tersebut akan dilakukan dengan pihak ketiga yang
kredibel dan berpengalaman dalam menyediakan alat-alat berat tersebut, kandidat vendor antara lain dengan
PT United Tractor, PT Pusaka Bumi Transportasi, PT Kobexindo Konstruksi, PT Sany Perkasa, PT Indotruck
Utama atau PT Sany Perkasa. Saat ini Perseroan sedang dalam proses menentukan vendor yang dapat
menyediakan alat-alat berat sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan HS
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Penyaluran dana dari Perseroan kepada HS akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan tingkat
bunga serta syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar (arm’s length). Pada tanggal Prospektus ini
diterbitkan, Perseroan dan HS belum menandatangani perjanjian pinjaman sehubungan dengan penyaluran dana
hasil yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum direalisasikan, Perseroan akan
menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid dengan tingkat suku bunga atau
imbal hasil yang wajar dan rekening penampungan (escrow) atas nama Perseroan.

Adapun pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan rekening penampungan (escrow) adalah Direktur Utama
Perseroan.

Apabila dana yang diterima dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi, maka Perseroan akan
menggunakan kas internal atau menggunakan pendanaan eksternal lainnya untuk membiayai kegiatan usaha
sesuai dengan rencana penggunaan dana di atas.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana
hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan
seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana
yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap enam bulan (Juni dan Desember) sampai dengan
seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan sebagaimana yang dimaksud dalam
POJK No. 30/2015, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang
disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan
penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Penggunaan dana tersebut di atas merupakan Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung Benturan Kepentingan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 karena akan dilakukan melalui bentuk pinjaman dari
Perseroan kepada HS dan tidak terdapat kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham, atau Pengendali yang dapat merugikan Perseroan
dan apabila Transaksi Afiliasi tersebut merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
OJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 42/2020 juncto Peraturan
OJK No. 17/2020 sebelum Perseroan memberikan pinjaman kepada HS.

Perseroan dan HS telah memperoleh persetujuan dari para krediturnya terkait dengan rencana penggunaan dana

yang diperoleh dan hasil Penawaran Umum Perdana Saham, sebagai berikut:

- PT Bank Capital Indonesia Tbk., sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. 014/H/LGL/X/2021
tanggal 12 Oktober 2021 tentang Permohonan Persetujuan Terkait Penawaran Umum Perdana dan
Penggunaan Dana yang telah disetujui oleh PT Bank Capital Indonesia Tbk. pada tanggal 14 Oktober 2021
dan Surat HS No. 112/HS/HO/LGL/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Permohonan Persetujuan
Terkait Penawaran Umum Perdana dan Penggunaan Dana yang telah disetujui oleh PT Bank Capital
Indonesia Tbk. pada tanggal 14 Oktober 2021.

- PT Bank Artha Graha Internasional Tbk., sebagaimana termaktub dalam Surat No. SK/607/DKF/X/2021
tanggal 28 Oktober 2021 tentang Permohonan Persetujuan Terkait Aksi Korporasi;

- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., sebagaimana termaktub dalam Surat HS
No. 123/HS/HO/LGL/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Permohonan Persetujuan Terkait Aksi
Korporasi yang telah disetujui oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 25 Oktober
2021.

- PT Bank Artha Graha Internasional Tbk., sebagaimana termaktub dalam  Surat
No. SK/216/DKKF/1V/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Penegasan Atas Tindakan Korporasi
PT Hillconjaya Sakti dan PT Hillcon.
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Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan
mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat
persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan
bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang mengakibatkan penggunaan dana menjadi: (i)
Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan; dan/atau (ii) Transaksi Material atau Perubahan Kegiatan
Usaha, mewajibkan Perseroan untuk memperhatikan kembali ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020 dan Peraturan
OJK No. 17/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar
4,37% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham, yang meliputi:

e Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek sebesar 1,79%, yang terdiri dari
biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 1,00%; biaya penjaminan (underwriting fee) sebesar
0,50% dan biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,29%;

e Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar 1,79%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum
sebesar 1,04%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,72%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,03%;

e Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,01%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi
Efek;

e Biaya lain-lain sebesar 0,78%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan
pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan public expose dan due diligence meeting, biaya pencetakan
Prospektus, biaya iklan surat kabar.
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III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas Perusahaan pada tanggal 31 Juli 2022, yang diambil dari

laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Juli 2022. Laporan
keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, auditor independen, berdasarkan

standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini tanpa modifikasian
dalam laporannya tertanggal 1 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Florus Daeli, rekan pada Kantor
Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan registrasi Akuntan Publik No. AP 0126.

Padatanggal31 Juli2022, Grup Perseroan mempunyaisaldo liabilitas jangka pendekdanliabilitasjangka panjang

masing-masing sebesarRp1.352.949 juta dan Rp709.492 juta, dengan rincian sebagaiberikut:

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha - Pihak ketiga
Biaya yang masih harus dibayar
Utang pajak
Pendapatan diterima dimuka
Utang bank jangka pendek
Bagian Lancar atas liabilitas jangka panjang:
Utang bank
Utang sewa pembiayaan
Utang lain-lain
Jumlah liabilitas jangka pendek
LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun:

Utang bank

Utang sewa pembiayaan
Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan
Utang lain-lain
Jumlah liabilitas jangka panjang
JUMLAH LIABILITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha

(dalam jutaan Rupiah)

31 Juli 2022

584.781
46.192
44.798
50.446
60.150

279.546
270.394
16.642
1.352.949

209.206
444.382
32.363
23.541

709.492
2.062.441

Pada tanggal 31 Juli 2022, Grup Perseroan memiliki utangusaha pihak ketiga sebesar Rp584.781 juta dengan

rincian sebagai berikut:

PT AKR Corporindo, Tbk
PT Sinar Alam Duta Perdana
PT Sany Perkasa

PT Indotruck Utama

PT Pusaka Bumi Transportasi
PT Weda Bay Nickel

(dalam jutaan Rupiah)

31 Juli 2022

63.221
74.930
72.529
56.333
43.017
23.457
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PT Dua Putri Lestari Energi

PT Hanhwa Mining Service Indonesia

PT United Tractors, Tbk

PT Dua Koin Perkasa

PT Karabha Perkasa

PT Sanwa Prefab Technology
CV Pilar Cipta Prima

PT Tri Sukses Wanatama

PT Armindo Piranti Buana

PT United Equipment Indonesia
PT Intraco Penta Prima Service
PT Solusi Energi Utama

PT Abuhasdha

PT Liugong Machinery Indonesia
PT Indo Traktor Utama

PT Pana Oil Indonesia

PT Multidaya Mitra Sinergi
PT Sumber Karya Unggul Satu
PT Pegasus Mandiri Pressindo
PT Hudaya Maju Mandiri

PT Arthapusaka Mitra Sakti
PT Mandiri Jaya Nusantara

PT Cipta Sehati

PT Dayaguna Motor Indonesia
PT Tiga Berlian Asiana

CV Jago Catering Cemerlang
PT Lantama Elfoil Megantara
PT Tata Wisata

PT Five Star Indonesia

PT Agung Samudra Jaya

PT Magna Industry And Tyres
PT Multindo Technology Utama
PT Triwira Global Solution

PT Sino Pacific

PT Multicrane Perkasa

PT Mitra Atlas Nusantara

UD Jony Eko

PT Semangat Berkarya Indonesia
CV Cahaya Timur

PT Indo Niaga Andalan

PT Hexindo Adiperkasa Tbk
PT Pelita Indah

PT Multitech Prima Utama

PT Asuransi Astra Buana

CV Borneo Arta Sejahtera

PT Transkon Jaya Tbk

PT Dwinata Sukses Diesel

PT Liebherr Indonesia Perkasa
PT Tangguh Logistindo

(dalam jutaan Rupiah)

31 Juli 2022

19.728
18.058
13.797
12.034
8.533
8.480
7.165
6.766
6.627
6.288
6.000
5.986
5.953
4.881
4.454
4.614
4.275
4.345
3.692
3.246
3.049
2.988
2.850
2.938
2.774
2.576
2.369
2.233
2.148
2.046
1.958
1.724
1.716
1.679
1.677
1.563
1.559
1.538
1.222
1.209
1.179
1.148
1.081
1.033
1.020
1.005
1.004
786
250



HILLCON

(dalam jutaan Rupiah)
31 Juli 2022

PT Sejahtera Tridaya Prima 106
PT IBS Insurance Broking Service 3
Lain-lain (dibawah Rp1.000) 45.941
Jumlah 584.781

Utang usaha ini merupakan utangusaha atas pembelian persediaan alat berat, bahan bakar, suku cadang, jasa
perbaikan,dan pemeliharaan.

Biaya yang masih harus dibayar

Pertanggal31 Juli 2022, Grup Perseroan memiliki biaya yangharus dibayarsebesarRp46.192jutadenganrincian
sebagaiberikut:

(dalam jutaan Rupiah)

31 Juli 2022
Bunga sewa pembiayaan 10.690
Jamsostek 2.743
Gaji 32.759
Jumlah 46.192

Bunga sewa pembiayaan merupakan merupakan utangatas bunga pinjaman pembelian aset tetap (alat berat).
Utang pajak

Per tanggal 31 Juli 2022, Grup Perseroan memiliki utang pajak sebesar Rp44.798 juta dengan rincian sebagai
berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

31 Juli 2022
PPh29 34.358
PPN Keluaran 6.931
PPh21 2.666
PPh23 791
PPh25 10
PPh4 ayat 2 42
Jumlah 44.798

Pendapatan diterima dimuka

Per tanggal 31 Juli 2022, Grup Perseroan memiliki pendapatan diterima dimuka sebesar Rp50.446 juta dengan
rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

31 Juli 2022
Pihak Berelasi
PT Hillcon Jaya Sukses 21.377
Pihak Ketiga
PT Sebuku Sejaka Coal 8.649
PT Surya Dana Mahaka 7.300
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(dalam jutaan Rupiah)
31 Juli 2022

PP - APL KSO 6.561
PT Jacaranda Indonesia Investama 4.000
PT Bakti Pertiwi Nusantara 1.076
PT Arga Morini Indotama 631
PT Indrabakti Mustika 264
Lainnya (dibawah Rp50) 588
Jumlah 50.446

Utang lain - lain

(dalam jutaan Rupiah)

31 Juli 2022
Jangka Pendek
Pihak Ketiga
PT Dua Delapan Investama 13.000
Perorangan 3.642
Jumlah 16.642

Utang lain-lain ini merupakan utang Grup Perseroan kepada pihak ketiga untuk kegiatan produksi site.
LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang Bank
(dalam jutaan Rupiah)

31 Juli 2022

Utang Bank Jangka Pendek

PT Bank Central Asia Tbk 42.904
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17.246
Jumlah 60.150
Utang Bank Jangka Panjang
PT Bank Artha Graha International Tbk 282.302
PT Bank Ina Perdana Tbk 121.778
PT Bank Capital Indonesia Tbk 75.814
PT Bank Central Asia Tbk 6.893
PT Bank Victoria Internastional Tbk 1.965
Jumlah 448.752
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo pada waktu 1 (satu) tahun (279.546)
Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuj tempo dalam 1 (satu
tahun 209.206
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PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.1 tanggal 02 Juni 2022 oleh Notaris Karin Christina Basoeki
S.H, Perusahaanmendapatperpanjangan fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk dengan ketentuan sebagai
berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Kreditur Entitas  Bentuk Kredit Plafon Bunga Jangka Waktu Kredit Provisi
ws el g Ogie Smmdammil 0
as g 0Sir Semidanis Do

10,5% per Sampai dengan 11 1% per

HS Kredit Investasi  Rp7.155 tahun Septermber 2027 tahun

Fasilitas kredit ini dijaminkan dengan:

a. 1 (satu)unit tanah dan bangunan (ruko) di Komplek Ruko Taman Modern Blok R2 No.17, Cakung Timur,
Cakung,Jakarta Timuratasnama PT Hillconjaya Sakti.

b. 2 (dua)unit tanah dan bangunan (ruko) di Komplek Ruko Taman Modern Jl. Anyelir Blok R-2 No.18 dan
19, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timuratasnama PT Hillconjaya Sakti

C. 1 (satu)unit tanah dan bangunan (ruko) di Komplek Ruko Taman Modern Blok R2 No.20, Cakung Timur,
Cakung,Jakarta TimuratasnamaPT Hillconjaya Sakti

d. 1 (satu)unit tanah dan bangunan (ruko) di Komplek Ruko Taman Modern Blok R2 No.21, Cakung Timur,
Cakung,Jakarta Timuratasnama PT Hillconjaya Sakti

e. 1 (satu) unittanah danbangunan (poolalatberat) di JI. Raya Bantargebang - Setu KM 3 No.74 RT 01 RW
03, Pedurenan, Mustika Jaya,Bekasi,atasnama PT Hillconjaya Saktiyangterdiri dari enam sertifikat.

f. 1 (satu)unit tanah danbangunan(ruko)di Komplek Ruko Taman Modem JI. Anyelir Blok A5 No.3, Cakung
Timur, Cakung, Jakarta Timuratasnama PT Hillconjaya Sakti

g. 1 (satu)unit tanah kosong di Komplek Ruko Taman Modem Jl. Anyelir Blok A6 No.4,6,7 Cakung Timur,
Cakung,Jakarta TimuratasnamaPT Hillconjaya Sakti

h. 1 (satu)unit tanah danbangunan diJl. Perkaplingan Blok B No.8, Kel. Pondok Bambu Duren sawit Jakarta
Timur atasnama Dian Novita

i. 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah tinggal di Komp. Bukit Gading Villa Cluster Kintamani,
J1. KintamanilI No.10, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atas nama Sulistiowati

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk

Berdasarkan Akta No. 29 tanggal 25 Mei 2022 tentang Perjanjian Kredit Modal Kerja oleh Notaris Ida Farida,
SH, HS menerima persetujuan fasilitas Kredit Modal Kerja dalam bentuk Plafon Rekening koran dengan
ketentuan sebagaiberikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Jangka Waktu
Kreditur Entitas Bentuk Kredit Plafon Bunga Kredit
PT Bank Rakyat 10% per 25 Mei 2022 sampai
Indonesia (Persero) Tbk tahun dengan 25 Mei 2023

HS Kredit Modal Kerja Rp15.000

Fasilitas kredit ini dijjamin dengan:

a. Persediaanbarangpokok PT AKR Corporindo atasnamaHSsenilai Rp10.000.000.000
b. Piutang Usaha atasnamaHSsenilai Rp5.000.000.000

c. Bilyet deposito atasnama HS sebesarRp4.500.000.000 diikat dengan gadai
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Berdasarkan SuratPerjanjian Kredit nomor B.83/SH-01/ADD/03/2022, HS mendapat fasilitas Kredit ModalKerja
dari PT Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk, tanggal 23 Maret 2022 dengan ketentuan sebagaiberikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Jangka Waktu
Kreditur Entitas Bentuk Kredit Plafon Bunga Kredit
10,25% 24 Februari 2022
PT Bank Rakyat . ’ .
. anke Rarya HS Kredit Modal Kerja Rp10.000 per sampai dengan 24
Indonesia (Persero) Tbk .
tahun Februari 2023

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

a. Bilyet deposito atasnama HS sebesar Rp1.500.000.000 diikkatdengan gadai

b. Persediaansparepart United Tractors ditkat dengan PJ 07 dibawah tangan senilai Rp10.000.000.000
c. Bilyet deposito atasnama HS sebesarRp1.500.000.000 diikatdengan gadai

PT Bank Artha Graha International Thk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 32, Perusahaan mendapat fasilitas kredit dari PT Bank Artha Graha
Internasional Tbk,tanggal 4 September2021 dengan ketentuan sebagaiberikut:

(dalam jutaan USD)

Jangka Waktu
Kreditur Entitas Bentuk Kredit Plafon Bunga Kredit
Sampai dengan
PT Bank Artha Graha . 10% per
International Tbk HS Fixed Loan USD16 tahun 8 September

2024

Fasilitas Kredit ini dijjaminkan dengan:

7 Unit Volvo R100

8 Unit Volvo A60H

2 Unit Crawler Liebher PR 754

1 Unit Towerlamp Mega Tower

1 Unit Isuzu Giga Karoseri Fuel Truck
I Unit Renault Truck Karoseri Lube Truck
2 Unit Pompa Tambang Shellwood

3 Unit Volvo EC 950

1 Unit Lieber 9200

1 Unit Komatsu D375

Corporate Guarantee PT Bukit Persada

FR ™o aoe o

—-

Corporate Guarantee PT Hillcon
. Personal Guarantee Hersan

NN

Personal Guarantee Hermansyah

Berdasarkan Perjanjian Jaminan Fidusia atas Mesin No. 82, Perusahaan mendapat penambahan fasilitas kredit
dari PT Bank Artha Graha International Tbk,tanggal 13 Agustus 2020 dengan ketentuan sebagaiberikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Jangka Waktu

Kreditur Entitas Bentuk Kredit Plafon Bunga Kredit
PT Bank Artha Graha . 13% per Sampai dengan
International Tbk HS Kredil Lokal Rp337.600 tahun 11 Maret 2023

Fasilitas Kredit ini dijaminkan dengan:
a. Alat Berat Fiducia No. 158 tanggal 16 Desember 2019
b. Alat Berat Fiducia No. 86 tanggal 10 Maret2020
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Escrow Account atasnama PT Hillconjaya Sakti
Personal Guarantee Hersan selaku Direktur Utama
Personal Guarantee Hermansyah selaku Direktur
Personal Guarantee Sulistiowati selaku Komisaris Utama
Personal Guarantee Dian Novita selaku Komisaris
Corporate Guarantee PT Bukit Persada

B o a0

—

Corporate Guarantee PT Hillcon
PT Bank Capital Indonesia Thk

Berdasarkan surat No. OL/027/KPO/ABF- SME/I11/2020, Perusahaan mendapat fasilitas kredit dari PT Bank
CapitalIndonesia Tbk,tanggal 9 Maret 2020 dengan ketentuan sebagaiberikut:

Jangka
Kreditur Entitas Bentuk Kredit Plafon Bunga Waktu Kredit
- - — o
PT Bank Capital Indonesia HS Pinjaman Angsuran USD9.945.486 10% per 36 bulan
Tbk Berjangka tahun

Fasilitas kredit ini dijaminkan dengan:

2 unit Excavator Komatsu PC 2000

5 unit HDT Komatsu HD 785

1 unit Grader Komatsu GD 705

1 unit Buldozer D 155

Personal Guarantee Pengurus PT Hillconjaya Sakti
Corporate Guarantee Pemegang Saham PT Hillconjaya Sakti

e e oe

PT Bank Victoria International Thk

(dalam jutaan Rupiah)

Jadwal
Jangka Waktu
Bentuk Waktu Biaya Pembayaran
Kreditur Entitas Kredit Plafon Bunga Kredit Provisi Administrasi Bunga
PT Bank JBU RKKM Rp1.000 14% 17/07/2019 RKKM RKKM RKKM
Victoria (Renewal) s/d 0,5%p.a Masing- Masing-
International 17/07/2022 dan masing 0,1% masing
Tbk dibayarkan p.adan tanggal 1
pada saat dibayarkan bulan
penandatan pada saat berikutnya
ganan penandatanga untuk
nan kewajiban
pembayaran
bunga
DLKM Rp2.000 14% 17/07/2019 DLKM DLKM DLKM bulan
(Renewal) s/d Perpanjang  Perpanjangan sebelumnya
17/07/2022 an perjanjian
perjanjian kredit
kredit
FLKM Rp2.034 14% s/d -
(Existing) 17/11/2022

Penggunaan Fasilitas: Digunakan untuk perputaran modalkerja dalam bidangtambangbatu dan ‘stone crusher”
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Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

Aset Tetap

a. Perumahan Kebon Jeruk Baru Blok A 9 No. 25, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk,
Kotamadya Jakarta Barat, berdasarkan SHM No. 244/Kebon Jeruk, a/n Yudha Kurniawan Tanos (Suamilbu
Astry Angkow Direktur)

b. Apartment Citylofts Lantai 18, MEZ.No. Unit 1809,J1. KH MasMansyurNo. 121, Kelurahan Karet Tengsin,
Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat a/n Jabez Pieters, berdasarkan SHMASRS No.
5574/XXV-XXVI/Karet Tengsin

Mesin

a. Set Stone Crusher, Merk: Zenith, Kapasitas: 200-250ton/jam, Tahun 2012, Rock: Mountain Stone, Product:
0-5,6-10, 10-20, 50 mm, Equipment: Primary Jaw Crusher, Secondary Jaw Crusher, Tersier Cone, Vibrating
Screen, Conveyor, ETC.

b. Unit Generating Set, Merk: Perkins, Model: P66DES, Type: 2806A-EISTAGIA, No. Seri ID:
JGXF7082U19135U, Kapasitas: 660 KVA Tahun: 2010

Jaminan Pribadi

a. Rizal Edward Tanos (Dirut 8,3%)

b. Astry Angkow (Pemegang Saham 12%)
c. DannyKojongian (Komisaris 8,3%)

d. JabesPieters (Komisaris 8,3%)

Berdasarkan surat No. 499/JBU/HO/FIN/VII/2022, Tanggal 01 Juli 2022 manajemen telah mengajukan
Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit kepada PT Bank Victoria International, Tbk.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Thk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. BMM/2.5/071/R, PT Hillconjaya Sakti, entitas anak mendapat perpanjangan
fasilitas kredit Modal Kerja dari PT Bank Negara Indonesia Tbk, tanggal17 Mei 2019 dengan ketentuan sebagai
berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Jangka
Waktu
Kreditur Entitas Bentuk Kredit Plafon Bunga Kredit Provisi
12,75 (dua belas
koma tujuh lima) 22 Mei 2019

. % per tahun dapat Sampai o
PT Bank Negara HS Kredit Modal - p 6 875 dirubah sewaktu-  dengan 23 0> /0 PeT
Indonesia (Persero) Tbk Kerja waktu sesuai Mei 2024 tahun
ketentuan yang Perpanjangan
berlaku

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

1 (satu) unit tanah dan bangunan diJl. Pedurenan Bantargebang, Mustika Jaya, Bekasi,Jawa Barat
1 (satu) unit Kobelco Hydroulic exc SN: LC09 -076445

1 (satu) unit Komatsu Hydroulic exc SN J10044

Piutang termin dari PT J Resources BolaangMongandow

Persediaan berupa Spare Part, BBM, Ban,dan MaterialUmum lainnya

Personal Guarantee Hersan selaku Direktur Utama

@ e oo o e

Personal Guarantee Hermansyah selaku Direktur
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PT Bank Ina Perdana Thk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 237, Perusahaan mendapat fasilitas kredit dari PT Bank Ina Perdana Tbk,
tanggal 27 April 2022 dengan ketentuan sebagaiberikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Jangka
Waktu
Kreditur Entitas Bentuk Kredit Plafon Bunga Kredit Provisi
27 April
2023
. . (diperpanjang
PT Ina Perdana Tbk HS Kredit Investasi Rp100.000 11% per tahun dengan
(SKBDN) .
persetujuan
tertulis dari
bank(

1% per
tahun

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

a. 38 Unit Dump Truck

b. Margin depositsebesar 20%

c. 12 unitalatberatrenault trucks K460 P8x4 Xtrem A/T

d. Coorporate guarantee atasnama PT Hillcon Equity Management

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 226, PT Hillconjaya Sakti, entitas anak mendapatfasilitas kredit dari PT Bank
Ina Perdana Tbk,tanggal30 November 2021 dengan ketentuan sebagaiberikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Jangka
Waktu
Kreditur Entitas Bentuk Kredit Plafon Bunga Kredit Provisi
Rupiah: 11
(sebelas) % per
tahun dapat
dirubah sewaktu-
waktu sesuai
ketentuan yang 30 November
. berlaku 2021 Sampai o
PT Ina Perdana Tbk HS Kreci(lt Modal Rp100.000 dengan 30 lt/;per
cia USD: 6,5 (enam November ahun
koma lima) % per 2024

tahun dapat
dirubah sewaktu-
waktu sesuai
ketentuan yang
berlaku

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:
a. 12 (duabelas)unit alatberatrenaulttrucks K460 P8x4 Xtrem A/T
b. Coorporate guarantee atasnama PT Hillcon Equity Management

Utang Sewa Pembiayaan
Padatanggal31 Juli 2022, Grup Perseroan memiliki utangsewa pembiayaan sebesarRp714.776 juta yang terdiri

atas utang sewa pembiayaan jangka pendek sebesar Rp270.394 juta dan utang sewa pembiayaan jangka Panjang
sebesar Rp444.382 juta.
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(dalam jutaan Rupiah)
31 Juli 2022

Utang Sewa Pembiayaan

Sany Capital Singapore Pte Ltd 282.110
PT Intan Baruprana Finance 198.264
PT Chandra Sakti Utama Leasing 52.486
PT KDB Tifa Finance, Tbk 41.899
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance 21.950
PT Surya Artha Nusantara Finance 18.903
PT Clipan Finance Indonesia 16.145
PT BCA Finance 15.444
PT Mandiri Tunas Finance 13.557
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk 12.053
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia 9.685
PT Maybank Indonesia Finance (d/h PT BII Finance Centre) 9.659
PT Sunindo Kookmin Best Finance 5.447
PT Sedayu Sejahtera Abadi 4.854
PT JACCS MPM Finance Indonesia 3.518
PT Caterrpilar Finance Indonesia 2.625
PT Orico Balimor Finance 1.931
PT Woori Finance Indonesia (d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk) 1.851
PT Mandiri Utama Finance 1.569
PT Trust Finance Indonesia Tbk 826
Jumlah 714.776
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun (270.394)
Utang sewa pembiayaan setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun 444.382

Utang sewa pembiayaan merupakan utang untuk pembelian alat berat dalam menunjang kegiatan usaha Grup

Perseroan.
(dalam jutaan Rupiah)
Bank/Leasing IDR/USD Plafon Bunga

PT Chandra Sakti Utama Leasing IDR 71.096 15%-16,5%
PT Shinhan Indo Finance (d/h PT Swadharma Indotama IDR 62.067 16%
Finance)
PT KDB Tifa Finance, Tbk IDR 51.741 13%
PT BCA Finance IDR 27.142 299% - 7,19% (flat)
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance IDR 25928 12,75% - 13,5%
PT Surya Artha Nusantara Finance IDR 25.543 14%
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia IDR 23272 5,75 - 6,5% (flat)
PT Clipan Finance Indonesia, Tbk IDR 20.576 6,13% (flat)
PT Sunindo Koomin Best Finance IDR 20.182 6,67% - 1,74% (flat)
PT Mandiri Tunas Finance IDR 16.594 5,6% (flat)
PT AdiraDinamika Multi Finance, Tbk IDR 14.955 094% - 15% (flay
PTBIIFinance (d/h Maybank Finance) IDR 14.595 585% - 698% (flat)
PT Trust Finance Indonesia, Tbk IDR 11872 9,41% (flat)
PT Caterpillar Finance Indonesia IDR 6.151 13,5%-14%
PT JACCS MPM Finance Ind IDR 5.000 14%
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(dalam jutaan Rupiah)

Bank/Leasing IDR/USD Plafon Bunga
PT Mandiri Utama Finance IDR 4347 6,95% (flat)
PT Orico Balimor Finance IDR 2.804 3,55% (flat)
PT Woori Finance Indonesia (d/h PT Batavia Prosperindo IDR 2112 8,3% (flat)
Finance)
Sany Capital Singapore Pte, Ltd USD 24574.679 5,5%
PT Intan Baruprana Finance USD 13.542.790 6% - 9%

Utang lain - lain
Per 31 Juli 2022, Grup Perseroan memiliki utanglain-lain sebesar Rp40.183 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

31 Juli 2022
Jangka Pendek
PT Dua Delapan Investama 13.000
Perorangan 3.642
Jumlah 16.642
Jangka Panjang
Pihak Berelasi
PT Hillcon Equity Management 19.993
Tn. Abidi Pracahyo 2.779
PT Bukit Persada 385
Lain-lain 384
Jumlah 23.541

Liabilitasimbalan pasca kerja

Padatanggal31 Juli 2022, Entitas mencatat liabilitas imbalan pasca kerja berdasarkan perhitungan aktuaria yang
dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, aktuaris independen, No.
1648/PSAK- TBA.AN/VIII-2022 tanggal 12 Agustus 2022 dimana menggunakan metode "Project Unit Credit"
dan asumsi-asumsi utama sebagaiberikut :

31 Juli 2022
Usia pensiun 55 tahun
Tingkat kenaikan gaji 8% per tahun
Tingkat bunga diskonto 7,44% per tahun

Per 31 Juli 2022, jumlah liabilitas imbalan pasca kerja Grup Perseroan adalah sebesar Rp32.363 juta Rupiah
denganrincian sebagaiberikut:

(dalam jutaan Rupiah)

31 Juli 2022
Liabilitas imbalan pascakerja
Saldo Awal 33.859
Beban (1.268)
Realisasi Pembayaran Manfaat (298)
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(dalam jutaan Rupiah)

31 Juli 2022
Pendapatan Komprehensif Lainnya 95
Penyesuaian (25)
Liabilitas imbalan pasca kerja pada akhir periode 32.363

PERJANJIAN, KOMITMEN, DAN KONTINJENSI
PT Indrabakti Mustika (“IBM”)

Pada tanggal 31 Maret 2021, PT Hillconjaya Sakti (“HS”), entitas anak, mengadakan perjanjian dengan IBM,
untuk jangka waktu 3 tahun, dimana HS ditunjuk IBM untuk melakukan kegiatan prosedur penambangan nikel
(land clearing dan grubbing, top soil removal, over burden dan waste removal, ore hauling serta ore barging),
yang terdapat di lahan konsesi tambang yang dimiliki IBM dan hal lain yang berkaitan dengan pekerjaan
penambangan. IBM akan membayar HS atas pekerjaan yang disebut di atas sesuai dengan tagihan yang telah
disetujui.

PT Arga Morini Indah (“AMO”)

Pada tanggal 17 Oktober2019,HS mengadakan perjanjiandengan AMO sebagaimana diubahdengan Addendum
perjanjian tanggal 1 Oktober 2021, untuk jangka waktu 2 tahun sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan
16 Oktober 2023, dimana HS ditunjuk AMO untuk melakukan kegiatan prosedur penambangan nikel (land
clearing dan grubbing, top soil removal, over burden dan waste removal, ore getting, ore hauling serta ore
barging), yang terdapat di lahan konsesi tambang yang dimilki AMO dan hal lain yang berkaitan dengan
pekerjaan penambangan. AMO akan membayar HS atas pekerjaan yang disebut di atas sesuai dengan tagihan
yangtelah disetujui.

PT Arga Morini Indotama (“AMI”)

Pada tanggal 25 Maret 2021, HS mengadakan perjanjian dengan AMI untuk jangka waktu 3 tahun, dimana HS
ditunjuk AMI untuk melakukan kegiatan prosedur penambangan nikel (land clearing dan grubbing, top soil
removal, over burden dan waste removal, ore getting, ore hauling serta ore barging), yang terdapat di lahan
konsesi tambang yang dimiliki AMI dan hal lain yang berkaitan dengan pekerjaan penambangan. AMI akan
membayarHS ataspekerjaan yangdisebut diatas sesuaidengan tagihan yangtelah disetujui.

PP APL (“APL”)

Pada tanggal 6 September 2017, HS mengadakan perjanjian dengan PP APL sebagaimana diubah dengan
Addendum I perjanjian tanggal 12 Agustus 2019 dan Addendum II perjanjian tanggal 27 Januari 2021, untuk
jangka waktusampaidengan 31 Desember 2021,dimana HS ditunjuk PP APL untuk bekerjasama melaksanakan
Pekerjaan Tanah dan Dewatering diProyek Bendungan Lolak Paket I, dimana HS mengikat diri kepada PP APL
sebagaisubkontraktor yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, selesai t epat
waktu dan diterima oleh PP APL dan Pemilik Proyek. PP APL akan membayar HS atas pekerjaan yang disebut
di atassesuaidengantagihan yangtelah disetujui.

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (“PT PP”)

Pada tanggal 22 Juni 2015, HS mengadakan perjanjian dengan PT PP sebagaimana diubah dengan Addendum
terakhirperjanjian tanggal 17 Mei2021, untuk jangka waktu sampaidengan 30 Agustus 2021, dimana HS ditunjuk
PT PP untuk bekerjasamamelaksanakan Pekerjaan Tanah dan Dewatering di Proyek Bendungan Lolak PaketII,
dimana HS mengikat diri kepada PT PP, sebagai subkontraktor yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
ketentuan dalam perjanjian ini, selesai tepat waktu dan diterima oleh PT PP dan Pemilik Proyek. PT PP akan
membayarHS atas pekerjaan yangdisebut di atas sesuaidengan tagihan yangtelah disetujui.
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PT Sebuku Tanjung Coal (“STC”) dan PT Sebuku Batubai Coal (“SBC”)

Pada tanggal 19 November 2019, HS mengadakan Perjanjian Jasa Penambangan (Mining Service Agreement)
dengan STC dan SBC sebagaimana diubah dengan Addendum I tanggal 2 Juni 2020 dan Addendum II tanggal
27 Juli 2020, untuk jangka waktu5 tahun atau apabila volume yangdisetujuitelah tercapai,yangmana lebih awal,
dimana HS ditunjuk STC dan SBC sebagaikontraktoruntuk menyediakan manajemen proyek yangdibutuhkan,
perencanaan tambang, survey, pengawasan, keamanan lokasi di area kerja, material, peralatan, pemeliharaan
peralatan, tenaga kerja, transportasi, pelayanan kesehatan, kebutuhan-kebutuhan lainnya dan infrastruktur yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan. STC dan SBC akan membayar HS ataspekerjaan yangdisebut di atas
sesuaidengan tagihan yangtelah disetujui.

PT Sebuku Tanjung Coal (“STC”), PT Sebuku Batubai Coal (“SBC”) dan PT Sebuku Sejaka Coal (“SSC”)

Padatanggal19 Mei 2020, HS mengadakan Perjanjian Rental Alat Berat masing-masing dengan STC, SBC dan
SSC sebagaimanadiubah dengan AddendumI tanggal4 Januari2021 untuk jangka waktu 1 tahun. STC, SBC dan
SSC akan membayar HS atas penyewaan alatberat yangdisebut diatassesuaidengan tagihan yangtelah disetujui

PT Armindo Piranti Buana

HS mendapatkan gugatan hukum dari PT Armindo Piranti Buana atas perikatan yangtelah sah secara hukum

dalam Letter of Intent No. LOI/HJS-APB/STC/X/2019 tanggal9 Oktober 2019 dengan gugatan sebagaiberikut:

- Membayarseluruh kerugian yangdialamioleh PT Armindo Piranti Buana ataskekuarangan tagihansebesar
Rp10.776.642.221,- (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu dua
ratus dua puluh satu Rupiah).

- Membayar tanggungan PT Armindo Piranti Buana pihak ketiga (vendor) sebesar Rp2.310.000.000 (dua
miliar tiga ratussepuluh juta Rupiah).

- Membayarminimum charge sebesar Rp20.939.000.000 (dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan
juta Rupiah).

- Membayar biaya demobilisasi peralatan-peralatan sebesar Rp1.630.000.000 (satu miliar enam ratus tiga
puluh juta Rupiah).

Jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh HS sebagaiakibat dari gugatan tersebut adalah sebesar Rp35.654
juta dan membayarbunga 6% per tahun kepada PT Armindo Piranti Buana sebesarRp2.138 juta terhitung sejak
HS tidak memenuhikesepakatan dalam Letter of Intent No. LOI/HJS-APB/STC/X/2019 tanggal9 Oktober 2019
sampaidengan putusan perkara ini mempunyaihukum tetap.

PT Bank Artha Graha Internasional

Manajemen mendapatkan Penawaran Penambahan Fasilitas Kredit dari PT Bank Artha Graha Internasional
(BAGI) denganjaminanalatberatsebesar USD16.000.000 pada tanggal3 September 2021.

PT Rohul EnergilIndonesia

Manajemen melakukan perjanjian pertambangan dengan PT Rohul Energi Indonesia sampai dengan satu tahun
ke depan dengan nomorperjanjian 002/KP/REI-HJS/VIII/2022 tanggall Agustus 2022.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Manajemen telah melakukan pelunasan atas Fasilitas Kredit kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
dengan Perjanjian Kredit Nomor 2012/019 padatanggal26 Agustus 2021.
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SELURUH LIABILITASPERSEROANPER31JULI2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM
PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI,
PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH
TEMPO.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN
SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN
MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH
LIABILITAS PERSEROAN SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA
MESTINYA.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT
YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP
KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN, KECUALI PELANGGARAN ATAS FINANCIAL
COVENANT YANG TELAH DISEPAKATI. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT
DILTHAT PADA BAB IV PROSPEKTUS.

TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA
PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN
TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN YANG MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM
PUBLIK.
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IV. IKHTISARDATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini dengan laporan
posisi keuangan Perseroan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan
ekuitas dan laporan arus kas untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dan 2020
serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 beserta catatan—catatan atas laporan
keuangan tersebut yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Calon Investor juga harus membaca Bab
V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak
untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja,
Suhartono, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tertanggal 1 Desember 2022. yang
ditandatangani oleh Florus Daeli, rekan pada Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan
registrasi Akuntan Publik No. AP 0126.

Laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tangg al 30 September 2022 merupakan
laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak
diaudit atau tidak direview oleh Akuntan Publik.

Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September
2022 dengan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4
/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja
Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 /SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021
tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga
Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN
(dalam jutaan Rupiah)
30 September 31 Juli 31 Desember
2022% 2022 2021 2020 2019
ASET
ASETLANCAR
Kas dan setara kas 16.762 17.092 11.739 7.843 7.918
Piutang usaha 761.566 720.096 594.552 431.845 498.197
Piutang lain — lain 1.201 581 570 492 9.524
Persediaan 64.623 61.057 58.120 34.862 27.671
Uang muka dan biaya dibayar dimuka 248.008 217.558 224.179 23.885 36.997
Pajak dibayar dimuka 11.800 6.374 5.526 - -
Jumlah Aset Lancar 1.103.960 1.022.758 894.686 498.927 580.307
ASET TIDAK LANCAR
Piutang lain-lain - - - 3.250 3.250
Aset tetap — bersih 1.893.096  1.768.968  1.464.269 701.562 184.069
Investasi entitas asosiasi 1.528 1.233 1.844 - -
Aset pajak tangguhan 36.882 36.750 32.632 25.000 35.492
E:;g‘;ii:jﬁ;akas yang dibatasi 13.854 13.829 10.119 47.081 -
Aset lain-lain 45.468 28.510 555 2.742 2.246
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(dalam jutaan Rupiah)

30 September 31 Juli 31 Desember
2022* 2022 2021 2020 2019

Jumlah aset tidak lancar 1.990.828  1.849.290  1.509.419 779.635 225.057
JUMLAH ASET 3.094.788  2.872.048 2.404.105 1.278.562 805.364
LIABILITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha - pihak ketiga 733.722 584.781 735.097 287.010 147.535
Biaya yang masih harus dibayar 11.632 46.192 11.373 10.844 15.307
Utang pajak 42.276 44.798 42.089 11.590 9.766
Pendapatan diterima di muka 108.539 50.446 50.955 59.668 113.405
Utang bank jangka pendek 65.774 60.150 61.328 2.092 -
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:

Utang bank 197.647 279.546 206.033 168.772 55.558

Utang sewa pembiayaan 316.437 270.394 171.390 60.219 71.749
Utang lain-lain 16.752 16.642 43.526 25.715 101.518
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 1.492.779 1.352.949  1.321.791 625.910 514.838
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas jangka panjang — setelah dikurangi

bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu

tahun mendatang

Utang bank 215.102 209.206 116.893 229.518 16.122

Utang sewa pembiayaan 470.994 444382 328.869 277.855 272.480
Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan 32.363 32.363 33.859 28.380 23.395
Utang lain-lain 23.537 23.541 3.035 24.452 24.452
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 741.996 709.492 482.656 560.205 336.449
JUMLAH LIABILITAS 2.234.775  2.062.441 1.804.447 1.186.115 851.287
EKUITAS
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada

Pemilik Entitas Induk
Modal saham 250.600 250.600 250.600 6.500 6.500
Tambahan modal disetor atas pengampunan

pajak 17.348 17.348 17.348 17.348 17.348
Penghasilan komprehensif lain 1.365 1.365 1.424 818 205
Saldo laba (rugi)

Telah ditentukan penggunaannya 50.120 50.120 1.300 - -

Belum ditentukan penggunaannya 353.381 313.649 197.083 38.787 (47.554)
Fhuitas yang dapat diatribusikan kepada 672.814  633.082  467.755 63453  (23.501)

Pemilik Entitas Induk
Kepentingan non-pengendali 187.199 176.525 131.903 28.994 (22.422)
Jumlah Ekuitas 860.013 809.607 599.658 92.447 (45.923)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 3.094.788  2.872.048 2.404.105 1.278.562 805.364

*Tidak diaudit
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PENDAPATAN USAHA
Pendapatan usaha

Beban pokok pendapatan
LABA BRUTO

Beban usaha

LABA (RUGI) USAHA
Penghasilan lain-lain
Beban lain-lain

Beban keuangan
LABA (RUGI) SEBELUM
PAJAK
Manfaat (beban) Pajak:
Kini
Tangguhan
Jumlah manfaat (beban) pajak
LABA (RUGI) TAHUN
BERJALAN
Penghasilan komprehensif lain
LABA (RUGI)
KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN
LABA (RUGI) BERSIH
TAHUN BERJALAN
YANGDAPAT
DIATRIBUSIKAN
KEPADA:
Pemilik Entitas Induk
Kepentigan non-pengendali
Laba (Rugi) Bersih Tahun

Berjalan
LABA (RUGI)

KOMPREHENSIF TAHUN

BERJALAN YANG

DAPAT DIATRIBUSIKAN

KEPADA:
Pemilik Entitas Induk

Kepentigan non-pengendali
Laba (Rugi) Komprehensif
Tahun Berjalan
LABA (RUGI) PER
SAHAM DASAR
(RUPIAH PENUH)

*Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

30 September 31 Juli 31 Desember
2022* 2021% 2022 2021 2021 2020 2019

2.171.206  1.289.367  1.637.835 1.011.357  1.983.781 1.021.162 633.853
1.592.104 764.803  1.179.272 592.063  1.169.657 680.086 518.149
579.102 524.564 458.563 419.294 814.124 341.076 115.704
135.306 93.822 110.882 77.846 124.152 89.017 65.730
443.796 430.742 347.681 341.448 689.972 252.059 49974
5.784 220 3428 172 936 747 7.798
(44.509) (15.989) (27.968) (15.696) (16.755) (17451) (6.937)
(124.556) (56.574) (93.326) (56.369)  (102.626) (79.515) (46.723)
280.515 358.399 229.815 269.555 571.527 155.840 4112

(24316) (52.497) (23.889) (25.550) (72.525) (17.631)
4230 7648 4097 7.750 7634 (10492) 1.643
(20.086) (44.849) (19.792) (17.800) (64.891) (28.123) 1.643
260.429 313.550 210.023 251.755 506.636 127.717 5.755
(74) 405 (74) 405 575 907 303
260.355 313.955 209.949 252.160 507.211 128.624 6.058
205.118 250.675 165.386 198.175 403.696 86.342 4.168
55311 62.875 44.637 53.580 102.940 41.375 1.587
260.429 313.550 210.023 251.755 506.636 127.717 5.755
205.058 251.099 165.326 198.529 404.302 86.856 4373
55.297 62.926 44.623 53.631 102.909 41.768 1.685
260.355 313.955 209.949 252.160 507.211 128.624 6.058
82 20 66 16 32 13.283.385 641.231
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3. RASIO KEUANGAN
31 31 Juli 31 Desember
September
2022%* 20224 2021 2020 2019
Rasio Pertumbuhan® (%)
Pendapatan Usaha 68,39 61,94 94,27 61,10 51,61
Laba Bruto 10,40 9,37 138,69 194,78 994,85
Laba (Rugi) Usaha -3,73 -1,85 187,89 445,13 -133,90
EBITDA 2,92 14,66 144,25 166,18 -387,47
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan -16,94 -16,58 296,69 2.119,24 -104,69
Total Aset 28,73 19,46 88,03 58,76 8,53
Total Liabilitas 23,85 14,30 52,13 39,33 7,21
Total Ekuitas 43,42 35,01 548,65 301,31 11,66
Rasio Keuangan (x)
Total Liabilitas/Total Ekuitas 2,60 2,55 3,01 12,83 -18,54
Total Liabilitas/Total Aset 0,72 0,72 0,75 0,93 1,06
Total Ekuitas/Total Aset 0,28 0,28 0,25 0,07 -0,06
Total Ekuitas/Total Aset Tetap 0,45 0,46 0,41 0,13 -0,25
gotql Aset Tetap/Total Liablitas Jangka 2,55 2,49 3.03 1.25 0.55
anjang
Interest Service Coverage Ratio® 6,31 8,51 7,95 4,29 2,74
Debt Service Coverage Ratio' 0,56 0,59 0,85 0,42 0,28
Rasio Usaha (%)
Laba Bruto/Pendapatan Usaha 26,67 28,00 41,04 33,40 18,25
Laba (Rugi) Usaha/Pendapatan Usaha 18,39 19,52 34,05 22,97 6,79
EBITDA/Pendapatan Usaha 36,18 48,48 42,03 33,43 20,23
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Pendapatan 11.99 12.82 25.54 12,51 0.91
Usaha
Laba Komprehensif Tahun
Berjalan/Pendapatan Usaha 11,99 12,82 25,57 12,60 0,9
Return on Asset 11,22 12,54 21,07 9,99 0,71
I::lz: Komprehensif Tahun Berjalan/Total 14.42 12,53 21,10 10,06 0.75
Return on Equity 40,38 44,47 84,49 138,15 -12,53
Labe't Komprehensif Tahun Berjalan/Total 3027 25.93 84.58 139,13 13.19
Ekuitas
Rasio Likuiditas (x)
Cash Ratio 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
Current Ratio 0,73 0,75 0,67 0,80 1,13
* Tidak diaudit

(1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun pada tahun yang
bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya.

(2) Interest Service Coverage Ratio dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap beban keuangan.

(3) Debt Service Coverage Ratio dhihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap penjumlahan beban keuangan dan
pokok utang berbunga.

(4 Rasio dibandingkan dengan laporan keuangan 31 Desember 2021 atau periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31
Juli 2022 yang disetahunkan.
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4. RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT
Rasio yang 31 Juli
Disyaratkan 2022

HS

Utang Bank PT Bank Central Asia Tbk
EBITDA/(Interest dan Installment) (x) Min. 1x 1.14
Current ratio (x) Min. 1x 0,66
Rasio Debt to Equity (x) Maks. 4x 2,71

Per tanggal31 Juli 2022, HS memiliki rasio keuangan berupa current ratio yangbelum memenuhiketentuan yang
dipersyaratkan dalam perjanjian kredit PT Bank Central Asia Tbk. HS telah menerima surat pengenyampingan
ataspelanggaran atasrasio keuangan tersebut dari PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana termaktub dalam surat
No. 20005/GBK/2023 tanggal2 Januari2023 perihal Persetujuan Pelanggaran Covenantper31 Juli 2022.
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V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEHMANAJEMEN

Analisa dan pembahasan kondisi keuangan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data
keuangan penting dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan
konsolidasian yang tercantumdalamprospektus ini.

Informasi yang disajikan berikut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak
untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 serta untuk tahun yang berakh ir pada
tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja,
Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tertanggal 1 Desember 2022 yang
ditandatangani oleh Florus Daeli, rekan pada Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan
registrasi Akuntan Publik No. AP 0126.

Laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 merupakan
laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak
diaudit atau tidak direview oleh Akuntan Publik.

Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September
2022 dengan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4
/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja
Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 /SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021
tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga
Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang
(forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan
kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari
faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab mengenai Risiko Usaha dan hal-hal lain yang tercantum dalam
Prospektus ini.

1. UMUM

Perseroan berpengalaman luas dalam sektor jasa pertambangan dan konstruksi sipil dan menawarkan jasa
penambangan batubara dan nikel yang komprehensif kepada pelanggannya. Hingga kini, Perseroan telah turut
berkontribusi dalam lebih dari 200 proyek jasa pertambangan dan konstruksi sipil di berbagai wilayah di seluruh
Indonesia, dan per tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki delapan proyek aktif dalam sektor jasa
pertambangan nikel, pertambangan batu bara, dan konstruksi sipil dan tiga proyek pertambangan nikel dalam
pengembangan. Pertumbuhan danperkembangan kegiatan usaha Perseroan ditopangoleh produksipertambangan
pelanggan Perseroan yangsemakin meningkat, khususnya dalam sektor pertambangan nikel, yangpada gilirannya
meningkatkan permintaan terhadap jasa pertambangan dan konstruksi. Berkat hal tersebut, Perseroan mampu
mencapairekam jejak pertumbuhan pendapatan dan laba kotor yang kuat, sebagaimana tercermin dalam laju
pertumbuhantahunan majemuk pendapatan yangmencapai76,91%, dariRp633.853juta pada tahun yangberakhir
tanggal 31 Desember 2019 menjadiRp1.983 juta pada tahun yangberakhir tanggal 31 Desember 2021, dan laju
pertumbuhantahunanmajemuklabakotoryangmencapai165,26%,dariRp115.704 juta pada tahunyangberakhi
tanggal 31 Desember 2019 menjadiRp814.124 juta padatahun yangberakhirtanggal 31 Desember 2021.

Grup Perseroan bergerak dalam dua segmen usaha, yang terdiri dari jasa pertambangan untuk proyek
pertambangan nikel dan batu bara, serta jasa konstruksi sipil. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember
2021, jasa pertambangan dan jasa konstruksi sipil secara berturut-turut mewakili 90,1% dan 9,2% dari total
pendapatan Grup, pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022, jasa pertambangan dan jasa
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konstruksi sipil secara berturut-turut mewakili 96,2% dan 3,8% dari total pendapatan Grup, dan pada periode

sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022, jasa pertambangan dan jasa konstruksi sipil secara
berturut-turut mewakili 96,5% dan 3,5% dari totalpendapatan Grup.

e Jasa Pertambangan: Perseroan menawarkan serangkaian luas jasa pertambangan kepada pelanggannya,
termasuk perencanaan tambangdengan dukungan tenaga ahliyang berpengalaman, pembukaan lahan untuk
area pertambangan, pembangunan infrastruktur area pertambangan, penyisihan lapisan batuan penutup dan
penambangan bijih nikel dan batu bara menggunakan berbagaimacam alat berat. Sebagaibagian pentingdarn
strategi bisnisnya, Grup senantiasa mengembangkan proporsi kegiatan usaha jasa pertambangan nikel
terhadap kegiatan usahanya secara keseluruhan, dan kamimeyakinibahwa Grup berada di posisi yangtepat
untuk memanfaatkan dinamika pasarnikeldan sektor industri Indonesia serta penggunaan logam olahanyang
semakin berkembang. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, jasa pertambangan untuk
produksi nikel dan batu bara secara berturut-turut menghasilkan Rp533.696 juta, atau 26,9%, dan
Rp1.254.660 juta, atau 63,3%, dari total pendapatan Grup. Pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal
31 Juli 2022, jasa pertambangan untuk produksi nikel dan batu bara secara berturut-turut menghasilkan
Rp594.137 juta, atau 36,3%, dan Rp971.674 juta, atau 59,3%, dari total pendapatan Grup. Pada periode
sembilan bulan yangberakhir tanggal 30 September 2022, jasa pertambangan untuk produksinikel dan batu
bara secara berturut-turut menghasilkan Rp811.587 juta,atau 37,4%,dan Rp1.271.769juta,atau 58,6%,dan
totalpendapatan Grup

o Jasa Konstruksi Sipil: Jasa konstruksisipil Grup meliputi proyek pekerjaan tanah, pekerjaankonstruksijalan,
pembangunan daerah aliran sungai dan bendung. Grup memanfaatkan pengalamannya dalam sektor jasa
konstruksi sipil untuk melaksanakan proyek-proyek yang melibatkan pekerjaantanah dengan spesialisasi
khusus, seperti proyek bijih nikel berkadartinggi. Dalam proyek tersebut, pencegahan kontaminasi yang
berasal dari tanah dan pengotor merupakan bagian penting dari layanan yang ditawarkan Grup. Perseroan
berencana tetap memanfaatkan sinergi antara segmen usaha jasa konstruksi sipil dan segmen usaha jasa
pertambangannya sementara tetap mengembangkan kegiatan usahanya, terutama dalam sektor jasa
pertambangan nikel.

2. FAKTOR SIGNIFIKAN YANG MEMENGARUHI KINERJA OPERASI

Kinerja operasi, kondisi keuangan, dan arus kas Perseroan dipengaruhi secara signifikan oleh sejumlah faktor,
termasuk:

Penyelesaian proyek dalam pengembangan yang berjalan maupun di masa depan

Grup memulaikegiatan usahanyapadatahun 1995 disektorjasa konstruksisipil, dan kemudian mengembangkan
usahanyake jasa pertambangan batu barapadatahun 2008 danjasa pertambangan nikelpada tahun 2013. Hingga
saatini, Grup telah berkontribusi dalam lebih dari 200 proyek jasa konstruksisipil dan pertambangandiberbagai
wilayah di seluruh Indonesia. Berkat pertumbuhan dan perkembangan tersebut, Perseroan kini mampu
menawarkan jasa pertambangan batu bara dan nikel yang komprehensif, termasuk perencanaan tambang,
pembukaan lahan untuk area tambang, pembangunan infrastruktur, pengupasan lapisan batuan penutup, dan
penambangan nikel atau batu bara menggunakan berbagai jenis alat berat. Pertumbuhan Perseroan terutama
ditopang oleh produksi pertambangan pelanggan Perseroan yang semakin meningkat, khususnya dalam sektor
pertambangan nikel, yangpada gilirannya meningkatkan permintaan terhadap jasa pertambangan dan konstruksi
Berkatarmada peralatan yangbesardan perencanaan yangefisien, Perseroan mampu mewujud kan skala ekonomi
yang besar dengan bertumpu pada pertumbuhan tersebut, dan dengan demikian menghasilkan penurunan biaya
untuk mendukung penawaran harga yang bersaing. Oleh karenanya, pendapatan usaha Perseroan bertumbuh
dengan laju pertumbuhan tahunan majemuk sebesar 165.26% selama tiga tahun terakhirdariRp633.853 juta pada
tahun 2019 menjadiRp1.983.781 juta padatahun 2021.

Per tanggal Prospektus ini, Grup memiliki delapan proyek aktif di sektorjasa pertambangan nikel, pertambangan
batubara,dan konstruksisipil. Proyek-proyek tersebut meliputi, antara lain, pertambangan batubara PT Sebuku
TanjungCoal di Kotabaru, Kalimantan Selatan; pertambangan nikel PT Arga Morini Indah, Sulawesi Tenggara,
PT Rohul Energi Indonesia, Sulawesi Tenggara, PT Indrabakti Mustika, Sulawesi Tenggara, PT Weda Bay
Nickel, Halmahera, PT Bartra Putra Mandiri, Maluku Utara, Keins Ventura, Sulawesi Tengah, dan Proyek
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Bendungan Lolak PT PP di Sulawesi. Pada saat mengadakan kontrak untuk proyek baru, Grup
mempertimbangkan sejumlah elemen yang akan menentukan tingkat biaya serta potensi keuntungan, termasuk
topografi, jenis alatberat yangdibutuhkan, metode ekstraksi, persyaratan pembukaan lahan, dan keberadaan atau
ketiadaan infrastruktur pendukung. Dalam mengalokasikan sumber daya untuk proyek baru, Perseroan
mempertimbangkan klien, lokasi, cadangan proyek, rasio pengupasan, jalan angkut dan jumlah belanja modal

untuk alat berat. Per tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki tiga proyek pertambangan nikel dalam
pengembangan.

Untuk selanjutnya, Perseroan berniat meningkatkan konsentrasi Perseroan dalam jasa pertambangan nikel
Indonesia merupakan salahsatu negara produsen nikelterbesardi dunia, dan dengan peningkatanpermintaanatas
nikel, Perseroan meyakinibahwa Perseroan berada diposisi yangtepatuntuk memanfaatkan permintaan tersebut
untuk mengembangkan bisnis Perseroan di sektor jasa pertambangan nikel. Jasa pertambangan nikel cenderung
membutuhkan margin yanglebih tinggi dibandingkan jasa pertambangan lainnya, mengingat sifatnya yanglebih
kompleks. Dengan rekam jejak keunggulan operasional yangpanjangdalam proyek pertambangan yangkompleks
dan investasi berjalan Perseroan dalam peralatan dan jasa pertambangan terspesialisasi, Perseroan meyakini
bahwa kegiatan usaha Perseroan terstruktur dengan baik untuk meraih margin tersebut sewaktu menyediakanjasa
yang tangguh kepada pelanggan Perseroan. Meskipun pada awalnya Perseroan mungkin mengalami penurunan
keuntungan secararelatif seiring dengan pergeseran dari jasa pertambangan batu bara ke jasa pertambangan nikel,
Perseroan meyakini bahwa pada akhirnya pergeseran tersebut akan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi
danbisnis yanglebih tahan bantingdi masa depan.

Permintaan atas jasa pertambangan Perseroan

Penyediaan jasa pertambangan nikel dan batu bara merupakan bagian mayoritas yang substansial dari kegiatan
usaha Perseroan. Pada tahun yangberakhirtanggal31 Desember 2021, periode tujuh bulan yangberakhirtanggal
31 Juli 2022 dan periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022, jasa pertambangan secara
berturut-turut mewakili 90,1%, 95,6% dan 96,0% dari total pendapatan Perseroan. Meskipun Perseroan
bermaksud melakukan transisi dalam kegiatan usaha jasa pertambangan Perseroan untuk lebih berkonsentrasi
dalam jasa pertambangan nikel, pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, periode tujuh bulan yang
berakhir tanggal 31 Juli 2022 dan dan periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 jasa
pertambangan batubara masih menyumbangkanbagian yanglebih besardalam kegiatan usaha jasa pertambangan
Perseroan, secara berturut-turut mewakili 70,2%, 62,1% dan 61,0% daripendapatan jasa pertambangan Perseroan.
Kontrak jasa pertambangan Perseroan pada umumnya mengandung ketentuan ra ta-rata minimum operasional
pertambangan batubara atau bijih berdasarkan meter kubik insitu (base cubic meter, “bcm”) atau ton metrik
(metric tonne, “MT”) per tahun/periode selama jangka waktu kontrak, dan harga yang dikenakan serta
kesepakatan kontraktual atas jasa yang diberikan Grup dapat bervariasi tetapi pada umumnya dihitung
berdasarkanbiayapertambangan rata-rata dalam dolar AS per bem/MT. Selain itu, Grup juga memberikan lhayanan
sewa dan sewa guna usaha atas peralatan Grup kepada pelanggannya, tergantungpadakebutuhandan persyaratan
proyek yang terkait, dan biaya yang dikenakan atas peralatan Grup pada umumnya ditentukan berdasarkan tarif
tetap dalam dolar AS per ton metrik yangdimuatatau diangkut. Perseroan dapat meneruskan biaya bahan bakar
untuk mengoperasikan peralatan Perseroan kepada pelanggannya, sebagaibagian dari kesepakatan kontraktual
Struktur kontrak Perseroan diatur sedemikian rupa sehingga Perseroan memiliki fleksibilitas terkait tingkat
produksi dan beban usaha dan produksi, sehingga Perseroan dapat melakukan penyesuaian sebagai respons
terhadap fluktuasiharga pasar untuk melindungi margin Perseroan. Selain itu, investasi historis Perseroan dalam
mesin dan keahlian menyebabkan Perseroan berada dalamposisi yangtepat untuk mengerahkan sumberdayake
berbagai proyek saat proyek tersebut dimulai, dan dengan demikian semakin meningkatkan skala ekonomis
Perseroan.

Meskipun batu bara tetap merupakanporsiterbesar dari pendapatan Perseroan darijasa pertambangan, Perseroan
berencana mengalihkan fokus strategisnya ke jasa pertambangan nikel, yang diyakini Perseroan akan semakin
meningkatkan profitabilitas Perseroan saat Perseroan memanfaatkan permintaan terhadap nikel yang semakin
meningkat. Menurut Laporan Industri AME Mineral Economics, Indonesia merupakan produsen nikel terbesar
di dunia,dengan perkiraan produksisekitar 1.200 kt pada tahun 2022, atau 37,5% daritotal produk si nikel global.
Cadangan nikel Indonesia diperkirakan diperkirakan mencapai21 MT, dan Indonesia diperkirakan akan tetap
menjadikontributorterbesarbagipasokanbijih nikel dan nikel olahan, dengan estimasipangsa pasarsebesar38%
dari pasarnikel olahan dunia pada tahun 2024. Permintaan ini didorong oleh sejumlah perkembangan pasar,
termasuk kenaikan permintaan dan dukungan kebijakan pemerintah di Indonesia maupun secara global bagi
pengembangan baterai EV dan pertumbuhan dalam permintaan atas baja nirkarat di negara-negara seperti
Tiongkok, yangpada gilirannya menggerakkan permintaan terhadap jasa pertambangannikel. Pada saat ini, Grup
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telah memperoleh sejumlah proyek kontraktor pertambangan nikel penting yang sedang berjalan, dan Grup
berencana untuk tetap meningkatkan fokusnya dalam sektor jasa pertambangan nikel di masa depan. Dengan
armada peralatan yang besar, keahlian pekerjaan tanah teknis, dan karyawan yang terspesialisasi, Perseroan

meyakinibahwa Perseroan berada diposisi yangtepatuntuk melanjutkan pertumbuhan usaha jasa pertambangan
nikel.

Belanja modal dan imbal hasil modal yang diharapkan

Industri jasa pertambangan dan konstruksi sipil merupakan industri padat modal. Secara historis, belanja modal
terutama terfokuspadaalatberat. Investasialat berat secara berturut-turut mewakili 93,3%, 92,2% dan 92,4% darn
total belanja modal Perseroan pada tahun yang berakhirtanggal 31 Desember 2021, periode tujuh bulan yang
berakhir tanggal 31 Juli 2022 dan periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022. Di masa
depan, Perseroan memperkirakan alat berat akan tetap merupakan porsi terbesar dari belanja modal Perseroan,
terutama saatPerseroan berinvestasidalam mesin dan sistem yangdifokuskanuntuk industri pertambangan nikel
Sewaktu mengembangkan proyek baru, belanja modal pada umumnya dialokasikan berdasarkanjumlah produksi
Secara historis, Perseroan berupaya mengelola belanja modal Perseroan secara keseluruhan dengan menanamkan
investasi dalam serangkaian luas peralatan, sehingga Perseroan mampu mendukung kebutuhan pelanggan dan
memiliki fleksibilitas dalam menawarkan ide dan solusi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan Perseroan.
Armada peralatan Perseroan yang besar dan beragam juga memungkinkan Perseroan untuk memobilisasi
peralatan di proyek secara efisien dengan cara sedemikian rupa untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya.
Dengan demikian, Perseroan juga dapat mengurangibiaya.Perseroan meyakinibahwa biaya rata -rata Perseroan
akan terus menurun berkat skala ekonomi seiring dengan dimulainya proyek-proyek baru, sehingga Perseroan
mampu menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi dari investasi modal yang ditanamkan. Hal ini juga
menyediakan platform yanglebih luas bagi Perseroan untuk berkembang.

Penyempurnaan operasional dan pengendalian beban produksi

Selama tiga tahun terakhir, beban operasionaldan produksi Perseroan yang paling material adalah beban terkait
penggunaan bahan bakardiesel, suku cadang, pelumas, ban,dan bahan peledak, yangseluruhnya secara berturut-
turut mewakili 55,55%, 43,49%, dan 29,95% dari total beban usaha Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir
tanggal 31 Desember 2021,2020, dan2019. Pergerakan beban operasionaldan produksiselama periode tersebut
terutama disebabkan oleh pergerakan beban bahan baku, bahan bakarminyak, dan tenaga kerja.

Meskipun Perseroan menghadapi fluktuasibeban produksidan operasionalyangberada diluarkendali Perseroan,
Perseroan telah menyusun struktur kontraknya sedemikian rupa sehingga Perseroan memperoleh fleksibilitas
sebesar-besarnya untuk menanggapi fluktuasitersebut,dan dengan demikian Perseroan dapat melindungimargin
labanya pada waktu terjadi kenaikan biaya. Sebagai contoh, kontrak proyek Perseroan pada umumnya
memperolehkan Perseroan untuk meningkatkan atau menurunkan tingkat produksi dalam rentang tertentu,
sehingga Perseroan dapat mengendalikan biaya selama jangka pendek. Perseroan meyakini bahwa fleksibilitas
kontrak tersebut memungkinkan Perseroan untuk terus beroperasi secara efisien selama periode kenaikan biaya.
Sebagaicontoh, meskipun beban pokok pendapatan mengalamikenaikan hingga 72% pada tahun yangberakhir
tanggal 31 Desember 2020, totalpendapatan mengalamikenaikan sebesar94,3% selama periode yang sama.

Inflasi dan kondisi pasar dan ekonomi secara umum

Kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan profitabilitas Perseroan secara signifikan dipengaruhi oleh kondisi pasar
dan ekonomisecara umum, termasuk dalamkaitannya denganinflasi, baik di Indonesia maupun ditingkat global.
Fokus strategis Perseroan dalam industri nikel sebagian dilatarbelakangi oleh kenaikan permintaan tethadap
produk nikel, yang sebagian disebabkan oleh penggunaan nikel dalam bateraikendaraan listrik dan penggunaan
nickel pig iron sebagaikomponen produksibaja nirkarat.

Selain itu, kemampuan Perseroan untuk terus mendanai kegiatan usahanya tergantung pada kelanjutan akses
terhadap pasarkeuangan denganketentuanyangwajar. Volatilitas yangbelakangan ini terjadidi pasarkeuangan,
baik di Indonesia maupun di tingkat global, telah menyebabkan kenaikan signifikan dalam biaya dan risiko
pembiayaan,dan memperoleh pembiayaan dalam jumlah dan ketentuan yangtersedia di tahun -tahun sebelumnya
menjadisemakin sulit.

Persaingan

Industri jasa pertambangan dan konstruksi sipil di Indonesia melibatkan persaingan yang sangat ketat.
Berdasarkan Laporan Industri AME Mineral Economics, Grup Perseroan diestimasikan menguasaipangsa pasar
sebesar 2% pada tahun 2020. Perusahaan terkemuka lainnya dalam sektor tersebut meliputi PT United Tractors,
yang mengoperasikan PT Pamapersada Nusantara (PAMA), dengan pangsa pasar sekitar 30% pada 2020.
Kemudian diikuti oleh PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), dengan estimasi pangsa pasar sekitar 15%
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pada tahun2020. Pesaing utama lainnya mencakup PT Darma Henwa dan PT Thiess. Menurut Laporan Industd
AME Mineral Economics, hambatan masuk meliputi kebutuhan akan mesin khusus yang dibutuhkan untuk
kontraktortambang, tenaga kerja berpengalaman, dan reputasilokalyangkuat. Selain itu, kebutuhan modaly ang
tinggi untuk membiayaipembelian peralatandanpemeliharaan tingkat utilisasiyangtinggi juga merupakan faktor
penting. Akan tetapi, pertumbuhan permintaan terhadapnikeltelah menarik sejumlah pemain baru ke industrijasa
pertambangan nikel, yang mengakibatkan kenaikan dalam tekanan penentuan harga dan persaingan lebih tinggi
untuk memperoleh tenaga kerja ahli. Seiring dengan pergeseran konsentrasi Grup ke industri jasa pertambangan
nikel, Grup mungkin mengalamitekanan lebih lanjut untuk bersaing den gan pesaing domestik dan internasional
terkemuka, yangmungkin memiliki pangsa pasaryanglebih besar, cadangansumberdayanikel yanglebih besar,
atau operasi yang lebih canggih. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan, Grup mungkin akan menghadapi
tekanan harga yangsemakin besar,yangdapat membatasikemampuan Grup untuk tetap memanfaatkan efisiensi
operasionalnya untuk menghasilkan margin laba. Industri Grup juga mengalami persaingan tajam untuk
memperoleh tenaga kerja ahli, yangdapat menyebabkan kenaikan upah dan biaya tenagakerja lainnya.

Grup meyakini bahwa keunggulan kompetitif utamanya terletak pada rekam jejak operasional yang panjang,
hubungan pelanggan yangkuat, tenaga kerja yang sangat berpengalaman, dan armada alat berat dan peralatan
yangbesardanberagam,yangseluruhnya telah dibangun selama kurun operasibertahun-tahun. Grup juga merai
manfaat dariberbagaiproyek berjalan di berbagailokasidi seluruh Indonesia, yangmenyebabkan Grup mampu
mengerahkan sumber daya ke proyek-proyek baru di wilayah-wilayah tersebut dengan waktu tunggu yang jauh
lebih rendah.

Kebijakan pemerintah dan perkembangan hukum

Perseroan beroperasi dalam lingkungan yang diatur secara ketat. Di Indonesia, peraturan utama yang
memengaruhi operasi Perseroan adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara ("UU Pertambangan”), yang diundangkan pada tahun 2009 dan terakhir kali diubah oleh Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”). UU
Pertambangan antara lain membatasi jangka waktu eksplorasi dan produksi dan ukuran wilayah eksplorasi dan
produksi proyek pertambangan, membatasi operasi pertambangan hanya di wilayah yang ditetapkan oleh
Pemerintah Indonesia sebagaiwilayah yangdapat ditambang, mewajibkan pemberian proyek pertambangan bamu
melalui proses pelelangan yang transparan, mewajibkan seluruh pemegang izin usaha pertambangan untuk
mengolah mineral yang ditambang atau diekstraksi di dalam wilayah Indonesia, mewajibkan seluruh pemegang
izin usaha pertambangan untuk memiliki rencana tambanguntuk seluruh area konsesi dan melarangkontrak jasa
pertambangan antara pemegangizin usaha pertambangan dan pihak berelasinya. Pelaksanaan UU Pertambangan
juga tunduk pada sejumlah peraturan pemerintah lebih lanjut, termasuk larangan mengekspor nikel berkadar
rendah di bawah 1,7%. Di samping UU Pertambangan, kegiatan usaha Perseroan juga tunduk pada sejumhh
peraturan tambahan yang dikeluarkan oleh, antara lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
Kementerian Kehutanan, Kementerian Negara Urusan Lingkungan Hidup, dan Badan Koordinasi Penanaman
Modal, serta pemerintah dan regulatorlokal dan daerah.

Lingkungan peraturan perundangan-undangan di mana Perseroan beroperasi senantiasa berkembang dan
Perseroan menanamkan jumlah yang cukup besar untuk fungsi kepatuhan dan peraturan perundang-undangan
guna memastikan Perseroan senantiasa beroperasidengan lisensi, izin, dan standar sebagaimana mestinya. Bidang
hukum yang mengalami perubahan signifikan dalam beberapa waktu terakhir meliputi peraturan lingkungan
hidup, undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan terkait industri nikel, yang seluruhnya menimbulkan
dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Instrumen Keuangan

Perseroan menerapkan PSAK 71 “Instrumen Keuangan,” termasuk Amendemen PSAK 71 “Instrumen Keuangan:
Fitur Percepatan Pembayaran dengan Kompensasi Negatif,” dengan penerapanmulail Januari2020. Amendemen
PSAK 71 mengaturbahwa aset

keuangan dengan fitur pelunasan dipercepat yang dapat mengakibatkan kompensasinegatif memenuhikualifikasi
karena arus kas kontraktual hanya berasal dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok utangnya.
Perseroan juga menerapkan PSAK 60

(Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Pengungkapan.” PSAK 71 menggantikan PSAK 55 (Revisi 2014)
“Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.”
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PSAK 50 (Revisi 2014) menguraikan persyaratan akuntansipenyajian dariinstrumen keuangan, terutama untuk
klasifikasi instrumen tersebut dalam aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Standar ini juga
memberikan panduan tentang

klasifikasi suku bunga, dividen dan keuntungan / kerugian yang terkait, dan kapan aset keuangan dan liabilitas
keuangan dapat disalinghapuskan.

PSAK 60 (Revisi 2014) mensyaratkan pengungkapan kuantitatif dan kualitatif dalam laporan keuangan yang
memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasiseberapa signifikan dampak instrumen keuangan tethadap
posisi dan kinerja keuangan, dan sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang dihadapi
entitas selama periode dan pada akhirperiode pelaporan dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut. Selain
itu, standarini menjelaskan persyaratan dalam pengungkapan risiko likuiditas.

Aset Keuangan
Pengakuan dan Pengukuran Awal

Aset keuangan diakuipada laporan posisi keuangan ketika entitas menjadi pihak dalam kontrak yang mengatur
instrumen.

Semua aset keuangan diakuiberdasarkan tanggalperdagangan ketika pembelian

atau penjualan aset keuangan dilakukan berdasarkankontrak yang persyaratannya mengharuskan penyerahanaset
dalam jangka waktu yangditetapkan oleh pasaryangbersangkutan.

Aset keuangan padaawalnya diukurpadanilaiwajar, dalam halinvestasitidak diklasifikasikan sebagainilaiwajar
melalui laba atau rugi (fair value through profit or loss, “FVTPL”), pada nilai wajar ditambah biaya transaksi
yangdapat diatribusikan secara langsungpada akuisisi atau penerbitan aset keuangan.

Semua aset keuangan yang diakui kemudian diukur secara keseluruhan pada biaya perolehan diamortisasi atau
nilai wajar, tergantung pada klasifikasiaset keuangan tersebut, sebagaimana diuraikan lebih la njut di bawah ini.

Pengukuran Selanjutnya

Instrumen utangyangmemenuhiketentuan berikut diukur pada biaya perolehan diamortisasi:
e asetkeuangan dimiliki dengan tujuan memperoleh aruskaskontraktual; dan

e persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya
merupakan pembayaran pokok dan bunga darijumlah pokok terutang.

Instrumen utang yang memenuhi ketentuan berikut ini selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui pendapatan

komprehensiflain (fair value through other comprehensive income, “FVOCI”):

e aset keuangan dimiliki dengan tujuan memperoleh arus kas kontraktual dan realisasi nilai penjualan aset
keuangan; dan

e persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya
merupakan pembayaran pokok dan bunga darijumlah pokok terutang.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah nilai aset keuangan pada pengakuan awal dikurangi
pembayaran pokok, ditambah amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif dari setiap
perbedaan antara nilaiawal dan nilai pada saatjatuh tempo, disesuaikan dengan penyisihan kerugian yang ada.
Nilai tercatat bruto dari aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuakan
dengan penyisihan kerugian.
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Biaya Perolehan Diamortisasi dan Metode Bunga Efektif

Pendapatan bunga diakuimenggunakan metode suku bunga efektif baik untuk instrumen utangyangselanjutnya
diukur pada biaya perolehan diamortisasidan pada FVOCI. Pendapatan bunga untuk instrumen keuangan selain
instrumen keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan yang memburuk dihitung dengan menerapkan
suku bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto suatu aset keuangan (basis bruto), kecuali aset keuangan yang
kemudian memburuk.

Pendapatan bunga bagiaset keuangan yangkemudian memburuk diakuidengan menerapkan suku bunga efektif
pada biaya perolehan diamortisasi aset keuangan tersebut. Apabila dalam periode pelaporan selanjutnya risiko
kredit dari instrumen keuangan yang mengalamipenurunan kelayakan kredit tersebut membaik sehingga aset
keuangan tersebut tidak lagi termasuk sebagaiaset keuangan yangmemburuk, pendapatan bunga diakuidengan
menerapkan suku bunga efektif pada nilaitercatat bruto daria set keuangan tersebut.

Investasi dalam Instrumen Utang yang Diukur pada FVOCI

Instrumen utang pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Selanjutnya, perubahan nilai
tercatat instrumen utang sebagai akibat dari keuntungan dan kerugian selisih kurs, keuntungan atau kerugian
penurunan nilai, dan pendapatan bunga yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif, diakui
dalam laporan laba rugi.

Jumlah yang diakui dalam laba rugi sama dengan jumlah yangakan diakuidalam laporan laba rugi jika aset
keuangan tersebut diukurdengan biaya perolehan diamortisasi.

Semua perubahan lain dalamnilaitercatat dariaset keuangan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain
dan diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi. Ketika aset keuangan ini dihentikan pengakuannya,
keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain akan
direklasifikasi ke laba rugi.

Pada pengakuan awal, Perseroan dapat membuatpemilihan yangtidak dapat dibatalkan (a tas dasar instrumen per
instrumen) untuk menetapkan investasi pada instrumen ekuitas sebagai instrumen keuangan yang diukur pada
FVOCI. Penetapan sebagaiinstrumen keuangan yang diukur pada FVOCI tidak diizinkan jika investasi ekuitas
dimiliki untuk diperdagangkan atau jika merupakan imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi
dalam kombinasibisnis yang menerapkan PSAK 22

Aset Keuangan pada FVPTL

Aset keuangan yangtidak memenuhikriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasiatau FVOCI diukur

pada FVTPL

Secara khusus:

e Investasipadainstrumen ekuitas diklasifikasikansebagai FVTPL, kecualiinvestasiekuitas ditetapkan, secara
tidak dapat ditarik kembali pada pengakuan awal, sebagai investasi ekuitas yang tidak dimiliki untuk
diperdagangkan dan bukan merupakan imbalan kontinjensi yang timbul dari kombinasi bisnis sebagai
investasi ekuitaspada FVOCI ,

e Instrumen utang yang tidak memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau kriteria FVOCI
diklasifikasikan sebagaiFVTPL. Selain itu, instrumen utangyangmemenuhikriteria biaya diamortisasiatau
kriteria FVOCI dapat ditetapkan sebagaiFVTPL yang tidak dapat dibatalkan padasaat pengakuan awaljika
penetapan tersebut menghilangkan atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau
pengakuan yangakan timbuldaripengukuran asetatau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian.

Aset keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan, dengan keuntungan atau
kerugian nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi sepanjang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung
nilai yang ditentukan. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi termasuk dividen
atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan dan dimasukkan dalam item baris "Keuntungan dan Kerugian
Lainnya."

33



HILLCON

Keuntungan dan Kerugian Selisih Kurs

Nilai tercatat aset keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang asing tersebut dan dijabarkan

dengan kurs spot pada setiap tanggalpelaporan.

Secara khusus:

e untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang bukan merupakan bagian dari
hubungan lindung nilai yang ditentukan, selisih kurs diakui dalam laporan laba rugi pada item baris
“Keuntungan atau Kerugian Selisih Kurs”;

e untuk instrumen utangyangdiukur pada FVOCI yangbukan merupakan bagian darihubungan lindung nilai
yang ditentukan, selisih kurs atas biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang tersebut diakui dalam
laporan laba rugi pada item baris “Keuntungan atau Kerugian Selisih Kurs”;

e untuk aset keuangan yang diukur pada FVTPL yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai
yang ditentukan, selisih kurs diakui dalam laporan laba rugi pada item baris “Keuntungan atau Kerugian
Selisih Kurs”; dan

e untukinstrumen ekuitas yangdiukurdengan FVOCI, selisih kurs diakuidalam pendapatan komprehensif lain
dalam cadanganrevaluasiinvestasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Kelompok Usaha mengakuipenyisihan kerugian kredit ekspektasian (expected credit loss, “ECL”) atasinvestasi
dalam instrumen utang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada FVOCI, piutang sewa, aset
kontrak, serta komitmen pinjaman pada kontrak jaminan keuangan. Tidak ada kerugian penurunan nilai yang
diakui untuk investasipada instrumen ekuitas.

Jumlah kerugian kredit ekspektasian diperbaruipada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan
risiko kredit sejak pengakuan awalatasinstrumen keuangan tersebut.

Perseroan selalu mengakui ECL sepanjangumurnyauntuk piutangusaha, aset kontrak dan piutang sewa. Kerugian
kredit ekspektasian atasaset

keuangan ini diestimasi dengan menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis
Perseroan, disesuaikan dengan faktor-faktor yang spesifik bagi debitur, kondisi ekonomi secara umum dan
penilaian terhadap arah saat ini maupun arah kondisi perkiraan kerugian pada tanggal pelaporan, termasuk nilai
waktuuangjika sesuai.

Kenaikan Signifikan dalam Risiko Kredit

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan
awal, Perseroan membandingkan risiko gagal bayar(default)yangterjadipada instrumen keuangan pada tanggal
pelaporan dengan risiko gagalbayar(defaulf) yangterjadipada instrumenkeuangan pada tanggalpengakuan awal
Dalam melakukan penilaian ini, Perseroan mempertimbangkan informasikuantitatif dan kualitatif yang wajar dan
dapat didukung, termasuk pengalamanhistoris dan informasiberwawasan ke depan yangtersedia tanpa biayaatau
upaya yang tidak semestinya. Informasi berwawasan ke depan yang dipertimbangkan mencakup pro spek masa
depan industri tempat debitur Perseroan beroperasi, yang diperoleh dari laporan ahli ekonomi, analis keuangan,
badan pemerintah, lembaga pemikir (think-tanks) terkait, dan organisasi serupa lainnya, serta pertimbangan
berbagaisumber eksternaldan memperkirakan informasiekonomiyangterkait dengan operasi inti Perseroan.
Untuk komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, pada tanggal Perseroan menjadisalah satu pihak dar
komitmen yang tidak dapat dibatalkan dianggap sebagai tanggal pengakuan awal untuk tujuan penilaian
penurunan nilai instrumen keuangan Dalam menilai apakah terdapat peningkatan yang signifikan dalam risiko
kredit sejak pengakuan awal atas komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, Perseroan
mempertimbangkan perubahan risiko bahwa debiturtertentu akan mengalamigagalbayar(default)ataskontrak.
Perseroan secara berkala memantau efektivitas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat
peningkatan risiko kredit yang signifikan dan melakukan revisi sesuai kebutuhan untuk memastikan kriteria
tersebut mampu mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sebelum jumlah tersebut melewati
jatuh tempo.
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Kebijakan Penghapusan

Perseroan menghapus aset keuangan jika terdapat informasi yang menunjukkan bahwa debitur berada dalam
kesulitan keuangan yangparah dan tidak ada prospek pemulihan yangrealistis. Aset keuangan yangdihapuskan
mungkin masih tunduk pada aktivitas penegakan hukum berdasarkan prosedur pemulihan Perseroan, dengan
mempertimbangkan advis hukum jika sesuai. Setiap pemulihan yangdilakukan diakuidalam laporan laba rugi.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Perseroan menghentikan pengakuan aset keuangan hanya jika hak kontraktual atas arus kas dari aset tersebut
berakhir, atau saat Perseroan mengalihkan aset keuangan tersebut dan seluruh risiko dan manfaat kepemilikan
aset tersebut secara substansialkepada pihaklain. Jika Perseroan tidak mengalihkan atau mempertahankan secara
substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan dan terus mengendalikan aset yang dialihkan, Perseroan
mengakui hak kepemilikannya atas aset dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika
Perseroan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yangdialihkan,
Perseroan tetap mengakuiaset keuangan dan juga mengakuipinjaman yangdijamin sebesarhasil yangditerima.

Liabilitas Keuangan

Semua liabilitas keuangan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode
suku bunga efektif atau pada FVTPL.

Namun, (i) liabilitas keuangan yangtimbulketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhisyarat penghentian
pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, (ii) kontrak jaminan keuangan dan (iii)
komitmen jaminan keuangan yangditerbitkan oleh Perseroan, diukur sesuai dengan kebijakan akuntansispesifik
yangditetapkan dibawah ini.

Liabilitas Keuangan pada FVPTL

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL jika liabilitas keuangan merupakanimbalan kontinjensidar

pihak pengakuisisi dalam kombinasibisnis, dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan sebagai FVTPL.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagaidimiliki untuk diperdagangkan jika:

e diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau

e pada pengakuan awal, liabilitas keuangan tersebut merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan
yangdiidentifikasi yangdikelola bersama oleh Perseroan dan memiliki pola pengambilan keuntunganjangka
pendek yangbenarterjadibelakangan ini;

e merupakan derivatif, kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau instrumen lindung
nilai yangditetapkan dan efektif.

Liabilitas Keuangan yang Selanjutnya Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan yangbukan merupakan imbalan kontinjensidaripihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis,
tidak dimiliki untuk diperdagangkan, atau ditetapkan sebagai FVTPL, selanjutnya diukur pada biaya perolehan
diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalahmetode untuk menghitungbiaya perolehan diamortisasidariliabilitas keuangan
dan metode untuk mengalokasikan beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku
bunga yangsecara tepat mendiskontokan estimasipembayaran tunaidi masa depan (termasuk semua biaya yang
dibayarkanatau diterima yangmerupakanbagian integral dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan premiatau
diskon lainnya)selama perkiraan umurkewajiban keuangan, atau (jika sesuai) periode yanglebih singkat, menjadi
biaya perolehan diamortisasidari liabilitas keuangan.
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Keuntungan dan Kerugian Selisih Kurs

Untuk labilitas keuangan dalam mata uangasing yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada setiap
tanggal pelaporan, keuntungan dan kerugian selisih kurs ditentukan berdasarkan biaya perolehan diamortisasi
instrumen tersebut.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs ini diakui dalam “Keuntungan atau Kerugian Selisih Kurs” dalam laporan
laba rugi untuk liabilitas keuangan yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan.
Untuk liabilitas yangditetapkan sebagaiinstrumen lindung nilai untuk lindung nilai atasrisiko mata uangasing,
keuntungan dan kerugian selisih kurs diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasi dalam
komponen ekuitas yangterpisah.

Nilai wajar dari liabilitas keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang asing tersebut dan
dijabarkan dengan kurs spot pada akhirperiode pelaporan. Untuk liabilitas keuangan yangdiukur pada FVTPL,
komponen valuta asing merupakan bagian dari keuntungan atau kerugian nilai wajar dan diakui dalam laporan
laba rugi untuk liabilitas keuangan yangbukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yangditentukan.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Perseroan menghentikan pengakuan liabilitas keuangannya jika, dan hanya jika, liabilitas Grup dihentikan,
dibatalkan, atau habis masa berlakunya. Selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan
pengakuannya dan imbalan yangdibayarkan dan terutang, termasuk aset non-tunaiyangdialihkan atau liabilitas
yangdiambil alih, diakui dalam laporan laba rugi.

Ketika Perseroan menukar suatu instrumen utang dengan instrumen lainnya dari pemberi pinjaman yang sama
tetapi dengan persyaratan yang secara substansial berbeda, pertukaran tersebut dicatat sebagai penghapusan
liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Demikian juga halnya dengan modifikasi
substansialdari persyaratan liabilitas yangada (atau bagian darinya), yangdicatat sebagaipenghapusan liabilitas
keuangan aslidan pengakuan liabilitas baru.

Instrumen Keuangan Derivatif

Untuk mengelola eksposur terhadap risiko suku bunga dan nilai tukar mata uang asing, Perseroan memperoleh
berbagaiinstrumen keuangan derivatif, termasuk kontrak berjangka valuta asingdan swap suku bunga.

Derivatif pada awalnya diakuipada nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif ditandatangani dan selanjutnya
diukurkembalikenilai wajarya padasetiap tanggalpelaporan. Keuntunganataukerugian yangdihasilkan segera
diakuidalam laporan laba rugi kecuali derivatif tersebut ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai,
dalam haldemikian, waktu pengakuan laba rugi tergantung pada sifat hubungan lindung nilai.

Derivatif dengannilai wajarpositif diakui sebagaiaset keuangan sedangkan derivatif dengannilai wajarnegatif
diakui sebagailiabilitas keuangan. Tidak dilakukan saling hapus atas derivatif dalam laporan keuangan, kecual
Perseroan memiliki hak secara hukum dan intensi untuk melakukan salinghapus.

Derivatif Melekat

Derivatif melekatadalah komponen darikontrak hibrida yangjuga mencakup instrumen utama non-derivatif yang
menyebabkan sebagian arus kas dari instrumen gabungan bervariasi dengan cara yang serupa dengan derivatif
yangberdiri sendiri.

Derivatif yang melekat pada instrumen utama non-derivatif yang bukan merupakan aset keuangan dalam ruang
lingkup PSAK 71 diperlakukan sebagai derivatif terpisah jika memenuhi definisi derivatif, risiko dan
karakteristiknya tidak terkait erat dengan risiko dan karakteristik kontrak utama dan kontrak utama kontrak tidak
diukur pada FVTPL.
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Derivatif yangmelekat pada instrumen utama hibrida yangmerupakanaset keuangandalam ruang lingkup PSAK
71 tidak dipisahkan. Seluruh instrumen hibrida diklasifikasikan dan selanjutnya diukur sebagaibiaya perolehan
diamortisasi atau FVTPL sebagaimanamestinya.

Akuntansi Lindung Nilai

Perseroan menetapkan derivatif tertentu sebagai instrumen lindung nilai sehubungan dengan risiko mata uang
asing dan risiko suku bunga dalam lindungnilainilai wajar, lindung nilai aruskas,atau lindungnilaiatas investasi
neto dalam operasiluar negeri yang sesuai. Lindung nilai atas risiko nilai tukar mata uang asing atas komimen
dicatatsebagailindungnilai arus kas.

Pada awal hubungan lindung nilai, Perseroan mendokumentasikan hubungan antara instrumen lindung nilai dan
item yang dilindung nilai, bersama dengan tujuan manajemen risiko dan strateginya dalam melakukan berbagai
transaksilindung nilai.

Selanjutnya, pada awal lindung nilai dan secara berkesinambungan, Perseroan mendokumentasik an apakah

instrumen lindung nilai tersebut efektif dalam mengimbangi perubahan nilai wajar atau arus kas dari item yang

dilindung nilai yang disebabkan oleh risiko lindung nilai, yaitu ketika hubungan lindung nilai memenuhisemua

dari persyaratan efektivitas lindung nilai berikut:

e terdapathubungan ekonomiantara ifemyangdilindung nilai dengan instrumen lindung nilai;

e pengaruhrisiko kredit tidak mendominasiperubahan nilaiyangtimbul dari hubungan ekonomitersebut; dan

e Rasio lindung nilai dalam hubungan lindungnilai adalah sama dengan rasio lindungnilai yang berasal dan
kuantitas item yangdilindung nilai yangsebenamya dilindung nilai oleh Perseroan dan kuantitas instrumen
lindung nilai yangsebenamya digunakan untuk melindungikuantitas izem yang dilindung nilai.

Lindung Nilai Nilai Wajar

Perubahannilai wajar atasinstrumen lindung nilai yang memenuhisyarat diakuidalam laba rugi, kecuali dalam
halinstrumen lindung nilai atas instrumen ekuitas yangditetapkansebagai FVOCI. Dalam halini, perubahannilai
wajardiakui dalam pendapatan komprehensif lain.

Nilai tercatatitem yang dilindungi nilai yangbelum diukur pada nilai wajar disesuaikan dengan perubahan nilai
wajaryangdapatdiatribusikan padarisiko yangdilindung nilai denganayatjurnallawan yangsesuaidalam laba
rugi. Untuk instrumen utang yang diukur pada FVOCI, nilai tercatatnya tidak disesuaikan karena telah diukur
pada nilai wajamya, tetapi keuntungan atau kerugian lindung nilai diakui dalam laba rugi dan bukan dalam
penghasilan komprehensif lain. Jika item yangdilindung nilai merupakan instrumen ekuitas yangditetapkan pada
FVOCI, keuntungan atau kerugian lindung nilai tetap berada dalam penghasilan komprehensif lain agar sesuai
dengan instrumen lindung nilai tersebut.

Lindung Nilai Arus Kas

Bagian efektif dari perubahannilai wajarderivatif dan instrumen lindung nilai lain yangmemenuhisyarat, yang
ditetapkan dan memenuhisyarat sebagailindung nilai arus kas, diakui dalam penghasilan komprehensiflain dan
diakumulasikan dalam akun penyisihan lindungnilai aruskas, terbatas pada perubahan kumulatif nilaiwajardari
item yang dilindung nilai sejak dimulainya lindung nilai. Keuntungan atau kerugian yang terkait dengan bagan
yang tidak efektif segera diakuidalam laba rugi, dan dimasukkan dalam akun "Keuntungan dan Kerugian Lain-
Lain”.

Lindung Nilai Investasi Bersih dalam Operasi Asing

Lindung nilai atas investasi bersih dalam operasi asing dicatat sebagaimana halnya lindung nilai arus kas.
Keuntungan ataukerugian dariinstrumen lindung nilai yangterkait dengan bagian efektif darilindungnilai diakui
dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam akun penyisihan penjabaran mata uang asing
Keuntungan atau kerugian yang terkait dengan bagian yang tidak efektif segera diakui dalam laba rugi, dan
dimasukkan dalam akun ”"Keuntungan dan Kerugian Lain-Lain”.
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Keuntungan dan kerugian dari instrumen lindung nilai yang terkait dengan bagian efektif dari lindung nilai yang
diakumulasi dalam penyisihan penjabaran mata uang asing direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan atau
pelepasan sebagian operasiluar negeri.

Pengaturan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah bersih disajikan di laporan posisi keuangan jika,
dan hanya jika, Perseroan memiliki hak yang dapat diberlakukan secara hukum untuk melakukan saling hapus
atas jumlah yang diakui; dan bermaksud untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan
menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak untuk melakukan saling hapus harus tersedia dengan segera dan
bukan tergantung pada peristiwa di masa depandanharus dapat dilaksanakan oleh setiap pihak lawan, baik dalam
kegiatan bisnis normalmaupun dalamhalterjadigagal bayar(default),insolvensi, atau kebangkrutan.

Bagi aset keuangan, diperlukan reklasifikasi antara FVTPL, FVOCI dan biaya perolehan diamortisasi, jika dan
hanya jika tujuan model bisnis entitas untuk aset keuangannya berubah sehingga penilaian model sebelumnya
tidak berlaku lagi.

Jika reklasifikasi merupakanhalyangtepat, reklasifikasitersebut wajib dilakukan secara prospektif sejak tanggal
reklasifikasi, yangditetapkan sebagaiharipertama dalam periode pelaporan pertama setelahterjadinya perubahan
model bisnis. Perseroan tidak menyajikan kembalikeuntungan, kerugian,atau bunga yangdiakuisebelumnya.

PSAK 71 tidak memperbolehkan reklasifikasi:

e untukinvestasiekuitas yangdiukur pada FVOCI, atau

e dalamhalopsinilai wajartelah dilaksanakan, atau

e dalam kondisi apa pununtuk aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.
Kas dan Setara Kas dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya
Kasadalahalat pembayaran yangsiap dan bebasdipergunakan untuk membiayaikegiatan Entitas.

Setara kas adalah investasi yang (i) sifatnya sangat likuid, (ii) berjangka pendek (jatuh tempo dalam tiga bulan
ataukurangsejak tanggalpenempatannya), (iii) dapat dengan cepatdapat diubah menjadikasdalam jumlah yang
dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahannilai yang tidak signifikan, dan (iv) tidak digunakan sebagai
jaminan atau dibatasipenggunaannya

Kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya sehubungan dengan persyaratan perjanjian
pinjaman atau perjanjian lainnya disajikan sebagai “Kas di Bank dan Deposito Berjangka yang Dibatasi
Penggunaannya”sebagaiasettidak lancar.

Kas dibank dan deposito berjangka yangakan digunakanuntukmembayar liabilitas yangakan jatuhtempo dalam
1 (satu) tahun disajikan sebagaibagian dariaset lancar.

Piutang Usaha

Piutang usaha adalahjumlahterutangdaripelanggan atasjasa yangdiberikan dalamrangka kegiatan usaha sehari-
hari. Piutang non-usaha merupakan jumlah terutang yangtimbuldari transaksidi luar kegiatan usaha sehari-hari
Penyisihan atas piutang tak tertagih dibukukan pada akun biaya penghapusan piutang pada laporan laba rugi.
Penyisihan atas piutang tak tertagih ditetapkan berdasarkan penelaahan mendalam terhadap kondisi masing-
masing debitur pada akhir tahun. Apabila piutang tersebut tak tertagih, jumlah tersebut akan dihapuskan atau
dicadangkan (Lihat Catatan 3F atas laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit, yang tercantum dalam
Prospektus ini).
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Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilairealisasi neto (lower of
cost or net realizable value), dengan biaya perolehan yang ditentukan dengan metode first in-first out (FIFO).
Biaya perolehan terdiridari bahan bakulangsung, jika sesuai,upah langsung, dan biaya-biayatidak langsung yang
terjadiuntuk membawa persediaanke lokasidan kondisi sekarang. Nilai realisasi neto merupakan estimasiharga

jualdikurangiseluruh estimasi biaya penyelesaian dan biaya-biaya yangakan terjadiuntuk melakukan pemasaran,
penjualan, dan distribusi. Penyisihan persediaan usang dilakukan atas dasar hasil penelaahan terhadap kondisi

persediaan pada akhirtahun.

Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka

Uang muka merupakan pembayaran di muka yang dilakukan manajemen sehubungan dengan pembelian dari
pemasok, pembelian material kendaraan, pembelian alat berat, pembelian BBM, dan uang muka lain -lain untuk
menunjangkegiatan Perseroan.

Biaya dibayardimuka diamortisasiselama masa manfaatnya masing-masing menggunakan metode garis lurus.
Aset Tetap

Perseroan menerapkan No. 16 (Revisi 2011), “Aset Tetap,” termasuk PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015), “Aset
Tetap” dan Amendemen 2015 PSAK No.16, “Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk
Penyusutan dan Amortisasi.”

PSAK 16 (Penyesuaian2015)inimemberikan klarifikasiatas paragraf35 terkait modelrevaluasi, sehingga jumlah
tercatataset disajikan kembalipada jumlah revaluasiannya.

Amendemen 2015 PSAK 16 memberikan penjelasan tambahan tentangin dikasi perkiraan keusangan teknis atau
komersial suatu aset dan juga memberikan klarifikasi bahwa penggunaan metode penyusutan yang berdasarkan
pendapatan bukan merupakan metode yangtepat.

Aset Tetap dinyatakan pada biaya perolehan, kecuali tanah, dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian
penurunan nilai. Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus sepanjang masa manfaat aset. Estimasi

masa manfaat adalah sebagaiberikut:
Tahun

Bangunan (permanen) 20
Bangunan (non-permanen) 1
Alat Berat

Perlengkapan proyek

Kendaraan

Inventaris Kantor

A A b~ 0O

Pada akhirsetiap tahun buku, nilaisisa, masa manfaat,dan metode penyusutan ditinjau kembalioleh manajemen,
dan disesuaikan secara prospektif apabila tepat.

Tanah dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan, kecuali dapat dibuktikan bahwa tanah tersebut
memiliki masa manfaat tertentu. Biaya-biaya tertentu yang terkait dengan perolehan tanah pada saat perolehan
pada awalnyadiakuisebagaibagian dariperolehantanah yangbersangkutan.

Sewa
Perseroan menerapkan PSAK 73 “Sewa”, yangmenggantikan PSAK 30 “Sewa”, dan interpretasinya berdasarkan
ISAK 8 “Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa”, ISAK 23 “Sewa Operasi - Insentif”, ISAK 24

“Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa” dan ISAK 25 “Hak Atas
Tanah”,dengan penerapan mulail Januari2020.
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Grup sebagai Penyewa

Pada awal perjanjian, Perseroan menilai apakah perjanjian tersebut merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu
perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa apabila perjanjian tersebut memberikan hak untuk mengendalikan
penggunaan aset identifikasian selama jangka waktu tertentu sebagai gantiimbalan.

Untuk menilai apakah suatu perjanjian memberikan hak untuk mengen dalikan penggunaan aset identifikasian,

Perseroan menilai apakah:

e Perseroan memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan
aset identifikasian selama periode penggunaan; dan

e  Perseroan memiliki hak untuk mengaturpenggunaan aset identifikasian. “Hak untuk mengatur penggunaan”
pada umumnya ditafsirkan sebagai hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah cara
dan tujuan penggunaan aset tersebut. Hak-hak tersebut diasumsikan ada ketika:
o Perseroan memiliki hak untuk mengoperasikan aset identifikasian; dan
o Perseroan merancang aset identifikasian sedemikian rupa untuk menetapkan terlebih dahulu cara dan

tujuan penggunaan aset tersebut.

Pada awalatau padasaatpeninjauan kembalisuatu perjanjian yangmengandungkomponen sewa, Perseroan
mengalokasikan imbalan dalam perjanjian pada masing-masing komponen sewa berdasarkan harga satuan
relatif komponen sewa tersebut dan harga satuan agregat pada komponen non-sewa. Akan tetapi, untuk
pengembangan sewa di mana Perseroan merupakan penyewa, Perseroan memilih untuk tidak memisahkan
komponen non-sewa dan mencatat komponen sewa dan non-sewa sebagaisatu komponen sewa tunggal.

Pada saat sewa dimulai, penyewa mengakui baik aset-hak-guna maupun liabilitas sewa. Aset-hak-guna pada
awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah awal liabilitas sewa, yang diselesaikan dengan
pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah biaya langsung awal y ang
terjadi, serta estimasi biaya untuk membongkardan memindahkan aset pendasaratau untuk mengembalikan aset
pendasarke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, dikurangiinsentif sewa yangditerima.

Setelah sewa dimulai, Perseroan mengakui aset-hak-guna menggunakan model biaya yang terkait dengan Aset
Tetap berdasarkan PSAK 16.

Berdasarkan model biaya, aset-hak-guna diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan
akumulasipenurunan nilai. Apabila sewa tersebut mengalihkan kepemilikan aset pendasarkepada Perseroan pada
akhir masa sewa atau apabila biaya perolehan aset hak-aset-guna mengandungopsi beli, Perseroan menyusutkan
aset-hak-guna mulaisejak tanggal permulaan hingga akhir masa manfaat aset pendasar. Apabila tida k terdapat
pengalihan kepemilikan atau opsi beli, Perseroan menyusutkan aset-hak-guna mulai sejak tanggal permulaan
hingga akhirmasa manfaat aset-hak-guna atau akhirmasa sewa, mana yangterlebih dahulu.

Liabilitas sewa pada awalnya diukurpada nilai kini pembayaran sewa yangterutang selama masa sewa, dengan
didiskontokan pada tingkat suku bunga implisit dalam sewa apabila dapat ditentukan dengan segera. Apabila
tingkat suku bunga implisit tidak dapat ditentukan dengan segera, Perseroan menggunakan suku bunga pinjaman
inkrementalPerseroan.

Pembayaran sewa yangtermasuk dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri dari:
e pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi, dikurangi piutanginsentif sewa;

e pembayaran sewa variabel yang tergantung pada indeks atau tingkat suku bunga, pada awalnya diukur
menggunakan indeks atau suku bunga padatanggalpermulaan;

e jumlahyangdiperkirakan terutangoleh Perseroan berdasarkan jaminan nilairesidual;

e harga pelaksanaanuntuk opsibeli, yang diyakini Perseroan secara wajarakan dilaksanakan; dan

e penaltiyangterutang atas pelunasan dipercepat suatu sewa, kecuali Perseroan secara wajarmeyakinibahwa
Perseroan tidak akan melakukan pelunasan dipercepat.

Pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa diakui pada laba rugi pada
periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran, kecuali biaya-biaya yang termasuk dalam
nilai tercatat aset lainnya berdasarkan standarakuntansilain.

Liabilitas sewa selanjutnya diukurkembaliuntuk mencerminkan perubahan dalam:

e masasewa (menggunakan tingkat diskonto yangdirevisi);
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e penilaian opsi beli (menggunakan tingkat diskonto yangdirevisi); dan
e pembayaran sewa dimasa depan yangtimbul dari perubahan indeksatau sukubunga yangdigunakan untuk
menentukan pembayaran tersebut (menggunakan tingkat diskonto yangtidak diubah).

Investasi

Investasi terdiri dari deposito berjangka, surat berharga - baik yang dimiliki hingga jatuh tempo, untuk

diperdagangkan, atau tersedia untuk dijual, investasi pada properti,pinjaman hipotek, dan investasilainnya.

e Investasipada deposito berjangka dicatat pada nilainominalnya. Pendapatan investasi dari bunga deposito
diakui pada periode terjadinya.

e Suratberharga yangdimiliki hingga jatuh tempo diakuipadabiaya perolehan setelah ditambah atau dikurangi
saldo premium atau diskon yang belum diamortisasi. Pendapatan investasidari bunga suratberharga diakui
pada periode terjadinya.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individualadalah jumlah yanglebih tinggi antara nilaiwajardari
asetatau unit penghasilkas (“UPK”) dikurangi biaya untuk menjualdannilaipakainya, kecualiaset tersebut tidak
menghasilkan aruskas masuk yangsebagian besarindependen dari asetatau kelompok aset lain.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami
penurunannilai dannilai tercatat aset diturunkan menjadisebesarnilai terpulihkannya. Kerugian penurunan nilai
dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten
dengan fungsi asetyangmengalamipenurunan nilai.

Utang Usaha

Utang usaha adalah kewajibanuntuk membayarbarangdanjasa yangtelah diterima dalam kegiatan usaha nommal
dari pemasok. Utangusaha diklasifikasikan sebagailiabilitas jangka pendek apabila pembayarannya jatuh tempo
dalam waktu satu tahun atau kurang setelah tanggal pelaporan, jika tidak, maka utang usaha terse but disajikan
sebagailiabilitas jangka panjang.

Biaya yang masih harus dibayar
Biaya yangmasih harusdibayarmerupakan utangjatuh tempo dalam satu periode laporan keuangan.
Pendapatan diterima di muka

Pendapatan diterima di muka merupakan sejumlah pendapatan yang telah diterima perusahaan atas jasa yang
belum dilaksanakan sesuaidengan kontrak atau perjanjian yangtelah disepakati.

Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing
Perseroan menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010), “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing.”

Standar tersebut mewajibkan mata uang pengukuran menggunakan mata uang fungsional, sesmentara mata uang
penyajian dapat menggunakan mata uangselain mata uang fungsional.

Dalam menentukan mata uang fungsional, Perseroan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaiberikut:

e matauangyangpaling memengaruhiharga jualbarangdan jasa,atau matauangsuatunegara yangkekuatan
persaingan dan perundang-undangannyasebagian besarmenentukan harga jualdaribarangdan jasanya;

e matauangyangpalingmemengaruhibiaya tenaga kerja, materialdan biaya-biayalain daripengadaan barang
ataujasa;

e mata uang yang digunakan dalam dana yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan (antara lain penerbitan
instrumen utangdan ekuitas); dan

e matauangyangpadaumumnyadigunakan untuk menyimpan penerimaan dariaktivitasoperasi.
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Perseroan menggunakan Rupiah sebagaimata uang fungsionaldan matauangpelaporan.

Transaksidalam matauangasingdicatat dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi.
Pada tanggallaporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam
Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi
perbankan pada periode tersebut. Laba atau rugi yangtimbul dikreditkan atau dibebankan padalaporan laba rug
dan penghasilan komprehensiflain konsolidasian.

Kurs yang digunakan selama periode yangdireviu adalah sebagaiberikut:

31 Desember

2021 2020 2019
Dolar AS 14.269 14.105 13.901
Dolar Singapura 10.534 10.644 10.320

Imbalan Kerja

Perseroan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2014), “Imbalan Kerja” dan Amendemen 2015 PSAK No. 24,
“Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Turan Pekerja”, termasuk Penyesuaian 2016 atas PSAK No. 24,
serta ISAK No. 15, “PSAK 24: Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya.”

Standar-standar tersebut memperkenalkan ketentuan untuk sepenuhnya mengakui perubahan dalam kewajban
(aset) bersih imbalan pasti, termasuk pengakuan segera dari biaya imbalan pasti (termasuk biaya jasa lalu yang
belum menjadi hak (unvested). Standar-standar tersebut juga memperkenalkan ketentuan untuk melakukan
pemilahan biaya imbalan pasti keseluruhan menjadi komponen-komponen, ketentuan untuk mengakui
pengukuran kembali dalam pendapatan komprehensif lain (OCI) (menghapuskan pendekatan “koridor”),
menyempurnakan pengungkapan tentang program imbalan pasti, perubahan akuntansi untuk manfaat pesangon
(termasuk membedakan manfaat yang diberikan sebagai ganti pemberian jasa dan manfaat yang diberikan
sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja), dan perubahan pengakuan dan pengukuran manfaat pesangon.

Amendemen 2015 atas PSAK No. 24 menyederhanakan akuntansiuntuk kontribusiiuran dari pekerja atau phak
ketiga yangtidak bergantungpadamasakerja (misalnya iuran pekerja yangdihitungberdasarkan persentase tetap
dari gaji).

Amendemen 2018 PSAK 24 memberikan panduan yanglebih jelas bagi entitas untuk mengakuibiaya jasa lalu,
penyelesaian keuntungan dan kerugian, biaya jasa kini dan bunga bersih setelah amendemen, kurtailmen, atau
penyelesaian program melalui penggunaan asumsi aktuaria terbaru (dibandingkan sebelumnya yang
menggunakan asumsiaktuaria padaawalperiode pelaporan tahunan).

Perseroan memiliki program imbalan pastiyangtidak didanaidan mencatat imbalan kerja sesuaidengan ketentuan
Perppu Cipta Kerja dan PP 35/2021. Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang takterdiskonto
sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan dan sebagai beban pada laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensiflain tahun berjalan, setelah dikurangidengan jumlah yangtelah dibayar.

Pengakuan

Beban imbalan kerja untuk pekerja diakui pada periode imbalan tersebut menja di hak pekerja, dan bukan pada

saatdibayaratau terutang.

Komponen biaya imbalan pastidiakuisebagaiberikut:

e biayajasa yangdapatdiatribusikan padamasakinidan masa lalu diakuipada laba rugi;

e Dbunganeto atasliabilitas atau asetimbalan pasti neto, yang ditentukan menggunakan tingkat diskonto pada
awal periode, diakui pada laba rugi; dan
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e pengukuran kembali liabilitas atau aset imbalan pasti neto, yang terdiri dari keuntungan dan kerugian
aktuarial, imbal hasil aset program, dan perubahan dalam dampak batas atas aset (kecuali jumlah yang
termasuk dalambunga neto atas liabilitas atau aset imbalanpastineto), diakuipada pendapatan komprehensif
lain (OCI) (dantidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode selanjutnya).

Pengukuran

Pengukuran liabilitas atau aset imbalan pasti neto membutuhkan penerapan metode valuasi aktuarial,
pengatribusian manfaatpada masakerja,danpenggunaanasumsiaktuaria. Dalam menentukan defisit atau surplus
bersih, nilai wajaraset program dikurangkan darinilai kini liabilitas imbalan pasti.

Nilai kini liabilitas imbalan pastidan biaya jasa yang terkait ditentukan menggunakan metode “ Projected Unit
Credit”,yangmenganggap setiap periode jasa akan menghasilkan satuunit tambahan dariimbalan dan mengukur
setiap unit secara terpisah untuk menghasilkan liabilitas akhir. Halini pengatribusian imbalan pada periode kini
(untuk menentukan biaya jasa kini) dan periode kini dan periode lalu (untuk menentukan nilai kini liabilitas
imbalan pasti).

Imbalan tersebut diatribusikan sepanjang periode jasa menggunakan formula imbalan yang dimiliki program,
kecualijasa pekerja ditahun-tahun akhir menyebabkan imbalan yang secara material lebih tinggi dibandingkan
tahun-tahun awal, dalam halini digunakan dasarmetode garis lurus.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Sejak 1 Januari2020, Perseroan mengakui pendapatan pada saat dan sejauh pengalihan barangataujasa kepada
pelanggan akan mencerminkan jumlah yangdiharapkan akan

diterima Perseroan sebagaiganti barangatau jasatersebut,sesuaidengan PSAK 72.

Dalam menerapkan standar tersebut, Perseroan mempertimbangkan syarat-syarat kontrak dan semua fakta dan
keadaan yangrelevan. Pendapatan diakuimenggunakan 17ssetl7vel7 lima-langkah:

1. [Identifikasi Kontrak dengan Pelanggan Kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang
menciptakan hak dan kewajiban yangdapat diberlakukan.

2. Identifikasi Kewajiban Pelaksanaan dalam Kontrak Kewajiban pelaksanaan adalah janjikepada pelanggan
untuk mengalihkan barangatau jasa (atau sekumpulan barangatau jasa) yangbersifat dapat dibedakan;atau
serangkaian barang atau jasa bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pol
pengalihan yang sama kepada pelanggan. Bersifat dapat dibedakan artinya dapat dipisahkan, atau dapat
diidentifikasi secara terpisah.

3. Penetapan Harga Transaksi Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak
Perseroan dalam pertukaran untuk mengalihkan barang ataujasa kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah
yangditagih atasnama pihak ketiga (misalnya, pajak pertambahannilai). Jika imbalan yangdijanjikandalm
kontrak mencakup jumlah variabel, Perseroan membuat estimasi jumlah imbalan yang diharapkan menjadi
haknya dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurang
estimasi jumlah variabelyangakan dibayarselama masa kontrak.

4. Alokasi Harga Transaksi pada Kewajiban Pelaksanaan. Perseroan mengalokasikan harga transaksi pada
setiap kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual tersendiri (stand-alone) relatif darisetiap barang atau
jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika tidak dapat diamatisecara langsung, maka harga jual
tersendiri (stand-alone) 17ssetl 7ve perlu diestimasi.

5. Pengakuan Pendapatan ketika Kewajiban Pelaksanaan Dipenuhi. Pendapatan daripenjualan diakuipada

saat penyerahan barang atau pemberian jasa pada jumlah yang secara tepat mewakili kewajiban yang
dilaksanakan dan hak untuk menerima imbalan sebagai ganti barang dan/atau jasa tersebut. Pengakuan
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pendapatan tergantung pada apakah pengalihan diselesaikan sepanjang waktu tertentu atau pada waktu
tertentu. Dalam keadaan bagaimanapun, pengalihan kendali tetap diperhitungkan. Untuk setiap kewajiban
pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu tertentu, pendapatan diakui dengan mengukur kemajuan
penyelesaian dari kewajiban pelaksanaan tersebut berdasarkan pengukuran kemajuan yang tepat, bak
menggunakan “Metode Keluaran” atau “Metode Masukan”.

Biaya Perolehan Kontrak

Biaya inkremental untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan diakui sebagai aset apabila Perseroan
memperkirakan akan dapat memulihkan biaya tersebut. Biaya inkrementaladalah biaya yangdikeluarkan untuk
memperoleh kontrak dengan pelanggan, yang tidak akan dikeluarkan apabila kontrak tersebut tidak berhasil
diperoleh.

Biaya Pemenuhan Kontrak

Suatu asetdiakuiatasbiayayangterjadiuntuk memenuhikontrak hanya apabila biaya tersebut memenuhiseluruh

kriteria berikut ini:

e Dbiaya yangterkait secara langsung dengan suatu kontrak atau suatu kontrak yang diantisipasi, yang dapat
diidentifikasi secara spesifik oleh Perseroan;

e Dbiaya tersebut menghasilkan atau meningkatkan sumber daya Perseroan yang akan digunakan untuk
memenuhi(atau untuk tetap memenuhi) kewajiban pelaksanaan dimasa depan; dan
e Dbiaya tersebut diharapkan akan dapat dipulihkan.

Setiap aset yang dihasilkan diamortisasi secara sistematis selama masa kontrak. Apabila biaya yangdikeluarkan
untuk memenuhikontrak dengan pelanggan termasuk dalamruanglingkup standarlainnya, biaya tersebut dicatat
sesuaidengan standarlain tersebut.

Pendapatan diukur berdasarkan imbalan yang diatur dalam kontrak dengan pelanggan, dengan mengecualikan
jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, seperti PPN. Perseroan mengakuipendapatan 18etika Perseroan
mengalihkan kendaliatasbarangatau jasakepadapelanggan.

Beban diakuipada saatterjadinya (atas dasarakrual).

Perpajakan.

Perseroan menerapkan PSAK 46 (Revisi 2013) “Pajak Penghasilan” dan ISAK 20 “Pajak Penghasilan: Perubahan
Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya.”

Pengakuan

Pajak kini untuk periode kini atau periode sebelumnya, sejauh belum dibayar, diakui sebagailiabilitas. Apabila
jumlah yang telah dibayar sehubungan dengan periode kini atau periode sebelumnya melebihi jumlah yang
terutanguntuk periode-periode tersebut, kelebihan tersebut diakui sebagaiaset.

Liabilitas pajak tangguhandiakuiuntuk seluruh perbedaan temporerkena pajak, kecualiliabilitas pajak tangguhan
yangtimbul dari:

e pengakuanawalgoodwill;

e pengakuanawalassetatauliabilitas suatu transaksiyang
o bukanmerupakan bagian darikombinasibisnis; dan
o padatanggaltransaksi,tidak memengaruhilaba akuntansiatau laba kena pajak (kerugian fiskal); atau

e perbedaan temporer yang terkait dengan investasi pada anak perusahaan, cabang, dan entitas asosiasi, dan
bagian partisipasi dalam pengaturan bersama, tetapi hanya sejauh entitas mampu mengendalikan waktu
pemulihan perbedaan tersebut dan besar kemungkinan pemulihan tersebut tidak akan terjadi dalam waktu
dekat.
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Aset pajak tangguhan diakuiatas perbedaan temporer kena pajak, kerugian pajak yang belum digunakan, dan
kredit pajak yangbelum digunakan, sejauh besar kemungkinan akantersedia laba kena pajak untuk memanfaatkan
perbedaan temporerkena pajak tersebut,kecualiaset pajak tangguhan yangtimbuldari:

e pengakuanawal 19ssetatau liabilitas suatu transaksiyang
o bukanmerupakanbagian darikombinasibisnis, dan
o padatanggaltransaksi, tidak memengaruhibaik laba akuntansimaupun laba kena pajak (kerugian fiskaly
atau

e perbedaan temporer yang terkait dengan investasi pada anak perusahaan, cabang, dan entitas asosiasi, dan
bagian partisipasi dalam pengaturan bersama, tetapihanya sejauh besarkemungkinan bahwa:
o perbedaantemporertersebut akan terpulihkan dalam waktu dekat; dan
o akantersedia laba kena pajak untuk memanfaatkan perbedaan temporerkena pajak tersebut.

Pengukuran

Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan
akan dibayar (direstitusi) kepada otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan peraturan
pajak)yangberlaku atau yangsecara substansiberlaku pada periode pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukurdengan menggunakan tarif pajak yangdiharapkan akan berlaku pada
saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang berlaku atau
secara substansiberlaku pada periode pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak didiskontokan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditinjau kembali pada akhir periode pelaporan. Jumlah tercatat aset pajak
tangguhan dikurangi sejauh tidak lagi besar kemungkinan akan tersedia laba kena pajak dalam jumlah yang
memadaiuntuk memanfaatkan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhantersebut. Pengurangan tersebut dibalk
apabila besarkemungkinan akan tersedia laba kena pajak dalam jumlah yangmemadai.

Alokasi

Dampak pajak yangterkait dengan transaksiatau peristiwa lainnya yangdiakuidalam labarugijuga diakuidalam
laba rugi. Dampak pajak yangterkait dengan transaksidan peristiwa lain yangdiakui di luar laba rugi (baik dalam
pendapatan komprehensif lain (OCI) atau secara langsungpada ekuitas)juga diakuidi luar laba rugi (baik dalam
pendapatan komprehensif lain (OCI)atau secara langsungpada ekuitas). Demikian juga halnya dengan pengakuan
aset dan pajak tangguhan dalam suatu kombinasi bisnis akan memen garuhi jumlah goodwill yang timbul dari
kombinasibisnis tersebut atau jumlah keuntungan pembelian daripembelian dengan diskon.

Saling Hapus

Saling hapus dilakukan atas aset dan liabilitas pajak tangguhan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang dapat
diberlakukan secara hukum untuk melakukan saling hapusatasaset pajak kiniterhadap liabilitas pajak kini, aset
pajak tangguhan terhadap liabilitas pajak tangguhan yangterkait dengan entitas kena pajak yangsama, atau entitas
bermaksud menyelesaikan asetdan liabilitas pajak kini atas dasarneto.

Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Perseroan menerapkan PSAK 70 “Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak”.

PSAK 70 memberikan pilihan kebijakan akuntansiuntuk entitas yangmengakuiaset dan kewajibansesuaidengan

ketentuan Undang-Undang Pengampunan pajak berdasarkan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan
Pajak/Surat Pernyataan Harta (SPHPP) atau Surat Keterangan Pengampunan Pajak/Surat Keterangan (SKPP).
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Pilihan akuntansialternatif adalah:

e menggunakan standar yang berlaku yang sudah ada dalam Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
("PSAK") (Pendekatan Umum)sesuaidengan ketentuan dalamparagraf6 dariPSAK 70;atau
e menggunakanketentuan-ketentuan khusus dalam paragraf 10-23 dariPSAK 70 (Pendekatan Opsional).

Pada awalnya, Perseroan mengakuiselisih antaraaset pengampunan pajakdan liabilitas pengampunan pajak pada
ekuitas dalam postambahanmodal disetor. Jumlah tersebut tidak dapat diakuisebagailaba rugidirealisasi maupun
direklasifikasi ke saldo laba di kemudian hari.

Perseroan mengakuiuang tebusan (uang yang dibayar sesuai dengan UU Pengampunan Pajak) dalam laba rugi
pada periode SKPP diterima.

Perseroan melakukan penyesuaian atas saldo tagihan (klaim), aset pajak tangguhan dan provisi dalam laba rugi
pada periode Surat Keterangan diterima sesuai UU Pengampunan Pajak sebagaiakibathilangnya hak yangtelah
diakui sebagaiklaim atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasirugi pajak belum
dikompensasi,dan provisi pajak sebelum menerapkan PSAK ini.

Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa setelah tanggal pelaporan merupakan informasi tambahan mengenai laporan posisi keuangan
konsolidasian Perseroan pada tanggallaporan posisikeuangan konsolidasian. Peristiwa setelah tanggalpelaporan
yang membutuhkan penyesuaian (peristiwa penyesuai), apabila ada, dicerminkan dalam laporan keuangan
konsolidasian. Peristiwa setelah tanggal pelaporan yang tidak membutuhkan penyesuaian (peristiwa non-
penyesuai),apabila jumlahnyamaterial, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

4. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan, dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang
berlaku efektif sejak 1 Januari2022:

- Amendemen PSAK 22: “Kombinasi bisnis tentangreferensi ke kerangka konseptual”;

- Amendemen PSAK 57: “Provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi tentangkontrak memberatkan -
Biaya memenuhikontrak™;

- Amendemen PSAK 71: “Instrumen keuangan”;

- Amendemen PSAK 73:“Sewa”;

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan

akuntansiPerusahaan dan tidak memiliki dampak yangmaterialterhadap laporan keuangan ditahun berjalan atau
tahun sebelumnya.
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5. KINERJA OPERASI

(dalam juta Rupiah)

30 September 31 Juli 31 Desember
2022% 2021% 2022 2021 2021 2020 2019

Pendapatan usaha 2,171,206 1,289,367 1.637.835 1.011.357 1.983.781  1.021.162 633.853
Beban pokok pendapatan 1,592,104 764,803 1.179.272 592.063 1.169.657 680.086 518.149
Laba Bruto 579,102 524,564 458.563 419.294 814.124 341.076 115.704
Beban Usaha 135,306 93,822 110.882 77.846 124.152 89.017 65.730
Laba Usaha 443,796 430,742 347.681 341.448 689.972 252.059 49.974
Pendapatan (beban)
lain-lain
Pendapatan lain-lain 5,784 220 3.428 172 936 747 7.798
Beban lain-lain (44,509) (15,989) (27.968) (15.696) (16.755) (17.451) (6.937)
Beban keuangan (124,556) (56,574) (93.326) (56.369) (102.626) (79.515) (46.723)
Laba Sebelum Pajak 280,515 358,399 229.815 269.555 571.527 155.840 4.112
Manfaat (beban) pajak
Kini (24,316) (52,497) (23.889) (25.550) (72.525) (17.631) -
Tangguhan 4,230 7,648 4.097 7.750 7.634 (10.492) 1.643
Jumlah manfaat
(beban) pajak - bersih (20,086) (44,849) (19.792) (17.800) (64.891) (28.123) 1.643
Laba Bersih

Periode/Tahun 260,429 313,550 210.023 251.755 506.636 127.717 5.755

Berjalan

*Tidak Diaudit

6. KOMPONEN UTAMA LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan usaha

Pendapatan usaha Perseroan terutama dihasilkan darijasa pertambangan dan jasa konstruksi. Jasa pertambangan
meliputi, antara lain, jasa subkontraktor,jasa pertambangan, dan jasa ekskavasibatuan. Jasa konstruksimeliputi,
antara lain, pekerjaan tanah, pembangunan jalan dan daerah aliran sungai.

Beban pokok pendapatan

Beban pokok pendapatan diklasifikasikanberdasarkan alokasipendapatan danalokasibeban. Alokasipendapatan
meliputi alokasi pendapatan darijasa pertambangan dan jasa konstruksi. Alokasi beban meliputi beban pokok
pendapatan daribeban produksilapangan (site) dan beban timbunan sediaan (stockpile).

Beban produksi lapangan mewakili beban langsung yang terkait dengan proses produksi lapangan, yang terdiri
dari pembebanan produksi, beban proyek, beban karyawan, penyusutan, beban pemeliharaan, sewa, beban
pengiriman, beban perjalanan, beban perlengkapan, beban keperluan kantor proyek, asuransi, beban
telekomunikasi, beban pertambangan, beban bahan bakar minyak, beban hukum, beban administratif lainnya,
bebanjamuan,dan beban representasi.

Beban timbunan sediaan terutama terdiri dari beban pengiriman dan beban penanganan kargo.

Beban pokok pendapatan Perseroan secara berturut-turut mewakili 81,2%, 66,6%, dan 59,9% dari total
pendapatan usaha Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021, dan
58,5% dan 72,0% pada periode tujuh bulan yangberakhirtanggal31 Juli 2021 dan 2022. Sementara beban usaha
Perseroan secara berturut-turut mewakili 10,4%, 8,7%, dan 6,3% dari total pendapatan usaha Perseroan pada
tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019,2020, dan 2021, dan 7,7% dan 6,7% pada periode tujuh
bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2021 dan 2022. Dalam waktu dekat, Perseroan tidak memperkirakan akan
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terjadi perubahan yang material terhadap penentuan harga Perseroan, meskipun proyek -proyek baru mungkin
memiliki dinamika penentuan harga yang berbeda. Meskipun demikian, Perseroan mengantisipasi pergerakan
naik secara relatif terhadap beban usaha akibat tekanan inflasi, serta peningkatan proyek -proyek nikel Perseroan.
Perseroan tidak memperkirakan bahwa jasa konstruk siakan menyumbangkan kontribusiyang materialterhadap
laba Perseroan dimasa depan, mengingat strategiusaha Perseroan dimasa depan akan berkonsentrasipada proyek
jasa pertambangan nikel, dan oleh karenanya, Perseroan memperkirakan kontribusi terhadap pendapatan usaha
dari jasa konstruksi akan lebih terbatas secara signifikan setelahnya. Pandangan Perseroan sehubungan dengan
prospek Perseroan merupakan pernyataantinjauan ke depan dan mencerminkan pandangan manajemen pada saat
ini seshubungan dengan peristiwa dan kinerja keuangan dimasa depan, yangmungkin berbeda secara material dar
kinerja usaha Perseroan yangsebenarnya padatahun yangbersangkutan.

Beban Usaha

Beban usaha Perseroan terdiri dari beban karyawan, beban piutang tak tertagih, pajak, perjalanan operasional
kantor, imbalan kerja, perlengkapan, penyusutan aset tetap, legal, keperluan kantor, administrasi, jamuan, dan
lain-lain.

Pendapatan lain-lain
Pendapatan lain-lain Perseroan terdiri dari pendapatan bunga, laba selisih kurs, laba pelepasanasetdanlain-lain,
yangterutama terkait dengan laba dariperubahan harga dalam beban baranghabis pakaidan beban suku cadang

Beban lain-lain
Beban lain-lain terdiri dari beban-beban yangterkait denganselisih kurs, denda keterlambatan pembayaran cicilan
sewa guna usaha,penaltipajak,dan sanksiadministratif.

Beban keuangan
Beban keuangan terdiridaribunga pinjaman, bunga utangsewa guna usaha, provisibank, biaya administrasibank,
beban-beban yangterkait dengan biaya administrasidan provisi untuk utangsewa guna usaha.

Manfaat (beban) pajak

Tarif pajakpenghasilan badan yangberlaku umum dilndonesia adalah25% padatahun2019 dan 22% pada tahun
2020 dan 2021. Pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022 dan periode sembilan bulan yang
berakhirpada tanggal30 September2022, tarif pajak penghasilan badanyangberlaku adalah 22% dan 22%. Tanf
pajak efektif Perseroan pada tahun2019,2020,dan 2021, pada periode tujuh bulan yangberakhir tanggal 31 Juli
2022 dan padaperiode sembilan bulan yangberakhirpadatanggal30 September2022 secara berturut -turutadalah
0%, 11,31%, 12,69%, 10,39% dan 8,86%. Beban pajak penghasilan kini berasal dari pajak penghasilan yang
dihitung berdasarkan tarif pajak yangberlaku, dengan penyesuaian untuk pendapatan dan beban tertentu yang
tidak terkena pajak atau tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perhitungan pajak. Manfaat (beban) pajak
tangguhan diakuidalam hal terdapat perbedaan sementara antara dasar keuangan dan dasar pajak dariaset dan
liabilitas pada masing-masingtanggalpelaporan.

Tahun yang berakhir tanggal 30 September 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 30 September

2021 serta tahun yang berakhir tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Juli2021
Pendapatan Usaha

Tabel berikut ini menyajikan perincian pendapatan usaha Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir
tanggal 30 September 2022 dan 2021 serta tujuh bulan yangberakhir tanggal31 Juli 2022 dan 2021 .

Sembilan bulan yang

berakhir tanggal 30 Tujuh bulan yang
September berakhir tanggal 31 Juli
2022* 2021* 2022 2021
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
(dalam (dalam Selisih (dalam (dalam Selisih
jutaan jutaan Persentase jutaan jutaan Persentase
Rupiah) Rupiah) (%) Rupiah) Rupiah) (%)
Pendapatan usaha
Jasa Pertambangan 2.083.357 1.112.500 87,3 1.575.813 861.234 83,0
Jasa konstruksi 75.217 176.867 (57,5) 62.022 150.123 58,7
Lainnya 12.632 - - - - -
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Sembilan bulan yang

berakhir tanggal 30 Tujuh bulan yang
September berakhir tanggal 31 Juli

2022% 2021* 2022 2021
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah

(dalam (dalam Selisih (dalam (dalam Selisih

jutaan jutaan Persentase jutaan jutaan Persentase
Rupiah) Rupiah) (%) Rupiah) Rupiah) (%)

Jumlah pendapatan usaha 2.171.206 1.289.367 68,4 1.637.835 1.011.357 61,9

*Tidak Diaudit

Pendapatan usaha mengalamikenaikan sebesarRp881.839 juta,atau 68,4%,dari Rp1.289.367 juta pada periode
sembilan bulan yangberakhirtanggal 30 September2021 menjadiRp2.171.206 juta pada periode sembilan bulan
yang berakhir tanggal 30 September 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan usaha
darijasa pertambangan,yangdiimbangioleh penurunan pendapatan usaha darijasa konstruksi.

Pendapatan usaha dari jasa pertambangan mengalami kenaikan sebesar Rp970.857 juta, atau 87,3%, dari
Rp1.112.500 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 menjadi Rp 2.083 357
juta pada periode sembilan bulan yang berakhirtanggal 30 September 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan
oleh peningkatan produksi proyek-proyek yang ada dan dimulainya produksi pada proyek-proyek baru, serta
kenaikan harga jualrata-rata kamijasa karena kenaikan harga BBM.

Pendapatanusaha darijasa konstruksi mengalamipenurunan sebesarRp101.650juta,atau’57,5%,dariRp176.867
juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal30 September 2021 menjadiRp 75.217 juta pada periode
sembilan bulan yangberakhir tanggal 30 September 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyelesaian
proyek konstruksipada akhirbulan Maret 2022, yang sebelumnya masih berjalanpada tahun 2021 dan awaltahun
2022.

Pendapatanusaha mengalamikenaikan sebesar Rp626.478 juta,atau 61,9%,dari Rp1.011.357 juta pada periode
tujuh bulan yangberakhirtanggal 31 Juli 2021 menjadiRp1.637.835 jutapada periode tujuh bulan yangberakhir
tanggal 31 Juli 2022.Kenaikan ini terutama diseba bkan oleh kenaikanpendapatanusaha darijasa pertambangan,
yangdiimbangi oleh penurunan pendapatan usaha darijasa konstruksi.

Pendapatan usaha dari jasa pertambangan mengalami kenaikan sebesar Rp714.579 juta, atau 83,0%, dari
Rp861.234 juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2021 menjadiRp1.575.813 juta pada
periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga
jual rata-rata jasa yang diberikan Perseroan akibat kenaikan harga BBM dan kenaikan produksi dalam proyek
baru maupun lama.

Pendapatan usaha darijasa konstruksi mengalamipenurunan sebesar Rp88.101 juta,atau 58,7%,dariRp150.123
juta pada periode tujuh bulan yangberakhirtanggal31 Juli 2021 menjadiRp62.022 juta pada periode tujuh bulan
yangberakhirtanggal 31 Juli 2022. Penurunan ini terutama disebabkanoleh penyelesaian proyek konstruksipada
akhir bulan Maret 2022, yang sebelumnya masih berjalan pada tahun 2021 dan awaltahun 2022.

Beban Pokok Pendapatan

Tabel berikut ini menyajikan perincian beban pokok pendapatan Perseroan pada periode sembilan bulan yang
berakhir tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022 dan
2021, yang diklasifikasikan berdasarkan alokasipendapatan.
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Sembilan bulan yang

berakhir tanggal 30 Tujuh bulan yang
September berakhir tanggal 31 Juli
2022* 2021* 2022 2021
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
(dalam (dalam Selisih (dalam (dalam Selisih
jutaan jutaan Persentase jutaan jutaan Persentase
Rupiah) Rupiah) (%) Rupiah) Rupiah) (%)
Jasa Pertambangan 1.532.248 697.732 119,6 1.130.684 504.394 124,2
Jasa konstruksi 55319 67.071 -17.5 48.588 87.669 (44.6)
Lain-lain 4.537 - - - -
Jumlah Beban Pokok 1.592.104 764.803 108,2 1.179.272 592.063 99,2
Pendapatan
*Tidak Diaudit

Tabel berikut ini menyajikan perincian beban pokok pendapatan Perseroan pada periode sembilan bulan yang
berakhirtanggal 30 September 2022 dan 2021 dan pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022
dan 2021, yangdiklasifikasikan berdasarkan alokasibeban.

Sembilan bulan yang

berakhir tanggal 30 Tujuh bulan yang
September berakhir tanggal 31 Juli
2022* 2021* 2022 2021
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
(dalam (dalam Selisih (dalam (dalam Selisih
jutaan jutaan Persentase jutaan jutaan Persentase
Rupiah) Rupiah) (%) Rupiah) Rupiah) (%)
Beban Produksi Site 1.590.835 763.978 108,2 1.178.361 591.408 99,2
Beban Stockpile 1.269 825 53,8 911 655 39,1
Jumlah Beban Pokok 1.592.104 764.803 1082 1179272 592.063 99,2
Pendapatan
*Tidak Diaudit

Beban pokok pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp§827.301 juta, atau 108,2%, dari Rp764.803 juta pada
periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 menjadi Rp1.592.104 juta pada periode
sembilan bulan yangberakhirtanggal30 September2022. Kenaikan initerutama disebabkan oleh kenaikan beban
pokok pendapatan darijasa pertambangan, yangdiimbangi oleh beban pokok pendapatan darijasa konstruksi.

Beban pokok pendapatan jasa pertambangan mengalamikenaikan sebesar Rp834.516 juta, atau 119,6%, dari
Rp697.732 juta pada periode sembilan bulan yangberakhirtanggal30 September2021 menjadiRp1.532.248 juta
pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan olkh
kenaikan beban produksisehubungan dengandua proyek greenfieldbaru diPulau Gebe, Maluku Utara,dan Weda,
Halmahera, sehubungan dengan hal tersebut Perseroan mengeluarkan biaya persiapan di muka tertentu sebelum
produksi dimulai dan pendapatan usaha dihasilkan, serta kenaikan biaya bahan bakardiesel sehubungan dengan
peningkatan aktivitas produksi Perseroan pada periode sembilan bulan yangberakhirtanggal 30 September2022.
Beban pokok pendapatan jasa konstruksi mengalami penurunan sebesar Rp11.752 juta, atau 17,5%, dari
Rp67.071jutapadaperiode sembilan bulan yangberakhirtanggal 30 September2021 menjadiRp55.319 jutapada
periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh
penyelesaian proyek bendungan Lolak padaakhirbulan Maret2022.

Beban pokok pendapatan daribeban produksi site mengalamikenaikan sebesarRp826.857 juta,atau 108,2%, dan
Rp763.978 juta padaperiode sembilan bulan yangberakhirtanggal30 September2021 menjadiRp1.590.835 juta
pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan olh
kenaikan sebesar520.983 juta dalam beban produksi, khususnya bahan bakar diesel, suku cadang, pelumas, band,
dan bahan peledak, kenaikan sebesar Rp156.254juta dalam beban karyawan proyek, yang disebabkan oleh
kenaikan jumlah karyawan sehubungan denganproyek-proyek baru, kenaikansebesar Rp75.809 juta dalam beban
penyusutan,dan kenaikan sebesarRp41.072 juta dalam beban sewa, dan kenaikan sebesarRp28.557 juta dalhm
beban pengiriman.
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Beban pokok pendapatan daribeban stockpile mengalamikenaikan sebesarRp444 juta,atau 53,8%,dari Rp825
juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 menjadi Rp1.269 juta pada periode
sembilan bulan yangberakhirtanggal30 September2022. Kenaikan initerutama disebabkan oleh kenaikanbeban
pokok pendapatan daritimbunan sediaan antara (intermediate stockpile), yangsebagian diimbangioleh penurunan
beban pokok pendapatan daritimbunan sediaan pelabuhan (port stockpile).

Beban pokok pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp587.209 juta, atau 99,2%, dari Rp592.063 juta pada
periode tujuh bulan yangberakhir tanggal 31 Juli 2021 menjadiRp1.179.272 juta pada periode tujuh bulan yang
berakhirtanggal 31 Juli 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok pendapat an darijasa
pertambangan, yangdiimbangi oleh beban pokok pendapatan darijasa konstruksi.

Beban pokok pendapatan jasa pertambangan mengalamikenaikan sebesar Rp626.290 juta, atau 124,2%, dan
Rp504.394 juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2021 menjadi Rp1.130.684 juta pada
periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban
produksi, yang terutama disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar diesel.

Beban pokok pendapatan jasa konstruksi mengalamipenurunansebesar Rp39.081 juta, atau 44,6%, dariRp87.669
juta padaperiode tujuh bulan yangberakhirtanggal31 Juli 2021 menjadiRp48.588 juta pada periode tujuh bulan
yangberakhirtanggal 31 Juli 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyelesaian proyek konstruksipada
akhir bulan Maret2022.

Beban pokok pendapatan daribeban produksi sife mengalamikenaikan sebesar Rp586.953 juta,atau 99,2%, dan
Rp591.408 juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2021 menjadiRp1.178.361 juta pada
periode tujuh bulan yangberakhir tanggal 31 Juli 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan sebesar
Rp364.593 juta dalam beban produksi, khususnya bahan bakar diesel, suku cadang, pelumas, band, dan bahan
peledak, kenaikan sebesarRp116.382juta dalambeban karyawan proyek, yangdisebabkan oleh kenaikan jumlah
karyawan sehubungandengan proyek-proyekbaru, kenaikansebesar Rp60.404 juta dalam beban penyusutan, dan
kenaikan sebesar Rp23.703 juta dalam beban pengiriman, dan kenaikan sebesar Rp24.810 juta dalam beban sewa.
Beban pokok pendapatan daribeban stockpile mengalamikenaikan sebesarRp256 juta,atau 39,1%, dari Rp655
juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2021 menjadi Rp911 juta pada periode tujuh bulan
yang berakhir tanggal 31 Juli 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok pendapatan
dari timbunan sediaan antara (intermediate stockpile), yang sebagian diimbangi oleh penurunan beban pokok
pendapatan daritimbunan sediaan pelabuhan (port stockpile).

Laba Bruto

Laba bruto Grup Perseroan untuk tahun yangberakhir pada tanggal30 September 2022 sebesar Rp579.102 juta
mengalamikenaikan sebesarRp54.538 juta atau sebesar 10,40% jika dibandingkan dengan tahun yangberakhir
pada tanggal30 September2021 sebesarR524.564 juta. Kenaikan laba bruto Grup Perseroan terutama disebabkan
oleh kenaikan produksiseiring dengan terkendalinya beban pokok pendapatan.

Laba bruto Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp458.563 juta
mengalamikenaikan sebesar Rp39.269 juta atau sebesar 9,37% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir
padatanggal31 Juli 2021 sebesarRp419.294 juta. Kenaikan laba bruto Grup Perseroan terutama disebabkan oleh
kenaikan produksiseiring dengan terkendalinya beban pokok pendapatan.

Beban Usaha

Bebanusaha mengalamikenaikan sebesarRp41.484 juta,atau44,2%,dariRp93.822 juta pada periode sembilan
bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 menjadi Rp135.306 juta pada periode sembilan bulan yang
berakhir tanggal 30 September 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan sebesar Rp32.520 juta
dalam beban karyawan, yang terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah karyawan sehubungan dengan proyek-
proyek baru, dan kenaikan sebesar Rp13.194 juta dalam beban perjalanan operasional kantor akibat kenaikan
harga transportasi dan akomodasi karyawan, seperti harga tiket pesawat ke wilayah proyek terpencil, serta
kenaikan beban administrasi,beban jamuan untuk pelatihan danperekrutankaryawan, dan beban penyusutanaset
tetap. Kenaikan tersebut sebagian diimbangi oleh penurunan pajak final, pajak luar negeri, dan beban liabilitas
imbalan kerja.

Bebanusahamengalamikenaikan sebesarRp33.036 juta, atau 42,4%,dariRp77.846 juta pada periode tujuh bulan

yang berakhir tanggal 31 Juli 2021 menjadi Rp110.882 juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31
Juli 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan sebesarRp27.843 juta dalam beban karyawan, yang
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terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah karyawan sehubungan dengan proyek-proyek baru, dan kenaikan
sebesar Rp7.952 juta dalam beban perjalanan operasional kantor akibat kenaikan harga transportasi dan
akomodasikaryawan, sepertiharga tiket pesawat ke wilayah proyek terpencil, serta kenaikan bebanadministrasi,
beban jamuan untuk pelatihan dan perekrutan karyawan, dan beban penyusutan aset tetap. Kenaikan tersebut
sebagian diimbangi oleh penurunan pajak final, pajak luarnegeri, dan beban liabilitas imbalan kerja.

Laba (Rugi) Usaha

Laba (rugi) usaha Grup Perseroan untuk tahun yangberakhirpada tanggal30 September2022 sebesar Rp443.796
juta mengalami kenaikan sebesar Rp13.054 juta atau sebesar 3,03.% jika dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp430.742 juta. Kenaikan laba (rugi) usaha Grup Perseroan
terutama disebabkan oleh kenaikan ataslaba bruto.

Laba (rugi) usaha Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp347.681 juta
mengalamikenaikan sebesarRp6.233juta atau sebesar 1,83% jika dibandingkan dengan tahunyangberakhir pada
tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp341.448 juta. Kenaikan laba (rugi) usaha Grup Perseroan terutama disebabkan
oleh kenaikan ataslaba bruto.

Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain mengalami kenaikan sebesar Rp5.564 juta, dari Rp220 juta pada periode sembilan bulan
yang berakhir tanggal 30 September 2021 menjadi Rp5.784 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir
tanggal 30 September 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan keuntungan selisih kurs terkait
piutangusaha dalam dolar AS.

Pendapatan lain-lain mengalamikenaikan sebesar Rp3.256 juta, dari Rp172 juta pada periode tujuh bulan yang
berakhirtanggal31 Juli 2021 menjadiRp3.428 juta padaperiode tujuh bulan yangberakhirtanggal 31 Juli 2022.
Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan keuntungan selisih kurs terkait piutangusaha dalam dolar AS.

Beban lain-lain

Beban lain-lain mengalami kenaikan sebesar Rp28.520 juta, atau 178,4%, dari Rp15.989 juta pada periode
sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 menjadi Rp44.509 juta pada periode sembilan bulan
yang berakhir tanggal 30 September 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan sebesar Rp26.392
juta dalambeban selisih kurs sehubungan dengan utangusaha dalamdolar AS, dan kenaikan sebesar Rp2.128 juta
dalam penalti keterlambatan pembayaran cicilan sewa guna usaha, penalti pajak, dan sanksi administrasi terkait
biaya administrasiketerlambatan.

Beban lain-lain mengalamikenaikan sebesar Rp12.272 juta, atau 78,2%, dari Rp15.696 juta pada periode tujuh
bulanyangberakhir tanggal31 Juli 2021 menjadiRp27.628 juta pada periode tujuh bulan yangberakhir tanggal
31 Juli 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan sebesar Rp10.404 juta dalam beban selisih kurs
sehubungan dengan utangusahadalamdolar AS, dan kenaikansebesarRp1.868 juta dalam penaltiketerlambatan
pembayaran cicilan sewa guna usaha, penalti pajak, dan sanksi administrasi terkait biaya administrasi
keterlambatan.

Beban keuangan

Beban keuangan mengalami kenaikan sebesar Rp68.982 juta atau 120,2% dari Rp56.574 juta pada periode
sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 menjadiRp124.556 juta pada perio de sembilan bulan
yang berakhir tanggal 30 September 2022, terutama akibat kenaikan sebesar Rp37.945 juta dalam beban sewa
pembiayaan terkait sewa pembiayaan yang diadakan Perseroan terkait investasinya dalam peralatan baru untuk
proyek baru, biaya keterlambatanuntuk pengakuan beban terkait resturkturisasisewa pembiayaan dan utangusaha
sebesarRp18.675 juta sehubungan dengan pembelian alat berat yang pembayarannya ditangguhkan, dan kenaikan
sebesar Rp11.387 juta dalambeban bunga pinjaman sehubungan dengan pinjaman untuk proyek-proyek baru.

Beban keuangan mengalamikenaikan sebesarRp36.957 juta,atau 65,6%,dari Rp56.369 juta pada periode tujuh
bulan yangberakhir tanggal31 Juli 2021 menjadiRp93.326 juta pada periode tujuh bulan yangberakhir tanggal
31 Juli 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan sebesar Rp25.519 juta dalam bunga sewa guna
usaha dan timbulnya biaya keterlambatan sebesar Rp18.673 juta sehubungan dengan pengakuan beban yang
terkait dengan restrukturisasi sewa guna usaha danutangusaha,yangsebagian diimbangioleh penurunan provisi
bank dan bunga pinjaman.
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Manfaat (beban) pajak

Beban pajak mengalamikenaikan sebesarRp24.763 juta,atau 55,2%, dari Rp44,849 juta pada periode sembilan
bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 menjadi Rp20.086 juta pada periode sembilan bulan yang
berakhir tanggal30 September2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset pajak tangguhan.

Beban pajakmengalamikenaikan sebesarRp1.992 juta,ataul1,2%,dari Rp17,800 juta pada periode tujuh bulan
yangberakhir tanggal31 Juli 2021 menjadiRp19.792 jutapada periode tujuh bulan yangberakhirtanggal 31 Juli
2022.Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset pajak tangguhan.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember
2020

Pendapatan usaha

Tabel berikut ini menyajikan perincian pendapatan usaha Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal
31 Desember 2021 dan 2020.

Tahun yang berakhir tanggal 31

Desember
2021 2020

Jumlah (dalam  Jumlah (dalam  Selisih Persentase

jutaan Rupiah)  jutaan Rupiah) (%)
Pendapatan usaha
Jasa Pertambangan 1.788.357 904.884 97,6
Jasa konstruksi 195.424 116.278 68,1
Jumlah pendapatan usaha 1.983.781 1.021.162 94,3

Pendapatan usaha mengalami kenaikan sebesar Rp962.619 juta, atau 94,3%, dari Rp1.021.162 juta pada tahun
yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.983.781 juta pada tahun yang berakhir tanggal
31 Desember 2021.Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan usaha darijasa pertambangan.

Pendapatan usaha dari jasa pertambangan mengalami kenaikan sebesar Rp883.473 juta, atau 97,6%, dari
Rp904.884 juta padatahun yangberakhirtanggal 31 Desember 2020 menjadiRp1.788.357 juta padatahun yang
berakhir tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan kapasitas pertambangan
danperolehan sejumlah proyek baru pada tahun 2021.

Pendapatan usaha dari jasa konstruksi mengalamikenaikan sebesar Rp79.146 juta, atau 68,1%, dariRp116278
juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp195.424 juta pada tahun yang berakhir
tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pekerjaan tambahan sehubungan dengan
Proyek Bendungan Lolak PT PP di Sulawesi.

Beban pokok pendapatan

Tabel berikut ini menyajikan perincian beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir
tanggal 31 Desember 2021 dan 2022, yangdiklasifikasikan berdasarkan alokasipendapatan.

Tahun yang berakhir tanggal 31

Desember
2021 2020

Jumlah (dalam  Jumlah (dalam  Selisih Persentase

jutaan Rupiah)  jutaan Rupiah) (%)
Beban pokok pendapatan
Jasa Pertambangan 1.067.082 602.667 77,1
Jasa konstruksi 102.575 77.419 32,5
Jumlah Beban Pokok Pendapatan 1.169.657 680.086 72,0
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Tabel berikut ini menyajikan perincian beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir
tanggal 31 Desember 2021 dan 2022, yangdiklasifikasikan berdasarkan alokasibeban .

Tahun yang berakhir tanggal 31

Desember
2021 2020
Jumlah (dalam  Jumlah (dalam  Selisih Persentase
jutaan Rupiah)  jutaan Rupiah) (%)
Beban Produksi Site 1.168.499 679.449 72,0
Beban Stockpile 1.158 637 81,8
Jumlah Beban Pokok Pendapatan 1.169.657 680.086 72,0

Beban pokok pendapatan mengalamikenaikan sebesar Rp489.574 juta, atau 72,0%, dari Rp680.086 juta pada
tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 menjadiRp1.169.657 juta pada tahun yang berakhir tanggal
31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok pendapatan dari jasa
pertambangan, yangterkait dengan penggunaan bahan bakardiesel, suku cadang,ban,bahan peledak, dan beban
personel proyek, serta penyusutan alat berat dan perlengkapan tambang.

Beban pokok pendapatan jasa pertambangan mengalami kenaikan sebesar Rp464.415 juta, atau 77,1%, dari
Rp602.667 juta padatahun yangberakhirtanggal 31 Desember 2020 menjadiRp1.067.082 juta padatahun yang
berakhir tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban produksi, yang
terutama disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar diesel.

Beban pendapatan dari jasa konstruksi mengalamikenaikan sebesar Rp25.156 juta, atau 32,5%, dari Rp77.419
juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp192.575 juta pada tahun yang berakhir
tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pekerjaan tambahan sehubungan dengan
Proyek Bendungan Lolak PT PP di Sulawesi.

Beban pokok pendapatan daribeban produksi sitze mengalamikenaikan sebesar Rp489.050 juta,atau 72,0%, dan
Rp679.449 juta padatahun yangberakhirtanggal 31 Desember 2021 menjadiRp1.168.499 juta padatahun yang
berakhir tanggal 31 Desember 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan sebesar Rp353.993 juta
dalam beban produksi, khususnya bahan bakar diesel, suku cadang, pelumas, ban, dan bahan peledak, kenakan
sebesarRp86.165 juta dalam beban karyawan proyek, yangdisebabkan oleh kenaikanjumlah karyawan, kenakan
sebesar Rp49.207 juta dalam beban penyusutan, serta kenaikan beban pengiriman, peralatan, kantor proyek,
asuransi,dan telekomunikasi. Kenaikan tersebut sebagian diimbangioleh penurunan sebesar Rp26.866 juta dalam
beban sewa dan penurunan beban perjalanan.

Beban pokok pendapatan daribeban stockpile mengalamikenaikan sebesarRp521 juta,atau 81,8%,dari Rp637
juta padatahun yangberakhirtanggal31 Desember 2020 menjadiRp1.158 juta padatahun yangberakhirtanggal
31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok pendapatan dari timbunan
sediaan antara (intermediate stockpile).

Laba Bruto

Laba bruto Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp814.124 juta
mengalamikenaikansebesarRp473.048 jutaatau sebesar 138,69% jika dibandingkandengan tahun yangberakhir
pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp341.076 juta. Kenaikan laba bruto Grup Perseroan terutama
disebabkan oleh kenaikan produksiseiring dengan terkendalinya beban pokok pendapatan.

Beban Usaha

Bebanusahamengalamikenaikan sebesarRp35.135 juta,atau 39,5% dariRp89.017 juta pada tahunyangberakhir
tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp124.152 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan sebesar Rp15.496 juta dalam beban karyawan sehubungan
dengan kenaikanjumlah karyawan dan kenaikan harga transportasidanakomodasikaryawan, sepertitiket pesawat
ke wilayah proyek terpencil, dan kenaikan sebesar Rp5.104 juta dalam beban pajak, serta kenaikan beban
perjalanan operasional kantor, imbalan kerja, penyusutan aset tetap, legal, perlengkapan kantor, administratif,
jamuan,dan beban-beban terkait lainnya.
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Laba (Rugi) Usaha

Laba (rugi) usaha Grup Perseroan untuk tahun yangberakhir pada tanggal31 Desember 2021 sebesarRp675.410
juta mengalamikenaikan sebesar Rp440.802 juta atau sebesar 187,89% jika dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp234.608 juta. Kenaikan laba (rugi) usaha Grup Perseroan
terutama disebabkan oleh kenaikan ataslaba bruto.

Pendapatanlain-lain

Pendapatan lain-lain mengalami kenaikan sebesar Rp189 juta, atau 29,3%, dari Rp747 juta pada tahun yang
berakhir tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp936 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dan keuntungan dariperubahan harga dalhm
baranghabis pakaidan beban suku cadang.

Beban lain-lain

Beban lain-lain mengalamipenurunan sebesar Rp696 juta,atau4,0%,dariRp17.453 jutapada tahun yangberakhir
tanggal31 Desember 2020 menjadiRp16.755 jutapada tahun yangberakhirtanggal31 Desember2021. Kenakan
ini terutama disebabkan oleh penurunan sebesar Rp3.438 juta dalam kerugian selisih kurs, yang sebagian
diimbangi oleh kenaikan sebesarRp3.022 juta dalam penaltiketerlambatan pembayaran cicilan sewa guna usaha,
penalti pajak,dansanksiadministrasiterkait kerugian investasi dalam anak perusahaan.

Beban keuangan

Beban keuangan mengalami kenaikan sebesar Rp23.111 juta, atau 29,1%, dari Rp79.515 juta pada tahun yang
berakhirtanggal31 Desember 2020 menjadiRp102.626 juta pada tahun yangberakhirtanggal31 Desember2021.
Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan sebesar Rp29.588 juta dalam bunga pinjaman dan kenakan
sebesar Rp14.971 juta dalam bunga sewa guna usaha akibat investasi dalam alat berat tambahan. Kenaikan
tersebut dilmbangi oleh penurunan provisi bank dan biaya administrasibank.

Manfaat (beban) pajak

Beban pajak mengalami kenaikan sebesar Rp36.678 juta, atau 130,7%, dari Rp28.123 juta pada tahun yang
berakhir tanggal31 Desember 2020 menjadiRp64.891 jutapadatahun yangberakhirtanggal31 Desember 2021.
Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset pajak tangguhan.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember
2019

Pendapatan usaha

Tabel berikut ini menyajikan perincian pendapatan usaha Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal
31 Desember 2020 dan 2019.
Tahun yang berakhir tanggal 31

Desember
2020 2019

Jumlah (dalam  Jumlah (dalam  Selisih Persentase

jutaan Rupiah)  jutaan Rupiah) (%)
Pendapatan usaha
Jasa Pertambangan 904.884 503.813 79,6
Jasa konstruksi 116.278 130.040 (10,6)
Jumlah pendapatan usaha 1.021.162 633.853 61,1

Pendapatanusahamengalamikenaikan sebesarRp387.309 juta,atau61,1%, dariRp633.853 juta pada tahunyang
berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.021.162 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember
2020.Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan usaha darijasa pertambangan, yangdidorong
oleh pembukaan sejumlah proyek baru disitus PT Sebuku TanjungCoaldan PT MakmurLestari Primatama.

Pendapatan usaha dari jasa pertambangan mengalami kenaikan sebesar Rp401.071 juta, atau 79,6%, dari
Rp503.813 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp904.884 juta pada tahun yang
berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh proyek pertambangan batu bara
Perseroan yangbaruuntuk PT Sebuku TanjungCoal.
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Pendapatan usaha darijasa konstruksi mengalamipenurunan sebesarRp13.763 juta,atau 10,6%,dariRp130.040
juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadiRp116.278 juta pada tahun yang berakhir
tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penyelesaian Proyek Bendungan Tapn
Waskita TP di Kalimantan pada awal2020.

Beban pokok pendapatan
Tabel berikut ini menyajikan perincian beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir
tanggal 31 Desember 2021 dan 2022, yangdiklasifikasikan berdasarkan alokasipendapatan.

Tahun yang berakhir tanggal 31

Desember
2020 2019

Jumlah (dalam  Jumlah (dalam  Selisih Persentase

jutaan Rupiah)  jutaan Rupiah) (%)
Beban pokok pendapatan
Jasa Pertambangan 602.667 412.045 46,3
Jasa konstruksi 77.419 106.104 (27,0)
Jumlah Beban Pokok Pendapatan 680.086 518.149 31,3)

Tabel berikut ini menyajikan perincian beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir
tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yangdiklasifikasikan berdasarkan alokasibeban.

Tahun yang berakhir tanggal 31

Desember
2020 2019
Jumlah (dalam  Jumlah (dalam  Selisih Persentase
jutaan Rupiah)  jutaan Rupiah) (%)
Beban Produksi Site 679.449 517.453 31,3
Beban Stockpile 637 696 (8,5)
Jumlah Beban Pokok Pendapatan 680.086 518.149 31,3)

Beban pokok pendapatan mengalamikenaikan sebesar Rp161.937 juta, atau 31,3%, dari Rp518.149 juta pada
tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp680.086 juta pada tahun yang berakhir tanggal
31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok pendapatan dari jasa
pertambangan, yangdiimbangi dengan penurunan beban pokok pendapatan darijasa konstruksi.

Beban pokok pendapatan jasa pertambangan mengalami kenaikan sebesar Rp190.622 juta, atau 46,3%, dari
Rp412.045 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp602.667 juta pada tahun yang
berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pembukaan sejumlah situs proyek
baru untuk PT Sebuku Tanjung Coal dan PT Makmur Lestari Primatama, yang menyebabkan kenaikan
penggunaan bahan bakardiesel, suku cadang,dan bahan peledak.

Beban pokok pendapatan dari jasa konstruksi mengalamipenurunan sebesar Rp28.685 juta, atau 27,0%, dari
Rp106.104 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp77.419 juta pada tahun yang
berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penyelesaian Proyek Bendungan
Tapin Waskita TP di Kalimantan padaawal2020.

Beban pokok pendapatan daribeban produksi site mengalamikenaikan sebesarRp191.996 juta,atau 31,3%,dan
Rp517.453 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp679.449 juta pada tahun yang
berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan sebesar Rp140.621 juta
dalam beban produksi, khususnya bahan bakar diesel, suku cadang, pelumas, ban, dan bahan peledak, kenakan
sebesar Rp42.059 juta dalam beban karyawan proyek, yang disebabkan oleh kenaikan jumlah karyawan untuk
proyek baru PT Sebuku TanjungCoaldan PT MakmurLestari Primatama, serta kenaikan sebesarRp27.863 juta
dalam beban penyusutan, serta kenaikan beban pemeliharaan, pengiriman, peralatan, kantor proyek, perjalanan,
asuransi, dan telekomunikasi. Kenaikan tersebut sebagian diimbangioleh penurunan seb esar Rp65.016 juta dalam
beban sewa dan penurunan beban pelabuhan untuk pemuatan ke tongkang.
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Beban pokok pendapatan dari beban stockpile mengalami penurunan sebesar Rp59 juta, atau 8,5%, dari Rp696
juta pada tahun yangberakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadiRp637 juta pada tahun yangberakhir tanggal
31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban pokok pendapatan dari timbunan
sediaan antara (intermediate stockpile), yang sebagian diimbangi oleh penurunan beban pokok pendapatan dar
timbunan sediaan pelabuhan (port stockpile).

Laba Bruto

Laba bruto Grup Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp341.076 juta
mengalamikenaikansebesarRp225.372 juta atau sebesar 194,78% jika dibandingkan dengan tahun yangberakhir
pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp115.704 juta. Kenaikan laba bruto Grup Perseroan disebabkan okh
kenaikan produksiseiring dengan terkendalinya beban pokok pendapatan.

Beban Usaha

Beban usaha mengalami kenaikan sebesar Rp23.287 juta, atau 35,4%, dari Rp65.730 juta pada tahun yang
berakhir tanggal31 Desember 2019 menjadiRp89.017 jutapadatahun yangberakhirtanggal31 Desember 2020.
Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pengakuan beban piutangtak tertagih sebesar Rp25.304 juta sehubungan
dengan saldo piutang usaha lama, dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, pada
waktu Perseroan tidak mengakuibeban piutang tak tertagih, serta kenaikan sebesar Rp9.624 juta dalam beban
karyawan sehubungandengan sejumlah proyek baru, serta kenaikan bebanimbalan pascakerja, beban penyusutan
aset tetap, beban perlengkapan kantor,dan beban jamuan. Kenaikan tersebut sebagian diimbangioleh penurunan
beban pajak,beban operasionalkantor, perlengkapan,legal, administratif, dan beban terkait lainnya.

Laba (Rugi) Usaha

Laba (rugi) usaha Grup Perseroan pada tahun yangberakhirpada tanggal31 Desember 2020 sebesar Rp234.608
juta mengalamikenaikan sebesar Rp191.571 juta atau sebesar 445,13% jika dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp43.037 juta. Kenaikan laba (rugi) usaha Grup Perseroan
terutama disebabkan oleh kenaikan ataslaba bruto.

Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain mengalamipenurunansebesarRp7.051 juta,atau 90,4%,dariRp7.798 juta pada tahun yang
berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp747 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.
Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan sebesar Rp7.231 juta dalam keuntungan selisih kurs
sehubungan dengan piutangusaha dalam dolar AS.

Beban lain-lain

Beban lain-lain mengalamikenaikan sebesar Rp10.514 juta, atau 151,6%, dari Rp6.937 juta pada tahun yang
berakhirtanggal31 Desember 2019 menjadiRp17.451 jutapadatahun yangberakhirtanggal31 Desember 2020.
Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan sebesarRp13.536 juta dalam kerugian selisih kurs schubungan
denganutangusaha dalamdolar AS.

Beban keuangan

Beban keuangan mengalamikenaikan sebesar Rp32.792 juta, atau 70,2% dari Rp46.723 juta pada tahun yang
berakhirtanggal31 Desember 2019 menjadiRp79.515 jutapadatahun yangberakhirtanggal31 Desember 2020.
Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan bunga pinjaman sebesar Rp21.840 juta, kenaikan provisi bank
sebesar Rp10.737 juta, dan kenaikan sebesar Rp5.679 juta dalam biaya administrasi bank akibat pinjaman bam
yang diperoleh dari Bank Artha Graha Internasional Tbk dan Bank Capital Indonesia Tbk, yang sebagian
diimbangi oleh penurunan bunga sewa guna usaha sebesarRp6.417 juta.

Manfaat (beban) pajak

Beban pajak mengalamikenaikan sebesar Rp29.766 juta darimanfaat pajak sebesarRp1.643 jutapada tahunyang
berakhirtanggal 31 Desember 2019 menjadibebanpajaksebesarRp28.123 juta pada tahunyangberakhirtanggal
31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan aset pajak tangguhan.
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7. ASET, LIABILITAS, DAN EKUITAS

Aset

Tabel berikut ini menyajikan perincian aset pertanggal 30 September 2022,31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021,

2020,dan2019:

ASET

ASETLANCAR
Kas dan Setara Kas
Piutang Usaha
Piutang Lain-Lain

Persediaan

Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka

Pajak Dibayar di Muka
Jumlah Aset Lancar
ASET TIDAK LANCAR
Piutang Lain-Lain

Aset tetap - bersih
Investasi entitas asosiasi
Aset pajak tangguhan

Kas dan setara kas
penggunaannya

yang

Aset lain-lain
Jumlah Aset Tidak Lancar
JUMLAH ASET

*Tidak Diaudit

dibatasi

(dalam jutaan Rupiah)

Septz?nber 31 Juli 31 Desember

20220 2022 2021 2020 2019
16.762 17.092 11.739 7.843 7918
761.566  720.096 594.552 431.845 498.197
1.201 581 570 492 9.524
64.623 61.057 58.120 34.862 27.671
248.008  217.558 224.179 23.885 36.997
11.800 6.374 5.526 - -
1.103.960  1.022.758 894.686 498.927 580.307
- - - 3.250 3.250
1.893.096  1.768.968  1.464.269 701.562 184.069
1.528 1.233 1.844 - -
36.882 36.750 32.632 25.000 35.492
13.854 13.829 10.119 47.081 -
45.468 28.510 555 2.742 2.246
1.990.828  1.849.290  1.509.419 779.635 225.057
3.094.788  2.872.048  2.404.105  1.278.562 805.364

Per tanggal 30 September 2022 dibandingkan 31 Desember 2021

Totalaset Perseroan pertanggal30 September2022 berjumlah Rp3.094.788 juta, yangmewakilikenaikan sebesar
Rp690.683 juta, atau 28,7% dibandingkan total aset sebesar Rp2.404.105 juta per tanggal 31 Desember 2021.
Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan signifikan dalam aset aset tetap, piutang usaha dan aset

lain-lain.

Per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan 31 Desember 2021

Total aset Perseroan per tanggal 31 Juli 2022 berjumlah Rp2.872.048 juta, yang mewakili kenaikan sebesar
Rp467.943 juta, atau 19,5% dibandingkan total aset sebesar Rp2.404.105 juta per tanggal 31 Desember 2021.
Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikansignifikan dalam aset lain-lain, kenaikan kasdan setara kas
serta kasdan setara kasyangdibatasipenggunaannya.
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Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 31 Desember 2020

Totalaset Perseroan per tanggal31 Desember 2021 berjumlah Rp2.404.105 juta, yangmewakilikenaikan sebesar
Rp1.125.543 juta, atau 88,0% dibandingkan total aset sebesar Rp1.278.562 juta per tanggal 31 Desember 2020.
Kenaikan totalaset Perseroan terutama disebabkanoleh kenaikan aset tetap dan uangmuka pembelian aset tetap,
serta piutangusaha.

Per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 31 Desember 2019

Totalaset Perseroan per tanggal31 Desember 2020 berjumlah Rp1.278.562 juta, yangmewakilikenaikan sebesar
Rp473.198 juta, atau 58,8% dibandingkan total aset sebesar Rp805.364 juta per tanggal 31 Desember 2019.
Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap, terutama untuk mendukung situs proyek
PT Sebuku TanjungCoal dan PT MakmurLestari Primatama.

Liabilitas

Tabel berikut ini menyajikan perincian liabilitas per tanggal 30 September 2022 tanggal 31 Juli 2022 dan
31 Desember 2021,2020, dan2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Sept:z?nber 31 Juli 31 Desember
2022* 2022 2021 2020 2019

LIABILITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha - Pihak Ketiga 733.722 584.781 735.097 287.010 147.535
Biaya yang masih harus dibayar 11.632 46.192 11.373 10.844 15.307
Utang pajak 42.276 44.798 42.089 11.590 9.766
Pendapatan diterima di muka 108.359 50.446 50.955 59.668 113.405
Utang bank jangka pendek 65.774 60.150 61.328 2.092 -
Bagian lancar atas liabilitas jangka

panjang:

Utang bank 197.647 279.546 206.033 168.772 55.558

Utang sewa pembiayaan 316.437 270.394 171.390 60.219 71.749
Utang Lain-Lain - Pihak Ketiga 16.752 16.642 43.526 25.715 101.518
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 1.492.779 1.352.949 1.321.791 625.910 514.838
LIABILITAS JANGKA
PANJANG
Liabilitas jangka panjang - setelah

dikurangi bagian yang jatuh tempo

dalam waktu satu tahun

Utang bank 215.102 209.206 116.893 229.518 16.122

Utang sewa pembiayaan 470.994 444382 328.869 277.855 272.480
Liabilitas imbalan pasca kerja 32.363 32.363 33.859 28.380 23.395
Utang lain-lain 23.537 23.541 3.035 24.452 24.452
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 741.996 709.492 484.656 560.205 336.449
JUMLAH LIABILITAS 2.234.775 2.062.441 1.804.447 1.186.115 851.287

*Tidak Diaudit
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Per tanggal 30 September 2022 dibandingkan 31 Desember 2021

Total liabilitas Perseroan per tanggal 30 September 2022 berjumlah Rp2.234.775 juta, yang mewakili kenaikan
sebesar Rp430.328 juta, atau 23,8%, dibandingkan total liabilitas sejumlah Rp1.804.447 juta per tanggal
31 Desember 2021. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang sewa pembiayaan, pendapatan diterima
dimuka, danutangbank sehubungan dengan kenaikan kapasitas pertambangan dan proyek-proyek baru.

Per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan 31 Desember 2021

Total liabilitas Perseroan per tanggal 31 Juli 2022 berjumlah Rp2.062.441 juta,yangmewakili kenaikan sebesar
Rp257.994 juta, atau 14,3%, dibandingkan total liabilitas sejumlah Rp1.804.447 juta pertanggal 31 Desember
2021. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, dan utang
bank sehubungan dengan kenaikan kapasitas pertambangan dan proyek-proyek baru.

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 31 Desember 2020

Total liabilitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp1.804.447 juta, yang mewakili kenakan
sebesar Rp618.332 juta, atau 52,1%, dibandingkan total liabilitas sejumlah Rp1.186.115 juta per tanggal
31 Desember 2020. Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan utang usaha dan utang sewa pembiayaan
sehubungan dengan sejumlah proyek baru, terutama Keins Ventura, Bartra Putra Mulia, dan Wedabay.

Per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 31 Desember 2019

Total liabilitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp1.186.115 juta, yang mewakili kenaikan
sebesar Rp334.828 juta,atau39,2%,dibandingkan totalliabilitas sejumlah Rp851.287 per tanggal 31 Desember
2019.Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utangusaha dan utangbank sehubungandengan situs
proyek PT Sebuku TanjungCoaldan PT Makmur Lestari Primatama.

Ekuitas

Tabel berikut ini menyajikan perincian ekuitas pertanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021,2020, dan2019:

(dalam jutaan Rupiah)

30 31 Juli 31 Desember
September
2022% 2022 2021 2020 2019

Ekuitas
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik

Entitas Induk
Modal saham 250.600 250.600  250.600 6.500 6.500
Tambahan modal disetor yang berasal dari pengampunan

. 17.348 17.348 17.348 17.348 17.348

pajak
Pendapatan Komprehensif Lain 1.365 1.365 1.424 818 205
Laba (defisit) ditahan 403.501 363.769 198.383 38.787  (47.554)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik

Entitas Induk 672.814 633.082  467.755 63.453  (23.501)

Kepentingan non-pengendali 187.199 176.525 131.903 28.994  (22.422)
Jumlah Ekuitas 860.013 809.607  599.658 92.447  (45.923)
*Tidak Diaudit
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Per tanggal 30 September 2022 dibandingkan 31 Desember 2021

Total ekuitas Perseroan per tanggal 30 September 2022 berjumlah Rp860.013 juta, yang mewakili kenaikan
sebesarRp260.355 juta,atau 43,4% dibandingkan total ekuitas sejumlah Rp599.658 jutapertanggal31 Desember
2021.Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan dalamlaba ditahan dan kepentingan non -pengendali.

Per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan 31 Desember 2021

Total ekuitas Perseroan per tanggal 31 Juli 2021 berjumlah Rp809.607 juta, yang mewakili kenaikan sebesar
Rp209.949 juta,atau 35,0% dibandingkan total ekuitas sejumlah Rp599.658 juta pertanggal31 Desember 2021.
Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan dalam laba ditahan dan kepentingan non -pengendali.

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 31 Desember 2020

Total ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp599.658 juta, yang mewakili kenaikan
sebesar Rp507.211 juta dibandingkan total ekuitas sejumlah Rp92.447 juta per tanggal 31 Desember 2020.
Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan dalam modalsaham dan kepentingan non -pengendali, serta kenaikan
laba ditahan.

Per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 31 Desember 2019

Totalekuitas Perseroan per tanggal31 Desember2020 berjumlah Rp92.447 juta,yangmewakilikenaikan sebesar
Rp138.370 juta dibandingkan totalekuitas sejumlah Rp(945.923)juta per tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan
tersebut disebabkan kenaikan pendapatan anak perusahaan, yaitu PT Hillconjaya Sakti.

8. SUMBER DAYA MODAL DAN LIKUIDITAS

Secara umum, Perseroan terutama membiayai kebutuhan modalnya melalui dana yang diperoleh dari kegiatan
operasi, pinjaman bank, dan sewa. Per tanggal 31 Juli 2022, Perseroan memiliki sumber likuiditas eksternaldari
fasilitas utangbank yangbelum digunakan dan fasilitas pembiayaan sewa sejumlah Rp213.779 juta, yang terdiri
dari fasilitas sebesar AS$7,6 juta dan Rp99.700 juta. Pertanggal 30 September2022, Perseroan memiliki sumber
likuiditas eksternal dari fasilitas utang bank yang belum digunakan dan fasilitas pembiayaan sewa sejumlah
182.312 juta,yangterdiri dari fasilitas sebesar AS$4,5 juta dan Rp113.700 juta.

Kebutuhan modalutama Perseroan adalah untuk membiayai modal investasi untuk alat berat dan modal kerja
untuk proyek baru. Perseroan meyakinibahwa Perseroan akanmemiliki sumberdaya pembiayaan yang memadai
dari kegiatan operasinya dan dana hasil Penawaran ini untuk memenuhi kebutuhan modal Perseroan selama 12
bulan ke depan.Per tanggal31 Juli 2022, saldo kas dan setara kas Perseroan berjumlah Rp17.092 juta.

Tabel berikut ini menyajikan informasimengenaiaruskas Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir
tanggal30 September2022 dan 2021, periode tujuh bulan yangberakhirtanggal3 1 Juli 2022 dan 2021, dan pada
tahun-tahun yangberakhirtanggal31 Desember 2021,2020,dan 2019, dan kas dan setara kas pada akhirmasing-
masing periode yangdinyatakan:
(dalam jutaan Rupiah)
30 September 31 Juli 31 Desember
2022* 2021* 2022 2021 2021 2020 2019

Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi 285.150 455.822 101.238 237.227 698.109 351.645 150.642
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas

Investasi (661.567) (557.257) (476.385) (329.438) (834.467) (670.926) (95.742)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan 381.440 100.586 380.500 90.804 140.254 319.206 (48.384)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas 5.023 (849) 5.353 (1.407) 3.896 (75) 6.516
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun 11.739 7.843 11.739 7.843 7.843 7.918 1.402
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun 16.762 6.994 17.092 6.436 11.739 7.843 7.918

*Tidak Diaudit
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Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kasbersih diperoleh dari aktivitas operasipada periode sembilan bulan yangberakhir tanggal30 September
2022 berjumlah Rp285.150 juta, yang mencerminkan penurunan sebesar Rpl170.672 juta, atau 37,4%
dibandingkan Rp455.822jutapadasembilan bulanyangberakhirtanggal30 September2022. Penurunan tersebut
terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran kas kepada pemasok dan pembayaran pajak, meskipun terdapat
kenaikan penerimaan kasdaripelanggan.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022
berjumlah Rp101.239 juta, yang mencerminkan penurunan sebesar Rp135.989 juta, atau 57,3% dibandingkan
Rp237.227 juta pada tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan
oleh kenaikan pembayaran kaskepada pemasok dan pembayaran pajak, meskipun terdapat kenaikan penermaan
kasdari pelanggan.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhirtanggal 31 Desember 2021 berjumlah
Rp689.109 juta, yangmencerminkan kenaikan sebesar Rp346.464 juta, atau 98,5% dibandingkan Rp351.645 juta
pada tahun yangberakhirtanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan jasa produksi
Perseroan dan penerimaankasdaripelanggan yangterkait.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 berjumlah
Rp351.645 juta, yang mencerminkan kenaikan sebesar Rp201.005 juta, atau 133,4% dibandingkan Rp150.642
juta pada tahun yangberakhirtanggal 31 Desember 2019. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan kegiatan
produksi Perseroan dan penerimaan kasdaripelanggan yangterkait.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal
30 September2022 berjumlah Rp661.567juta, yangmencerminkan kenaikan sebesar Rp104.310juta,atau 18,7%
dibandingkan Rp557.257 juta pada sembilan bulan yangberakhirtanggal 30 September 202 1. Kenaikan tersebut
disebabkan oleh kenaikan kebutuhan investasi, terutama untuk alat berat, pada periode sembilan bulan yang
berakhir tanggal30 September2022.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasipada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022
berjumlah Rp476.385 juta, yang mencerminkan kenaikan sebesar Rp146.947 juta, atau 44,6% dibandingkan
Rp329.438 juta pada tujuhbulan yangberakhirtanggal31 Juli 2021. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan
kebutuhan investasi, terutamauntuk alat berat, pada periode tujuh bulan yangberakhir tanggal31 Juli 2022.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021
berjumlah Rp834.467 juta, yang mencerminkan kenaikan sebesar Rp163.451 juta, atau 24,4% dibandingkan
Rp670.926 juta padatahun yangberakhirtanggal31 Desember2019. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan
kebutuhan investasi, terutamauntuk alat berat,padatahun 2021.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020
berjumlah Rp670.926 juta, yang mencerminkan kenaikan sebesar Rp575.184 juta dibandingkan Rp95.742 juta
padatahun yangberakhirtanggal 31 Desember 2019. Kenaikan tersebut disebabkan oleh akuisisi aset tetap dan
penempatan kasdan setara kasyangdibatasipenggunaannya.
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Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal
30 September 2022 berjumlah Rp381.440 juta, yang mencerminkan kenaikan sebesar Rp280.854 juta
dibandingkan Rp100.586 juta pada sembilan bulan yangberakhirtanggal 30 September 2021. Kenaikan tersebut
terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan utangsewa pembiayaan dan penerimaan pinjaman bank.

Arus kasbersih diperoleh dari aktivitas pendanaan padaperiode tujuh bulan yang berakhirtanggal 31 Juli 2022
berjumlah Rp380.500 juta, yang mencerminkan kenaikan sebesar Rp289.696 juta dibandingkan Rp90.804 juta
pada tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan
penerimaan utangsewa pembiayaan dan penerimaan pinjaman bank.

Arus kasbersih diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yangberakhirtanggal31 Desember2021 berjumlah
Rp140.354 juta, mencerminkan kenaikan sebesar Rp178.952 juta, atau 56,1%, dibandingkan Rp319.206 pada
tahun yangberakhir tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut disebabkan penggunaan pendanaan internal
darilaba usaha padatahun 2021.

Arus kasbersih diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yangberakhirtanggal31 Desember2020 berjumlah
Rp319.206 juta, mencerminkan kenaikan sebesar Rp367.589 juta dibandingkan arus kas bersih digunakan untuk
aktivitas pendanaan sebesar Rp48.384 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan
tersebut disebabkan oleh penerimaan pinjaman bank.

Belanja Modal

Mayoritas belanja modalPerseroan dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan sebagaikontraktor
pertambangan, terutama untuk pembelian alat berat.

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli
2022 dantahun-tahun yangberakhirtanggal31 Desember 2021, 2020,dan2019:

(dalam jutaan
Rupiah)
30 September 31 Juli 31 Desember
2022* 2022 2021 2020 2019

Tanah 15.291 15.291 15.291 15.194 15.146
Bangunan 49.987 56.608 28.410 23.698 14.327
Alat Berat 2.441.873 2.378.508 2.114.051 1.364.647 769.319
Perlengkapan proyek 50.036 47.244 38.380 32.717 27.239
Kendaraan 74.243 71.773 58.768 41.090 36.925
Inventaris Kantor 11.689 11.440 10.940 8.396 5.825
Total belanja modal 2.643.119 2.580.864 2.265.840 1.485.742 868.781

Per tanggal 30 September 2022, Perseroan tidak memiliki komitmen material schubungan dengan pengadaan
barang modal dan investasi dalam barang modal sehubungan dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan
isu lingkungan hidup.

Per tanggal 31 Juli 2022, Perseroan tidak memiliki komitmen material sehubungan dengan pengadaan barang

modal dan investasi dalam barang modal seshubungan dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan isu
lingkungan hidup.
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Utang Keuangan

Perseroan secara hati-hati memelihara kas dan setara kas yang memadai untuk mendukung kegiatan usaha
Perseroan tepat pada waktunya, yang meliputi manajemen saldo utang. Perseroan tidak memiliki utang yang
bersifat musiman. Analisis jatuh tempo utang berbunga Perseroan per tanggal 30 September 2022 dam 31 Juli
2022 disajikan di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)
30 September 2022
<1 tahun >1 -2 tahun >2 -3 tahun > 3 tahun
Liabilitas
Utang bank 263.421 151.778 60.907 2.417
Utang sewa pembiayaan 316437 317919 153.075 -
(dalam jutaan Rupiah)
31 Juli 2022
<1 tahun >1 -2 tahun >2 -3 tahun > 3 tahun
Liabilitas
Utang bank 339.696 157.050 49.538 2.618
Utang sewa pembiayaan 270.394 297.882 146.500 -

Kesepakatan Nirneraca

Per tanggal 30 September 2022 dan 31 Juli 2022, Grup Perseroan tidak memiliki kesepakatan nirneraca.

Transaksi Pihak Berelasi

Perincian tentang transaksi pihak berelasi disajikan dalam Catatan 7 dan 16 atas laporan keuangan yang telah
diaudit, yangtercantum dalam Prospektus ini.

9. PENGUNGKAPAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF TENTANG RISIKO PASAR

Perincian tentang pengungkapan kuantitatif dan kualitatif tentangrisiko pasardisajikan dalam Catatandan33 atas
laporan keuangan yangtelah diaudit, yangtercantum dalam Prospektus ini.

10. KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERDAMPAK TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN
INVESTASI GRUP PERSEROAN

Grup Perseroan saatini melakukan kegiatan usaha sebagaikontraktortambang, baik batu bara maupun mineral,
terutama pertambangan nikel. Kegiatan usaha Grup Perseroan ini secara tidak langsung akan terdampak atas
inisiatif dari Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai(battery
electric vehicle) (“KBLBB”) dimana salah satu bahan baku utamanya yaitu nikel. Pemerintah Indonesia telah
mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program kendaraan
Bermotor Listrik Berbasis Bateraiyangresmi diundangkan pada 12 Agustus 2019.

Pemerintah mendorong penguasaan teknologi industri dan rancang bangun kendaraan listrik serta menjadikan
Indonesia sebagaibasis produksi dan eksporkendaraan bermotor sebagaimana bagian amanah Perpres Nomor 55
Tahun 2019, dimana percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasijalan
diselenggarakan melalui: percepatan pengembangan industri dalam negeri; pemberian insentif; penyediaan
infrastrukturpengisian listrik dan pengaturan; tariftenaga listrik untuk KBLBB; pemenuhan terhadap ketentuan
teknis KBLBB; dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

64



HILLCON

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah menerapkan larangan ekspor terhadap nikel dengan kadar rendah
dibawah 1,7% (satu koma tujuh persen) sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
(“ESDM”) Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor25 tahun 2018
tentang Pengusahaan Pertambangan Mineraldan Batubara. Larangan inimuncul sebagaiupaya pemerintah untuk

meningkatkan hilirisasi industri nikel dan juga untuk peningkatan konservasi atas cadangan nikel di Indonesia
sehingga memiliki umurcadanganlebih panjang. KebijakanPemerintah Indonesia initentunya akanberpengamuh
terhadap keberlanjutan diekosistem industri nikel itu sendiri. Halini juga secara tidak langsung akan berdampak
terhadap keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan yangbergerak pada jasa pertambangan nikel.

11. FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Risiko terkaitdengan mata uangasing adalahrisiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dariinstrumen
keuangan akan berfluktuasi yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing. Dampak fluktuasi tingkat
mata uangasing Grup Perseroan terutama berasaldarikas dansetara kas, piutangusaha,piutanglain-lain, utang
usaha,utanglain-lain, dan utangbank yangdidenominasidalam mata uangasing.

30 September 31 Juli 31 Desember
2022 2021 2022 2021 2021 2020 2019

Aset

Kas dan setara kas (USD) 544.697 8.305 8.006  1.329 1.288  1.294  1.404

Kas dan setara kas (SGD) 379 4 4 4 4 4 4

Piutang usaha (USD) 14.332.787 218532 211.887 194.254  200.841 174.314 222.047
Liabilitas

Utang usaha (USD) 197 3 3 10462 10072 11.624 23.837

Utang bank (USD) 19.442.450 296.439 290.820 48929  101.065 37.831 .

Utang sewa pembiayaan (USD) 32.114.836 489.655 480374 84.387 372237 40404 34.582

Grup Perseroan tidak memiliki pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang per 31 Juli 2022 dan
per 30 September2022.

12. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Per 31 Juli 2022, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan
penting dalam ekonomiyang dapat mempengaruhijumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam
laporankeuangan yangtelah diaudit Akuntan Publik.
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VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham Yang Ditawarkan mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati
dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha
di bawabh ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Saham Yang Ditawarkan. Risiko tambahan yang saat
ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan
pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Harga Saham
yang Ditawarkan Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan
sebagian atau seluruh investasinya. Risiko yang dijelaskan di bawah ini bukan risiko satu-satunya yang dapat
mempengaruhi Perseroan atau Saham Yang Ditawarkan. Deskripsi pada bagian ini yang berhubungan dengan
Pemerintah, data makroekonomi Indonesia atau informasi mengenai industri dimana Perseroan beroperasi,
diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya yang tidak diverifikasi secara
independen oleh Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan baik
secara langsung maupun tidak langsung serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-

masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dimulai dari risiko utama.

1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFKAN TERHADAP
KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

RISIKO PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN PROYEK

Kegiatan usaha Perseroan terpapar berbagai ketidakpastian dan risiko operasional, sebagian besar di antaranya
berada di luar kendali Perseroan, yang dapat mengakibatkan kenaikan material dalam biaya dan menimbulkan
dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

Penambangan batu bara dan nikel serta konstruksi menghadapi berbagai bahaya geoteknik dan risiko yang secara
inheren melekat pada pengembangan dan produksi sumber daya alam. Terjadinya bahaya dan risiko tersebut dapat
menyebabkan kenaikan dalam modal atau biaya operasi, penundaan yang signifikan, kekurangan, atau kerusakan
pada orang, harta benda, atau lingkungan hidup. Secara khusus, bahaya yang terkait dengan jasa pertambangan
Perseroan meliputi bahaya yang terkait dengan anomali geologis yang tidak diperkirakan atau karakteristik
geologis lainnya, yang dapat menyebabkan rencana dan proyeksi operasi Perseroan harus diubah. Bahaya tersebut
meliputi, antara lain:

- pengawaairan, penurunan dalam pengisian air tanah, pengalihan aliran air tanah, atau banjir;

- isu integritas struktural lorong dan terowongan, termasuk keruntuhan struktur atau tanah amblas;

- pelepasan gas ke udara atau pelumas dan bahan bakar minyak ke anak sungai;

- penumpukan sedimen atau pembentukan dolin (sinkhole) dan penurunan permukaan tanah;

- penirisan batuan asam dari ekskavasi material dan/atau penyimpanan sementara;

- timbunan buangan yang tidak stabil; dan

- aktivitas seismik.

Apabila risiko yang terkait dengan salah satu bahaya operasional atau bahaya operasional lainnya terjadi, operasi
Perseroan dapat mengalami gangguan dan penundaan selama jangka waktu yang berkepanjangan, biaya dan/atau
jadwal proyek Perseroan dapat mengalami kenaikan yang signifikan, dan Perseroan mungkin diwajibkan
membayar denda, menghadapi risiko litigasi dan reputasi, yang dapat bersifat material. Biaya perbaikan,
keterlambatan penyelesaian, cedera, dan korban jiwa di antara karyawan dalam skala yang signifikan dapat
menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, arus kas, dan kondisi
keuangan Perseroan.
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2. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK
LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN
PERSEROAN

A. RISIKO PERSAINGAN INDUSTRI

Sebagian besar pendapatan Perseroan diperoleh dari jasa pertambangan bagi industri batu bara dan nikel, sehingga
Perseroan terpapar risiko fluktuasi dan kekuatan pasar dalam pasar batu bara dan nikel.

Pendapatan Perseroan terutama diperoleh dari jasa pertambangan bagi industri batu bara dan nikel. Pada periode
sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022, periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022
dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, pendapatan Perseroan dari penyediaan jasa pertambangan
kepada industri batu bara dan nikel secara berturut-turut mencapai Rp1.271.770 dan Rp811.587, Rp971.674 juta
dan Rp594.137 juta, dan Rp1.254.661 juta dan Rp533.696 juta. Layanan Perseroan dipengaruhi oleh harga batu
bara dan nikel dunia, yang tidak dapat dikendalikan maupun diperkirakan secara andal oleh Perseroan. Perseroan
mungkin menyediakan jasa pertambangan untuk batu bara dan nikel, serta logam lainnya, dan harga pasar batu
bara dan nikel serta logam lain tersebut mengalami fluktuasi yang tinggi sebagai respons terhadap kekuatan pasar,
yang meliputi, antara lain:

- Tingkat penawaran dan permintaan aktual maupun perseptif;

- ketersediaan dan biaya bahan pengganti;

- tingkat persediaan yang ditetapkan oleh produsen;

- kekuatan relatif dolar AS, yang merupakan mata uang yang umum digunakan dalam kuotasi harga logam,
terhadap mata uang lain;

- kebijakan moneter dan fiskal pemerintah;

- kondisi perekonomian secara umum dan persepsi risiko dalam pasar ekuitas dan modal;

- kondisi politik, termasuk ancaman terorisme atau perang;

- kebijakan lindung nilai dan perdagangan yang bersifat spekulatif; dan

- penjualan berjangka oleh produsen dan transaksi lindung nilai lainnya.

Permintaan terhadap jasa Perseroan dapat mengalami penurunan material apabila permintaan terhadap nikel atau
batu bara mengalami penurunan substansial dan/atau tetap rendah selama periode yang berkepanjangan.
Penurunan permintaan terhadap nikel atau batu bara yang berkepanjangan atau substansial dapat menimbulkan
dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan.

Pertumbuhan Perseroan di masa depan sebagian tergantung pada kenaikan permintaan produk baru yang
mengandung nikel, seperti baterai EV untuk pasar kendaraan listrik. Kemajuan teknologi yang terkait dengan
produk-produk tersebut, yang menyebabkan produk-produk tersebut digantikan oleh produk substitusi yang tidak
mengandung nikel dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, arus kas, dan
kondisi keuangan Perseroan.

Salah satu produk akhir nikel yang utama adalah baterai littum-ion dengan katoda yang terdiri dari nikel, mangan,
dan kobalt (nickel, manganese, cobalt, “NMC”). Mengingat bagian utama dari strategi usaha Perseroan
melibatkan pergeseran konsentrasi ke penyediaan jasa pertambangan untuk industri pertambangan nikel,
pertumbuhan masa depan Perseroan sebagian tergantung pada kenaikan permintaan untuk produk berbasis nikel
baru seperti baterai NMC untuk pasar kendaraan listrik. Akan tetapi, meskipun sebagian besar kendaraan listrik
menggunakan baterai NMC, baterai litium-ion dengan katoda yang terdiri dari litium fosforus (“LFP”’) merupakan
alternatif yang populer bagi baterai mobil non-premium, menurut Laporan Industri AME Mineral Economics.
Meskipun penggunaan baterai yang mengandung nikel mampu memberikan jarak tempuh yang lebih panjang bagi
kendaraan listrik, baterai NMC mungkin lebih rentan terhadap kebocoran termal yang dapat menimbulkan bahaya
kebakaran. Kemajuan teknologi atau pengembangan bahan kimia atau mineral pengganti yang digunakan untuk
baterai EV, seperti LFP, dapat menimbulkan dampak merugikan pada permintaan terhadap nikel, dan pada
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gilirannya, jasa pertambangan Perseroan. Selain itu, alternatif lain terhadap produk Perseroan mungkin lebih
menarik secara ekonomis seiring dengan pergeseran harga komoditas global. Salah satu dari peristiwa tersebut
di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan
kinerja operasi Perseroan.

Perseroan menghadapi persaingan dan tekanan penentuan harga yang semakin ketat dari para pesaingnya, yang
dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, arus kas, dan kondisi keuangan
Perseroan.

Perseroan bersaing dengan sejumlah perusahaan domestik yang berkonsentrasi pada penambangan nikel, sebagian
di antaranya memiliki jaringan pemasaran dan penjualan yang sangat luas. Belanja konstruksi pertambangan
diperkirakan akan tetap meningkat hingga tahun 2025, menurut Laporan Industri AME Mineral Economics, dan
persaingan dalam industri Perseroan mungkin akan semakin ketat seiring dengan perluasan operasi pesaing
Perseroan, pada saat pelanggan Perseroan mengoperasikan tambang mereka sendiri, atau seiring dengan
masuknya pesaing baru, termasuk pesaing internasional, ke dalam pasar Perseroan yang telah ada maupun baru
di masa depan. Menurut Laporan Industri AME Mineral Economics, sebagian besar jasa pertambangan
di Indonesia disediakan oleh PT Pamapersada Nusantara, dengan pangsa pasar sekitar 30% pada tahun 2020, dan
PT Bukit Makmur Mandiri Utama, dengan pangsa pasar sekitar 15% pada tahun 2020. Pesaing utama lainnya
mencakup PT Darma Henwa dan PT Thiess. Grup Perseroan menguasai pangsa pasar sekitar 2% pada tahun 2020.
Ekspansi yang dilakukan pesaing Perseroan yang ada dan ancaman pemain baru dapat menimbulkan gangguan
terhadap keseimbangan permintaan dan penawaran jangka pendek dan jangka menengah dalam industri
Perseroan. Pesaing baru dan lama berupaya meningkatkan pangsa pasarnya masing-masing dengan upaya riset
dan pengembangan yang berkesinambungan, proses produksi yang dioptimalkan, kampanye pemasaran secara
aktif, dan investasi dalam kumpulan talenta masing-masing. Pesaing Perseroan mungkin memiliki riwayat
operasional yang lebih panjang dan sumber daya keuangan, teknis, dan lainnya yang lebih besar. Para pesaing
tersebut juga mungkin memiliki rekam jejak yang lebih baik, pengenalan merek yang lebih mendalam, dan basis
pelanggan yang lebih luas. Oleh karenanya, para pesaing tersebut mungkin mampu mencurahkan lebih banyak
sumber daya untuk pengembangan, promosi, dan penjualan produk dan jasanya. Persaingan juga dapat
menimbulkan dampak merugikan pada permintaan dan penentuan harga jasa pertambangan Perseroan, yang pada
gilirannya dapat memengaruhi pertumbuhan dan pangsa pasar Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan
akan mampu tetap bersaing secara efektif atau mempertahankan atau meningkatkan posisi pasarnya. Apabila
Perseroan gagal bersaing secara efektif, Perseroan mungkin tidak mampu mempertahankan atau memperluas
pangsa pasarnya, yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja
operasi, dan kondisi keuangan Perseroan.

B. RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP BEBERAPA PELANGGAN

Bagian substansial dari pendapatan Perseroan diperoleh dari sejumlah kecil pelanggan. Apabila salah satu
pelanggan utama Perseroan atau lebih menghentikan hubungan usahanya dengan Perseroan atau menurunkan
transaksinya dengan Perseroan secara substansial, pendapatan Perseroan dapat mengalami penurunan. Hal ini
dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, arus kas, dan kondisi keuangan
Perseroan.

Bagian substansial dari pendapatan Perseroan diperoleh dari empat pelanggan utama Perseroan: Grup Sebuku
Coal, PT Weda Bay Nickel, PT Arga Morini Indah dan PT Rohul Energi Indonesia, yang mewakili 77,6% dari
total pendapatan konsolidasian Grup pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022. Selain itu, pada
periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022, 56,5% dari pendapatan Perseroan diperoleh dari satu
pelanggan, yaitu PT Sebuku Tanjung Coal. Oleh karenanya, pendapatan Perseroan tergantung pada kemampuan
Perseroan dalam menjaga hubungan dengan pelanggannya. Dalam hal PT Sebuku Tanjung Coal mengakhiri
hubungan usahanya dengan Perseroan atau menurunkan transaksinya dengan Perseroan secara substansial dan
Perseroan tidak mampu memperoleh pelanggan alternatif secara tepat waktu atau sama sekali, maka kegiatan
usaha, kinerja operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan dapat mengalami dampak merugikan.
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Selanjutnya, pelanggan Perseroan mungkin memutuskan untuk tidak sepenuhnya mematuhi kewajiban
kontraktualnya, menyanggah ketentuan kontrak tertentu, atau mengingkari kontrak tersebut seluruhnya.
Kemampuan pelanggan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan kontrak dengan Perseroan
tergantung pada sejumlah faktor yang berada di luar kendali Perseroan, dan dapat meliputi, antara lain, kondisi
perekonomian secara umum, kondisi industri komoditas, harga batu bara dan nikel yang berlaku, serta input
lainnya, kondisi keuangan secara keseluruhan dari masing-masing pelanggan, dan kondisi pasar secara umum.
Apabila salah satu pelanggan Perseroan melakukan wanprestasi terhadap kontrak, Perseroan mungkin tidak
mampu memulihkan biaya dan beban yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang telah diselesaikan. Pasar tempat
Perseroan beroperasi memiliki konsentrasi pelanggan besar yang tinggi, yang dapat membatasi kemampuan
Perseroan untuk memperoleh pelanggan pengganti secara tepat waktu, dengan ketentuan yang sama atau lebih
baik, atau sama sekali. Apabila Perseroan mengadakan kontrak baru dengan ketentuan yang lebih tidak
menguntungkan atau tidak mampu memperoleh kontrak pengganti pelanggan yang telah melakukan wanprestasi
atau mengakhiri hubungan usahanya dengan Perseroan, hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan yang
material terhadap kondisi keuangan dan kinerja operasi Perseroan.

Dalam kondisi pasar yang penuh tantangan, risiko tersebut semakin meningkat, karena kemampuan pelanggan
Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan kontrak dengan Perseroan dapat mengalami dampak
negatif dari ketidakpastian yang saat ini meliputi industri pelanggan dan pasar kredit. Perseroan juga dapat terlibat
dalam perkara hukum terkait dengan kontrak Perseroan, baik dalam bentuk litigasi, arbitrase, atau dengan cara
lain. Perkara hukum tersebut mungkin memakan waktu, bersifat disruptif, dan berbiaya tinggi, serta dapat
menimbulkan keterlambatan, atau penundaan atau pengakhiran kontrak jasa pertambangan atau konstruksi
Perseroan. Apabila kontrak tersebut ditangguhkan selama periode yang berkepanjangan, atau apabila kontrak
Perseroan yang material diakhiri atau dinegosiasikan ulang, maka kondisi keuangan dan kinerja Perseroan dapat
mengalami dampak merugikan yang material. Bahkan meskipun Perseroan memenangkan perkara hukum yang
terkait dengan kontrak Perseroan, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan menerima ganti rugi
tepat pada waktunya atau dalam jumlah yang dapat sepenuhnya menutup kerugian Perseroan.

C. RISIKO BISNIS DAN OPERASIONAL

Perseroan mungkin tidak berhasil menerapkan strategi pertumbuhan dan rencana bisnisnya, termasuk strategi
Perseroan untuk mengalihkan konsentrasi kegiatan usaha Perseroan ke proyek jasa pertambangan nikel.

Bagian penting dari rencana bisnis dan strategi pertumbuhan Perseroan adalah pergeseran konsentrasi usaha
Perseroan secara bertahap dari penyediaan jasa pertambangan dan konstruksi sipil bagi industri batu bara dan
nikel ke proyek pertambangan nikel sebagai fokus utama. Keberhasilan strategi ini akan tergantung pada
kemampuan Perseroan untuk mengidentifikasi pelanggan yang sesuai dalam industri pertambangan nikel dan
memperoleh penunjukan dari para pelanggan tersebut. Di Indonesia, Perseroan bersaing dengan sejumlah
perusahaan lain yang bergerak dalam penyediaan jasa pertambangan kepada industri nikel, seperti
PT Pamapersada Nusantara, PT Thiess Contractors Indonesia, PT Darma Henwa Tbk dan PT Bukit Makmur
Mandiri Utama. Proses pelelangan untuk memenangkan kontrak jasa pertambangan melibatkan persaingan yang
sangat ketat dan Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan mampu memperoleh kontrak baru untuk
proyek pertambangan nikel.

Selanjutnya, keberhasilan strategi Perseroan terutama tergantung pada permintaan dan penawaran nikel dunia,
yang pada gilirannya didorong oleh permintaan dan penawaran produk turunan nikel, seperti baja nirkarat dan
baterai kendaraan listrik (electric vehicles, “EV”). Meskipun terdapat kenaikan permintaan terhadap baja nirkarat
di Tiongkok dan kenaikan permintaan global terhadap kendaraan listrik, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa
tren tersebut akan tetap berlangsung. Apabila terjadi penurunan permintaan global terhadap nikel dan produk nikel
atau dalam hal terjadi kelebihan penawaran nikel yang mengakibatkan penurunan harga nikel, rencana usaha dan
strategi pertumbuhan Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material.
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Pembatasan atas kemampuan Perseroan untuk membeli alat berat dan mesin dapat menimbulkan dampak
merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi terkait proyek dalam
pengembangan berjalan atau di masa depan.

Operasi jasa konstruksi sipil dan jasa pertambangan Perseroan tergantung pada peralatan pengeboran dan mesin-
mesin utama, termasuk ekskavator, gear box, dan casing. Permintaan global terhadap mesin dan alat pengolahan
dan pertambangan telah mengalami kenaikan signifikan dan produsen mungkin tidak mampu senantiasa
memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Apabila Perseroan tidak mampu memperolah mesin dan
peralatan yang diperlukan, baik akibat ketiadaan pasokan pasar, permasalahan dengan pemasok Perseroan, atau
atas dasar alasan keuangan, operasi Perseroan dapat mengalami gangguan.

Investasi dalam alat berat dan mesin merupakan bagian mayoritas yang substansial dari belanja modal Perseroan,
mewakili lebih dari 90% dari total belanja modal pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan periode
tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022. Setiap kenaikan dalam harga mesin dan alat berat, harga suku
cadang, atau biaya servis yang terkait dengan mesin dan alat berat dapat menimbulkan kenaikan signifikan dalam
belanja modal Perseroan melebihi anggaran yang telah ditetapkan, yang kemudian dapat menyebabkan penurunan
profitabilitas Perseroan. Selain itu, waktu tunggu untuk alat berat tertentu yang digunakan Perseroan dapat
mencapai enam bulan. Dengan demikian, Perseroan harus merencanakan belanja modal dan operasionalnya
dengan memperhitungkan waktu pengiriman yang lebih lama untuk alat berat yang mungkin dibutuhkan dalam
operasi Perseroan. Selain itu, setiap kerusakan yang signifikan, kegagalan, atau kesulitan operasional yang terkait
dengan komponen utama operasi jasa konstruksi sipil dan pertambangan Perseroan, atau keterlambatan dalam
memperoleh peralatan atau suku cadang baru atau pengganti, dapat menimbulkan dampak merugikan yang
material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan.

Pembatasan atas kemampuan Perseroan untuk membeli alat berat dan mesin dapat menimbulkan dampak
merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi terkait proyek dalam
pengembangan berjalan atau di masa depan.

Operasi jasa konstruksi sipil dan jasa pertambangan Perseroan tergantung pada peralatan pengeboran dan mesin-
mesin utama, termasuk ekskavator, gear box, dan casing. Permintaan global terhadap mesin dan alat pengolahan
dan pertambangan telah mengalami kenaikan signifikan dan produsen mungkin tidak mampu senantiasa
memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Apabila Perseroan tidak mampu memperolah mesin dan
peralatan yang diperlukan, baik akibat ketiadaan pasokan pasar, permasalahan dengan pemasok Perseroan, atau
atas dasar alasan keuangan, operasi Perseroan dapat mengalami gangguan.

Investasi dalam alat berat dan mesin merupakan bagian mayoritas yang substansial dari belanja modal Perseroan,
mewakili lebih dari 90% dari total belanja modal pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan periode
tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022. Setiap kenaikan dalam harga mesin dan alat berat, harga suku
cadang, atau biaya servis yang terkait dengan mesin dan alat berat dapat menimbulkan kenaikan signifikan dalam
belanja modal Perseroan melebihi anggaran yang telah ditetapkan, yang kemudian dapat menyebabkan penurunan
profitabilitas Perseroan. Selain itu, waktu tunggu untuk alat berat tertentu yang digunakan Perseroan dapat
mencapai enam bulan. Dengan demikian, Perseroan harus merencanakan belanja modal dan operasionalnya
dengan memperhitungkan waktu pengiriman yang lebih lama untuk alat berat yang mungkin dibutuhkan dalam
operasi Perseroan. Selain itu, setiap kerusakan yang signifikan, kegagalan, atau kesulitan operasional yang terkait
dengan komponen utama operasi jasa konstruksi sipil dan pertambangan Perseroan, atau keterlambatan dalam
memperoleh peralatan atau suku cadang baru atau pengganti, dapat menimbulkan dampak merugikan yang
material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan.

Proyek Perseroan yang sedang dalam pengembangan mungkin mengalami keterlambatan atau menghasilkan

keuntungan yang lebih rendah dari perkiraan, atau tidak menguntungkan, yang dapat menimbulkan dampak
merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.
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Pada umumnya, Perseroan mengadakan kontrak yang mewajibkan Perseroan untuk menyelesaikan proyek dalam

jangka waktu tertentu. Terdapat sejumlah faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan pelaksanaan proyek,

termasuk:

- keterlambatan dalam penerimaan jadwal kerja dan masukan teknis, persetujuan, dan keputusan yang
dibutuhkan dari pelanggan;

- perubahan dalam rencana proyek dan persyaratan proses;

- Keterlambatan yang disebabkan oleh permasalahan interaksi dengan kontraktor lain yang dipekerjakan oleh
pelanggan;

- keterlambatan dalam pengiriman mesin dan peralatan;

- keterlambatan pelaksanaan oleh sub-kontraktor;

- keterlambatan akibat pertimbangan lingkungan hidup;

- keterlambatan dalam memperoleh atau memperbaharui izin, persetujuan, dan sertifikasi hukum yang
diperlukan;

- keterlambatan yang disebabkan oleh kewajiban pemukiman kembali;

- Ketiadaan modal kerja yang diperlukan untuk mendanai pelaksanaan proyek;

- kecelakaan;

- Keterlambatan pengiriman peralatan dan bahan bangunan;

- Ketiadaan tenaga kerja terlatih dan tidak terlatih;

- Pemogokan, unjuk rasa, dan jam malam lokal oleh partai politik;

- Kondisi cuaca buruk;

- Perubahan yang merugikan dalam rezim hukum, peraturan perundang-undangan, atau pajak yang terkait; dan

- Kurangnya pengalaman Perseroan dalam jenis proyek atau situs tertentu.

Dalam hal Perseroan gagal menyelesaikan suatu proyek sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, pada umumnya
pelanggan Perseroan berhak menerima ganti rugi wajar yang disepakati sejauh keterlambatan tersebut disebabkan
oleh Perseroan, dan pelanggan Perseroan dapat mencairkan garansi bank yang disediakan Perseroan sehubungan
dengan pelaksanaan proyek atau menahan jaminan Perseroan sebagai kompensasi atas kerugian tersebut.

Selain itu, keuntungan dari proyek-proyek yang tengah dikembangkan Perseroan mungkin lebih rendah dari
perkiraan, atau tidak menghasilkan keuntungan. Profitabilitas proyek Perseroan tergantung pada sejumlah faktor
yang berada di luar kendali Perseroan, seperti biaya mesin dan peralatan, harga bahan bakar minyak, upah pekerja,
kewajiban untuk mematuhi peraturan lingkungan hidup, gangguan dan keterlambatan potensial. Apabila proyek
Perseroan mengalami keterlambatan atau menghasilkan keuntungan yang lebih rendah dari perkiraan, atau tidak
menguntungkan, maka kegiatan usaha, kinerja operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan mungkin dapat
mengalami dampak merugikan.

Jasa konstruksi sipil dan pertambangan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap infrastruktur yang memadai
dan dalam hal infrastruktur yang diperlukan mengalami kerusakan atau tidak tersedia, operasi Perseroan dapat
mengalami keterlambatan atau gangguan, yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha,
kinerja operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

Operasi jasa konstruksi sipil dan pertambangan Perseroan memiliki ketergantungan yang signifikan pada
keberadaan, pemeliharaan, dan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Sebagai bagian pengembangan proyek
penambangan yang dioperasikannya, Perseroan perlu membangun dan mendukung pembangunan infrastruktur,
yang mencakup pasokan air, listrik, fasilitas pemeliharaan, pelabuhan, dan jasa logistik dan jalan akses yang
bersifat permanen. Ketersediaan dan keandalan fasilitas pelabuhan, jalan, jembatan, sumber listrik dan pasokan
air merupakan faktor-faktor penting yang memengaruhi biaya modal dan biaya operasi. Jenis infrastruktur tersebut
tunduk pada risiko dan kondisi yang berubah-ubah, yang dapat menimbulkan gangguan pada produksi dan operasi
dalam jangka waktu yang bervariasi, termasuk risiko operasi dan infrastruktur, seperti kebakaran, ledakan,
embargo, cedera, dan korban jiwa yang timbul dari kecelakaan tambang dan industri, perselisihan buruh, kondisi
geologis yang tidak diperkirakan, permasalahan teknik dan desain, keruntuhan tambang, dan bahaya lingkungan
hidup; kegagalan Perseroan atau kontraktor Perseroan untuk memperoleh mesin, peralatan, dan suku cadang
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penting, kegagalan dan masalah pemeliharaan yang tidak diperkirakan terkait mesin, peralatan, dan pembangkit
listrik; perubahan kondisi geologis dan ketidakstabilan geoteknik lubang tambang Perseroan; keterlambatan atau
gangguan dalam pengeboran, ekskavasi, dan keterlambatan pihak ketiga lainnya; keterlambatan pemuatan ke
tongkang akibat kepadatan pelabuhan dan keterbatasan kapasitas fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk
operasi kapal tongkang Perseroan; dan kegagalan mengakses jalan angkut, dermaga, pelabuhan, dan infrastruktur
lainnya yang saat ini tidak dimiliki Perseroan. Kegagalan mekanis juga dapat menyebabkan gangguan dalam
operasi Perseroan dan timbulnya biaya-biaya yang terkait. Apabila salah satu dari risiko operasional dan
infrastruktur tersebut terulang atau terjadi, Perseroan mungkin tidak dapat memberikan layanan kepada
pelanggannya dan menderita kerugian yang substansial, yang dapat melibatkan cedera pribadi yang serius atau
korban jiwa, kerusakan berat atau kehancuran aset tetap, polisi, perusakan sumber daya alam atau kerusakan
lingkungan hidup lainnya, tanggung jawab remediasi lingkungan hidup, penyelidikan hukum, dan penalti, serta
pembekuan operasi. Oleh karenanya, kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja Perseroan mungkin
mengalami dampak merugikan.

Setiap kegagalan untuk menerapkan pengawasan secara efektif dan memastikan pengendalian mutu atas kegiatan
usaha jasa konstruksi sipil dan pertambangan Perseroan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi
Perseroan, yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, arus kas, dan
kinerja operasi Perseroan.

Mengingat kualitas jasa konstruksi sipil dan pertambangan Perseroan merupakan faktor yang menentukan
keberhasilan kegiatan usahanya, Perseroan harus menerapkan sistem pengendalian mutu yang efektif atas operasi
pertambangan, kegiatan konstruksi, transportasi, dan kegiatan operasional Perseroan lainnya. Efektivitas sistem
pengendalian mutu Perseroan memiliki ketergantungan signifikan pada sejumlah faktor, termasuk desain sistem
dan program pelatihan yang terkait, serta kemampuan Perseroan dalam memastikan karyawan Perseroan
mematuhi kebijakan dan panduan pengendalian mutu Perseroan.

Setiap kegagalan atau kelemahan sistem pengendalian mutu Perseroan dapat menyebabkan terjadinya cacat dalam
proyek atau produk Perseroan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan Perseroan menghadapi tuntutan
kontraktual, tanggung jawab produk, dan tuntutan lainnya. Tuntutan tersebut, terlepas dari keberhasilan hasil
akhirnya, dapat menyebabkan Perseroan harus mengeluarkan biaya yang signifikan, mencederai reputasi bisnis
Perseroan dan menimbulkan gangguan signifikan terhadap operasi Perseroan. Selanjutnya, apabila tuntutan
tersebut berhasil, Perseroan mungkin diwajibkan membayar penalti atau ganti rugi moneter yang substansial, yang
dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi,
dan reputasi Perseroan.

Perseroan mungkin tidak berhasil mendeteksi dan mencegah kecurangan, kelalaian, atau perbuatan tidak benar
yang dilakukan oleh karyawan dan sub-kontraktor Perseroan atau pihak ketiga.

Perseroan mungkin menghadapi risiko kecurangan atau perbuatan tidak benar yang dilakukan oleh karyawan,
perwakilan, agen, pelanggan Perseroan atau pihak ketiga lainnya yang dapat menyebabkan Perseroan menghadapi
tuntutan hukum, menderita kerugian keuangan dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh otoritas pemerintah,
dan juga memengaruhi reputasi Perseroan. Perbuatan tidak benar tersebut dapat meliputi:

- Menyembunyikan kegiatan yang tidak diotorisasi atau tidak berhasil, yang menyebabkan risiko atau kerugian
yang tidak diketahui atau tidak dikelola;

- dengan sengaja menyembunyikan fakta material, atau kegagalan untuk melaksanakan uji tuntas yang
diperlukan untuk mengidentifikasi risiko potensial yang material bagi Perseroan dalam memutuskan untuk
melakukan investasi atau melepaskan suatu aset;

- menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia secara tidak benar;

- terlibat dalam kegiatan yang tidak patut, seperti menerima atau menawarkan suap;

- penyalahgunaan dana;

- melakukan transaksi yang melampaui batas yang ditetapkan;
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- terlibat dalam pengungkapan keliru atau kegiatan curang, penipuan, atau kegiatan yang tidak patut lainnya;

- terlibat dalam transaksi yang tidak diotorisasi atau melampaui batas sehingga merugikan pelanggan
Perseroan; atau
- dengan cara lain melanggar hukum yang berlaku atau kebijakan dan prosedur internal Perseroan.

Prosedur pengendalian internal Perseroan didesain untuk memantau operasi Perseroan dan memastikan kepatuhan
secara keseluruhan. Akan tetapi, prosedur pengendalian internal tersebut mungkin tidak mampu mengidentifikasi
seluruh insiden ketidakpatuhan atau transaksi yang mencurigakan secara tepat waktu, atau sama sekali.
Selanjutnya, mendeteksi dan mencegah kecurangan dan perbuatan tidak benar lainnya tidak selamanya mungkin
dilakukan, dan langkah pencegahan yang diambil Perseroan untuk mencegah dan mendeteksi kegiatan tersebut
mungkin tidak efektif. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kecurangan atau perbuatan tidak benar lainnya
tersebut tidak akan terjadi di masa depan. Apabila kecurangan atau perbuatan tidak benar lainnya tersebut terjadi,
hal ini dapat menimbulkan publisitas negatif dan menimbulkan dampak merugikan terhadap reputasi, kegiatan
usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan.

Perseroan mungkin tidak mampu meningkatkan teknologi yang ada atau mengasimilasi dan memperoleh
teknologi baru sesuai dengan rencana atau sama sekali, yang dapat menimbulkan dampak merugikan bagi
kemampuan Perseroan untuk bertumbuh dan mengoptimalkan kegiatan usaha Perseroan.

Kegiatan usaha Perseroan sangat tergantung pada teknologi, yang tunduk pada perubahan yang sering terjadi dan
terkadang signifikan. Secara khusus, operasi jasa pertambangan batu bara dan nikel Perseroan sangat
mengandalkan program perencanaan tambang dan teknologi pengeboran dan peledakan yang efisien. Pelanggan
Perseroan pada umumnya mengharapkan Perseroan menggunakan teknologi paling modern dan paling efisien
dalam jasa pertambangan Perseroan. Agar tetap bersaing dalam industri jasa pertambangan dan mampu bertumbuh
dan mengoptimalkan kegiatan usahanya, Perseroan harus mampu meningkatkan teknologi Perseroan yang ada
atau mengasimilasi dan memperoleh teknologi baru untuk operasi Perseroan secara memadai dan tepat waktu.
Upaya Perseroan mungkin terbukti memakan biaya yang lebih tinggi dibandingkan perkiraan Perseroan pada saat
ini, dan Perseroan mungkin tidak mampu memperoleh pendanaan yang dibutuhkan dengan ketentuan yang
bersaing, atau sama sekali. Kegagalan untuk merespons kemajuan teknologi di bidang pertambangan dan
konstruksi secara memadai, tepat waktu, atau secara efektif dapat menimbulkan dampak merugikan yang material
terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek Perseroan.

Kegiatan usaha Perseroan semakin tergantung pada sistem pemantauan dan teknologi baru. Seiring dengan hal
tersebut, paparan risiko kegiatan Perseroan terhadap kesalahan atau kegagalan sistem tersebut semakin meningkat.

Penggunaan sistem pemantauan dan teknologi baru di seluruh operasi Perseroan semakin meningkat, termasuk
untuk memantau mesin dan alat berat, melaporkan data lapangan, dan memantau metrik kinerja operasional
utama. Oleh karenanya, kemapanan dan efisiensi infrastruktur jaringan dan sistem tersebut sangat penting bagi
kegiatan usaha Perseroan. Akan tetapi, seluruh sistem teknologi Perseroan rentan terhadap kerusakan,
kelumpuhan atau kegagalan akibat pencurian fisik, kebakaran, pemadaman, kegagalan telekomunikasi, atau
peristiwa katastropik lainnya, serta akibat pelanggaran keamanan internal dan eksternal, serangan DoS (denial of
service), virus, worm, dan permasalahan disruptif lainnya yang disebabkan oleh peretas. Apabila sistem teknologi
Perseroan mengalami kegagalan, dan Perseroan tidak mampu memulihkan data atau informasi secara tepat waktu,
Perseroan dapat mengalami gangguan operasi yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan
usaha, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, Perseroan terpapar risiko bahwa data pribadi
yang berada di bawah kendali Perseroan dapat diolah, diakses, dirusak, disebarkan atau digunakan dengan tidak
benar, baik oleh karyawan Perseroan (secara sengaja atau tidak sengaja) atau pihak ketiga, atau dengan cara lain
hilang atau diungkapkan dalam pelanggaran terhadap peraturan perlindungan data. Peristiwa tersebut dapat
menimbulkan publisitas negatif, merugikan kegiatan usaha dan reputasi Perseroan dan menyebabkan Perseroan
menghadapi denda, penalti, tuntutan hukum, kerugian terkait perilaku curang dan liabilitas lainnya, yang dapat
menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Perseroan.
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Perseroan mungkin melakukan akuisisi, investasi, ventura bersama, atau aliansi lainnya, yang mungkin terbukti
sulit untuk diintegrasikan, menimbulkan gangguan terhadap kegiatan usaha Perseroan atau dengan cara lain
menimbulkan dampak merugikan terhadap kinerja operasi Perseroan.

Sebagai bagian dari strategi usahanya, Perseroan secara teratur mengevaluasi akuisisi, investasi dan aliansi
potensial, termasuk ventura bersama, investasi ekuitas minoritas, dan investasi strategis. Transaksi tersebut
melibatkan berbagai risiko, termasuk:

- kegagalan mencapai manfaat yang diharapkan dari akuisisi, investasi, atau aliansi tersebut;

- kesulitan dan biaya untuk mengintegrasikan operasi, teknologi, jasa, dan personel;

- penghapusbukuan investasi atau aset yang diakuisisi,

- kegagalan pelaksanaan, atau benturan kepentingan dengan para pihak yang tergabung dalam investasi atau
aliansi dengan Perseroan;

- kemampuan yang terbatas untuk memantau atau mengendalikan tindakan pihak lain yang tergabung dalam
investasi atau aliansi dengan Perseroan;

- penyalahgunaan informasi milik perusahaan yang dibagikan sehubungan dengan akuisisi, investasi, atau
aliansi; dan

- tergantung pada sifat akuisisi, investasi, atau aliansi, paparan terhadap risiko peraturan perundang-undangan
baru.

Terjadinya salah satu dari risiko tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan
usaha Perseroan. Selain itu, apabila Perseroan mendanai akuisisi dengan menerbitkan efek ekuitas atau efek utang
konversi, pemegang saham lama Perseroan mungkin mengalami dilusi, yang dapat memengaruhi harga pasar
Saham Perseroan. Selanjutnya, Perseroan mungkin gagal mengidentifikasi atau memperoleh akuisisi, investasi,
dan peluang strategis lainnya yang sesuai, atau pesaing Perseroan mungkin memanfaatkan peluang tersebut
sebelum Perseroan, yang dapat merugikan kemampuan Perseroan untuk bersaing dan menimbulkan dampak
merugikan terhadap prospek pertumbuhan dan kinerja operasi Perseroan.

Perseroan mungkin tidak menerima arus kas dari pelaksanaan kontrak pelanggan pada waktu yang sama dengan
pengakuan pendapatan Perseroan.

Pendapatan Perseroan, yang terdiri dari pendapatan dari jasa pertambangan dan pendapatan dari jasa konstruksi,
diakui berdasarkan estimasi keuntungan kontrak secara keseluruhan menggunakan metode persentase
penyelesaian pada tanggal pelaporan. Akan tetapi, metode pengakuan pendapatan tersebut mungkin tidak sesuai
dengan batas waktu pada tanggal pelaporan dan mungkin tidak sesuai dengan persentase penyelesaian yang
ditentukan berdasarkan kemajuan aktual suatu proyek sebagaimana disepakati oleh Perseroan dan pelanggan yang
terkait. Oleh karenanya, waktu arus kas yang diterima Perseroan atas pelaksanaan kontrak pelanggan mungkin
tidak sama dengan waktu pengakuan pendapatan Perseroan atau biaya yang dikeluarkan Perseroan. Oleh
karenanya, Perseroan mungkin mengalami kekurangan modal kerja untuk menyelesaikan proyek sehingga
Perseroan harus melakukan pendanaan melalui pinjaman. Seiring dengan semakin besarnya proyek yang
dilaksanakan Perseroan, kebutuhan modal kerja Perseroan akan meningkat dan Perseroan mungkin lebih rentan
terhadap fluktuasi dalam kebutuhan modal kerja dan arus kas. Secara khusus, Perseroan mungkin lebih rentan
terhadap masalah likuiditas akibat keterlambatan dalam proyek konstruksi dan pertambangan besar yang
menyebabkan Perseroan tidak menerima pembayaran sesuai dengan biaya pelaksanaan proyek pertambangan
besar tersebut. Diskrepansi lebih lanjut antara waktu pengakuan pendapatan Perseroan dan/atau estimasi biaya
dengan arus kas aktual dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap laba, kondisi keuangan,
dan kinerja operasi Perseroan.

Perseroan menghadapi risiko pihak lawan transaksi sehubungan dengan kontrak pelanggan Perseroan.
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Walaupun Perseroan secara umum mengevaluasi kredit pelanggan Perseroan sesuai dengan kriteria manajemen
risiko internal Perseroan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti riwayat kredit dan kemungkinan terjadi
gagal bayar, Perseroan memiliki akses terbatas terhadap informasi tentang pelanggan Perseroan dan Perseroan
mungkin tidak dapat menentukan kelayakan kredit pelanggan Perseroan tersebut secara pasti. Oleh karenanya,
Perseroan mungkin menghadapi kesulitan untuk menagih piutang dari pelanggan tertentu atau pelanggan
di wilayah geografis tertentu di mana Perseroan kurang berpengalaman dalam melakukan transaksi.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa seluruh pelanggan Perseroan akan memenuhi kewajibannya secara penuh
berdasarkan kontrak dengan Perseroan, dan penurunan kelayakan kondisi pembayaran atau kredit pelanggan dapat
menyebabkan pelanggan tersebut melakukan wanprestasi atas kewajiban kontraktualnya, yang dapat
menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi
Perseroan.

D. RISIKO TERKAIT PERIZINAN USAHA

Kegiatan usaha Perseroan tergantung pada kemampuan Perseroan dan pelanggan Perseroan untuk memperoleh,
mempertahankan, dan memperbaharui izin, lisensi, dan persetujuan pemerintah atas kegiatan jasa pertambangan
dan konstruksi sipil Perseroan, dan kegagalan Perseroan atau pelanggan Perseroan untuk memperoleh,
mempertahankan, dan memperbaharui izin, lisensi, dan persetujuan tersebut dapat menimbulkan dampak
merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan dan pelanggannya memerlukan izin, lisensi, dan persetujuan pemerintah tertentu untuk menjalankan
kegiatan operasional usahanya. Proses untuk memperoleh atau memperbaharui izin, lisensi, dan persetujuan
pemerintah di Indonesia, terutama bagi pelanggan Perseroan yang bergerak dalam industri pertambangan,
merupakan proses yang berbelit-belit dan melibatkan sejumlah pemeriksaan resmi. Perubahan peraturan,
perluasan kegiatan usaha, atau pelaksanaan strategi pertumbuhan Perseroan dapat menyebabkan Perseroan atau
pelanggannya perlu memperoleh izin, lisensi, atau persetujuan baru, dan Perseroan tidak dapat menjamin bahwa
izin, lisensi, atau persetujuan tersebut akan diberikan kepada Perseroan atau pelanggan Perseroan dengan
persyaratan komersial yang layak, secara tepat waktu, atau sama sekali. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa
Perseroan atau pelanggan Perseroan akan berhasil memperbaharui izin, lisensi, atau persetujuan yang berlaku saat
ini dengan ketentuan yang sama, secara tepat waktu, atau sama sekali. Lingkungan peraturan perundang-undangan
tempat Perseroan dan pelanggannya beroperasi senantiasa berkembang, dan terdapat kemungkinan bahwa izin
yang berlaku saat ini akan diperbaharui, atau bahwa izin baru akan diberikan, dengan ketentuan yang lebih
memberatkan, yang mengharuskan Perseroan untuk mengeluarkan sumber daya keuangan dan sumber daya
manusia baru untuk tujuan kepatuhan, dan mungkin membatasi fleksibilitas operasi Perseroan, atau sumber daya
keuangan Perseroan yang tersedia untuk wilayah lain dalam kegiatan usaha Perseroan, dan mungkin membatasi
kemampuan Perseroan untuk melaksanakan strategi pertumbuhannya. Selanjutnya, Perseroan dan pelanggan
Perseroan tidak selalu dapat mengantisipasi jangka waktu proses pemberian atau perpanjangan yang dibutuhkan,
dan keterlambatan dalam memperoleh lisensi atau izin yang diperlukan dapat menyebabkan keterlambatan
penyampaian jasa Perseroan kepada proyek pelanggannya, yang dapat menyebabkan hilangnya pendapatan.
Apabila Perseroan atau pelanggannya tidak berhasil memperoleh, mempertahankan, dan memperbaharui izin,
lisensi, dan persetujuan, atau memperolehnya dengan ketentuan yang sama atau lebih baik, atau dalam jangka
waktu yang diperkirakan, maka kegiatan usaha, kinerja operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan dapat
mengalami dampak merugikan yang material.

Operasi pertambangan Perseroan tergantung pada kemampuan pelanggan Perseroan untuk memperoleh,
mempertahankan, dan memperbaharui hak pengelolaan kawasan hutan.

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (“UU Kehutanan”) sebagaimana terakhir diubah oleh
Perppu Cipta Kerja dan peraturan yang terkait, perusahaan tambang di Indonesia wajib memperoleh izin pinjam
pakai dari Kementerian Kehutanan sebelum melaksanakan kegiatan pertambangan di wilayah hutan produksi atau
hutan lindung. Izin pinjam pakai berlaku selama maksimal 20 tahun sejak tanggal penerbitan dan dapat
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diperpanjang. Berdasarkan peraturan pemerintah, masa berlaku izin tersebut sama dengan masa berlaku kegiatan
operasional yang diatur dalam izin usaha pertambangan perusahaan. Sejumlah besar operasi pertambangan
Perseroan terletak dalam kawasan hutan produksi. Apabila Perseroan melakukan kegiatan pertambangan
di kawasan hutan produksi tanpa persetujuan pengelolaan tanah atau izin pinjam pakai, Perseroan dan
karyawannya mungkin menghadapi penalti administratif dan kriminal.

Selain itu, meskipun sebagian operasi Perseroan terletak di wilayah yang bukan merupakan kawasan hutan
produksi, pemerintah mungkin menetapkan wilayah tersebut sebagai kawasan hutan produksi di masa depan.
Dalam hal wilayah tambang tambahan ditetapkan sedemikian, Perseroan atau pelanggan Perseroan wajib
memperoleh izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan sebelum memulai operasi pertambangan di wilayah
tersebut. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan atau pelanggan Perseroan akan berhasil memperoleh izin tersebut
secara tepat waktu atau sama sekali.

Pada akhirnya, pemerintah mungkin menetapkan moratorium atas penerbitan izin pinjam pakai atau izin lainnya
untuk melaksanakan kegiatan pertambangan atau kegiatan yang terkait di kawasan hutan tempat operasi Perseroan
berada. Moratorium tersebut, apabila diumumkan, dapat menyebabkan kerugian signifikan atau kerugian penuh
atas penggunaan wilayah konsesi yang terkait, yang belum memperoleh izin pinjam pakai atau izin lainnya dari
badan pemerintah terkait. Hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha,
kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan.

Penambang ilegal dan penambang dengan izin yang bertentangan dengan izin usaha pertambangan Perseroan atau
pelanggan Perseroan dapat menimbulkan gangguan terhadap operasi Perseroan.

Ekstraksi dan pengambilan mineral tanpa izin dari wilayah konsesi pertambangan merupakan masalah umum
di Indonesia. Penambangan liar di Indonesia semakin meningkat akibat kenaikan harga pasar komoditas, terlepas
dari penurunan harga tertentu baru-baru ini, dan kenaikan permintaan pasar gelap atas produk mineral.
Penambangan liar juga dapat menyebabkan gangguan lain, termasuk sebagai akibat kecelakaan atau kerusakan
yang disebabkan langkah keamanan yang tidak memadai atau peralatan atau mesin yang tidak memadai, dan
mungkin menyebabkan Perseroan atau pelanggan Perseroan harus mengerahkan sumber daya tambahan untuk
melindungi wilayah konsesinya dan menjaga keamanan tambangnya.

Selain itu, desentralisasi otoritas pemerintah pusat dan pengendalian yang semakin lemah atas kegiatan daerah
dalam tahun-tahun belakangan ini menyebabkan pemerintah daerah dan lokal menerbitkan izin yang bertentangan
dengan kontrak karya yang berlaku. Di samping itu, kementerian pemerintah pusat (di luar Kementerian ESDM)
mungkin menerbitkan izin untuk penggunaan lahan tertentu yang mungkin bertentangan dengan kegiatan
penambangan Perseroan dan wilayah konsesi tempat Perseroan beroperasi. Penerbitan lisensi dan izin yang saling
bertentangan mungkin menyebabkan Perseroan harus mencurahkan sumber daya tambahan untuk
mempertahankan izin Perseroan yang ada atau memperoleh izin baru, yang dapat menimbulkan penundaan dalam
operasi Perseroan dan kenaikan biaya.

Penambangan liar di wilayah operasi Perseroan mungkin semakin meningkat di masa depan, dan Perseroan
mungkin tidak berhasil membatalkan izin yang bertentangan dengan kontrak karya Perseroan. Terjadinya salah
satu peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi
keuangan, dan kinerja operasi Perseroan.

E. RISIKO KENAIKAN BIAYA OPERASIONAL

Fluktuasi harga bahan bakar minyak, suku cadang, dan bahan baku lainnya dapat menimbulkan kenaikan dalam
beban produksi Perseroan dan menimbulkan dampak merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.
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Perseroan tergantung pada pasokan utilitas, suku cadang, energi, dan bahan baku lainnya, seperti listrik, bahan
bakar minyak, air, dan bahan kimia, untuk melaksanakan proses produksinya. Volume produksi dan biaya
produksi Perseroan tergantung pada kemampuan Perseroan untuk memperoleh bahan baku, suku cadang, utilitas,

dan energi yang dibutuhkan Perseroan pada harga yang dapat diterima dan kemampuan untuk menjaga pasokan
yang stabil. Harga energi dan bahan baku dipengaruhi oleh volatilitas harga yang terkait dengan sejumlah faktor,
yang mungkin berada di luar kendali Perseroan, termasuk inflasi, hambatan kapasitas pemasok, kondisi
perekonomian secara umum, fluktuasi harga komoditas, permintaan atas bahan baku yang sama dari industri lain,
ketersediaan bahan baku dan suku cadang pelengkap dan pengganti, serta ketentuan hukum daerah dan nasional.
Selanjutnya, tidak ada jaminan bahwa kelangkaan bahan baku, suku cadang, utilitas, dan energi tidak akan terjadi
di masa depan atau bahwa Perseroan akan dapat meneruskan kenaikan harga bahan baku, suku cadang, utilitas,
dan energi kepada pelanggannya. Fluktuasi signifikan dalam biaya tersebut dapat menimbulkan dampak material
terhadap profitabilitas Perseroan apabila Perseroan tidak dapat menyesuaikan harga produknya sesuai fluktuasi
tersebut, dan juga dapat merugikan keunggulan kompetitif Perseroan sehubungan dengan produk yang terdampak.
Secara khusus, kenaikan harga bahan baku, utilitas, dan energi yang tidak dapat diteruskan kepada pelanggan
Perseroan akan menyebabkan penurunan margin laba Perseroan. Terlebih lagi, apabila pasokan bahan baku, suku
cadang, utilitas, dan energi terkena dampak bencana alam, kondisi cuaca buruk, kegagalan peralatan pemasok,
gangguan dalam pengiriman atau faktor-faktor merugikan lainnya, Perseroan mungkin tidak dapat menemukan
sumber pasokan alternatif dalam jumlah yang memadai, atau kualitas yang sesuai, dan/atau pada harga yang dapat
diterima. Setiap peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha,
kinerja operasi, dan kondisi keuangan Perseroan.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Risiko nilai tukar mata uang adalah salah satu faktor yang dihadapi oleh Perseroan dalam menerapkan menejemen
risiko keuangan Grup Perseroan. Pergerakan Rupiah terhadap mata uang asing tertentu membuat kondisi
keuangan Grup Perseroan tidak menentu dalam transaksi penjualan produksi atau pembelian bahan baku dengan
pihak luar yang menggunakan mata uang asing.

F. RISIKO SUMBER DAYA MANUSIA

Kegagalan Perseroan untuk mempekerjakan dan mempertahankan pejabat eksekutif manajemen, teknisi, dan
tenaga kerja yang memenuhi syarat lainnya dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan
prospek Perseroan.

Perseroan mengandalkan visi, keahlian, pengalaman, dan keahlian manajerial Direksi dan anggota tim manajemen
Perseroan lainnya, yang seluruhnya memainkan peranan penting bagi keberhasilan kegiatan usaha Perseroan.
Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu mempertahankan jasa Direksi Perseroan dan
anggota tim manajemen Perseroan lainnya. Kehilangan salah satu anggota tim manajemen Perseroan dapat
menimbulkan dampak merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara
efisien dan juga dapat menyebabkan perubahan dalam pelaksanaan strategi dan rencana ekspansi Perseroan saat
ini. Oleh karenanya, apabila karena alasan apa pun, satu atau lebih dari anggota manajemen tidak lagi terlibat
dalam manajemen Perseroan, kegiatan usaha, kinerja operasi, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan dapat
mengalami dampak merugikan yang material.

Selain itu, keberhasilan Perseroan juga secara signifikan tergantung pada kemampuan dan upaya bersama dari
sejumlah personel dan manajemen senior utama Perseroan, terutama tim insinyur dan ahli geologi Perseroan yang
sangat terlatih. Insinyur dan ahli geologi yang berpengalaman tidak dapat digantikan dengan cepat dan kehilangan
karyawan yang sangat terlatih dalam jangka waktu pendek dapat menghambat kemampuan Perseroan untuk
menjalankan operasinya. Faktor-faktor yang penting dalam mempertahankan staf Perseroan serta menarik
personel yang berkualifikasi tinggi meliputi kemampuan Perseroan untuk menawarkan ketentuan kompensasi
yang bersaing. Kesulitan dalam mempertahankan atau menarik individu berkualifikasi tinggi di posisi manajemen
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kunci dan insinyur serta ahli geologi dengan keahlian mendalam dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap
kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan.

Aksi mogok, kelangkaan tenaga kerja, dan permasalahan terkait tenaga kerja lainnya dapat menimbulkan dampak
merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki hubungan kerja yang baik dengan karyawannya dan tidak pernah
mengalami aksi mogok, pemogokan yang material atau permasalahan tenaga kerja yang serius lainnya. Meskipun
demikian, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa peristiwa tersebut tidak akan terjadi di masa depan. Apabila
karyawan Perseroan terlibat dalam pemogokan atau aksi mogok lainnya, Perseroan dapat mengalami gangguan
yang signifikan terhadap operasinya dan/atau mengeluarkan beban tenaga kerja yang lebih tinggi, yang dapat
menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kinerja operasi Perseroan.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat memperoleh pekerja dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi
kebutuhan produksi Perseroan, atau bahwa tidak akan terjadi kenaikan dalam beban tenaga kerja Perseroan.
Apabila Perseroan gagal merekrut staf secara tepat waktu dan secara efisien dari segi biaya, dan/atau
mempertahankan staf Perseroan yang ada, Perseroan mungkin tidak mampu mencapai target produksi Perseroan,
mengakomodasi kenaikan pesanan pembelian mendadak dari pelanggan Perseroan, atau melaksanakan rencana
ekspansi Perseroan.

Per tanggal 31 Juli 2022, Perseroan memiliki 3.522 karyawan purnawaktu, dan tidak ada karyawan yang diwakili
oleh serikat pekerja. Akan tetapi, karyawan sebagian pemasok, kontraktor, atau pelanggan Perseroan mungkin
akan bergabung dalam serikat pekerja di masa depan atau mengalami ketidakstabilan tenaga kerja, dan Perseroan
mungkin tidak mampu meramalkan hasil dari negosiasi tenaga kerja di masa depan. Konflik antara Perseroan dan
karyawannya, atau antara pemasok, kontraktor, atau pelanggan Perseroan dengan karyawan atau serikat kerja
masing-masing, dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kondisi keuangan dan kinerja operasi Perseroan.

Selain itu, beban tenaga kerja di wilayah operasi Perseroan terus meningkat dalam tahun-tahun belakangan dan
berpotensi untuk tetap meningkat. Apabila beban tenaga kerja di wilayah tersebut terus meningkat, maka biaya
produksi Perseroan akan mengalami kenaikan. Perseroan mungkin tidak dapat meneruskan kenaikan biaya
tersebut kepada pelanggan dengan menaikkan harga jual produk Perseroan dengan pertimbangan tekanan
persaingan di pasar tempat Perseroan beroperasi. Dalam keadaan tersebut, margin laba Perseroan mungkin
mengalami penurunan, yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kinerja operasi Perseroan.

G. RISIKO TERKAIT PENDANAAN

Perseroan beroperasi dalam industri padat modal dan mungkin tidak mampu menggalang modal yang dibutuhkan
untuk mendanai belanja modal di masa depan.

Perseroan mengeluarkan kas dalam jumlah yang signifikan sebagai bagian dari operasinya, terutama untuk
membiayai mesin, alat berat, penggunaan listrik, dan biaya-biaya pelengkap lainnya, termasuk biaya tenaga kerja.
Perseroan mungkin juga membutuhkan belanja modal yang signifikan untuk memelihara, meningkatkan, dan
memperluas operasinya untuk tetap mengikuti perkembangan persaingan, kemajuan teknologi, dan standar
keselamatan dan lingkungan hidup yang terus berkembang dalam industri Perseroan.

Perseroan terutama mendanai operasinya melalui pembiayaan berbasis ekuitas dan arus kas dari operasi Perseroan.
Mayoritas pendapatan dari operasi Perseroan diperoleh dari enam pelanggan utama, dan oleh karenanya,
kehilangan pendapatan, baik sebagian atau seluruhnya, dari salah satu dari kelompok pelanggan Perseroan yang
terkonsentrasi tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja
operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.
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Per tanggal 31 Juli 2022, saldo kas dan setara kas Perseroan berjumlah Rp17.092 juta. Perseroan tidak dapat
menjamin bahwa Perseroan tidak akan mengalami arus kas negatif di masa depan. Perubahan ketentuan
operasional, kondisi pasar, dan identifikasi peluang lainnya mungkin membutuhkan pendanaan lebih lanjut oleh
Perseroan pada tahap yang lebih awal daripada yang diperkirakan.

Perseroan mungkin harus memenuhi kebutuhan pendanaan dengan memperoleh pembiayaan dengan ketentuan
yang tidak menarik secara komersial dan/atau ketentuan yang membatasi. Kemampuan Perseroan untuk menarik
pendanaan dan investasi di masa depan dapat dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat dan bisnis yang terus
berubah sehubungan dengan permasalahan lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola, dan analisis dampak
lingkungan hidup yang lebih ketat untuk proyek yang diusulkan. Perubahan tersebut dapat menimbulkan kenaikan
pada biaya pendanaan Perseroan atau dengan cara lain menimbulkan kenaikan biaya kegiatan pengembangan dan
penambangan Perseroan atau menyebabkan penundaan atau pembatalan kegiatan tersebut secara keseluruhan.

Dalam hal Perseroan tidak mampu memperoleh atau mendapatkan pinjaman yang memadai atau menghasilkan
pendapatan yang memadai dari operasinya, atau apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan kas yang
memadai untuk memenuhi kebutuhan operasinya, Perseroan mungkin tidak memiliki arus kas yang memadai
untuk mendanai operasinya, yang akan menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kinerja
operasi Perseroan. Selain itu, tingkat pinjaman Perseroan berarti diperlukan penyisihan yang lebih tinggi dari porsi
dari arus kas yang diperkirakan untuk mendanai pembayaran bunga dan pokok pinjaman Perseroan, dan dengan
demikian mengurangi dana yang tersedia bagi Perseroan untuk digunakan dalam operasi Perseroan secara umum.

3. RISIKO UMUM

A. RISIKO MAKROEKONOMI

Perlambatan konsumsi baja nirkarat di Tiongkok dan negara lainnya dengan tingkat konsumsi baja nirkarat yang
tinggi dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap permintaan global dan harga nikel.

Kegiatan usaha Perseroan tergantung pada kondisi perekonomian Tiongkok secara umum. Pasar Tiongkok telah
menjadi sumber yang signifikan untuk memenuhi permintaan global terhadap komoditas dan baja nirkarat.
Sebagian nikel dari jasa pertambangan Perseroan digunakan untuk memproduksi nickel pig iron (“NPI”), bahan
yang digunakan untuk memproduksi baja nirkarat. Oleh karenanya, bagian signifikan dari pendapatan Perseroan
diperoleh dari penjualan nikel untuk memproduksi baja nirkarat, dan kemampuan Perseroan untuk tetap
menghasilkan pendapatan tersebut tergantung pada keberlangsungan konsumsi baja nirkarat dalam jumlah besar
oleh Tiongkok dan negara lainnya. Perlambatan dalam industri baja nirkarat di Tiongkok, atau perekonomian
Tiongkok secara umum, dapat menyebabkan penurunan permintaan Tiongkok terhadap produk nikel yang
dihasilkan dari jasa pertambangan Perseroan, dan oleh karenanya menimbulkan penurunan terhadap pendapatan
Perseroan. Selain itu, sebagai respons terhadap permintaan yang semakin meningkat atas komoditas utama, seperti
nikel, Tiongkok meningkatkan upaya untuk mewujudkan swasembada terkait komoditas tersebut, termasuk
dengan menanamkan investasi dalam operasi penambangan nikel di negara lain. Dalam hal permintaan dari
Tiongkok atas NPI pelanggan Perseroan mengalami penurunan material dan pelanggan Perseroan tidak mampu
memperoleh pelanggan baru untuk menggantikan permintaan tersebut, maka kegiatan usaha, kinerja operasi, dan
kondisi keuangan Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi global atau Indonesia atau kontraksi ekonomi dapat menimbulkan dampak
merugikan terhadap Perseroan dan kegiatan usaha, kinerja operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

Kinerja Perseroan memiliki ketergantungan yang signifikan pada kesehatan perekonomian Indonesia dan global
secara keseluruhan. Perseroan menghasilkan hampir seluruh pendapatannya dari operasi domestik, dengan
demikian sebagian besar pendapatan Perseroan terpapar risiko perekonomian domestik. Di samping itu, kondisi
ekonomi lemah di Indonesia dapat memicu ketidakstabilan di Indonesia dan menimbulkan dampak merugikan
terhadap investasi dan kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia dan kinerja ekonomi Indonesia, dan pada
gilirannya terhadap harga pasar Saham.

79



HILLCON

COVID-19 telah menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia dan global sejak 2020. Dampak
tersebut semakin diperparah dengan invasi Rusia ke Ukraina pada bulan Februari 2022, yang terus menimbulkan
dampak negatif bagi perekonomian Indonesia maupun global. Tetap tidak diketahui apakah peristiwa-peristiwa
tersebut akan menyebabkan perlambatan ekonomi yang berkepanjangan. Bahkan sebelum penyebaran COVID-
19 dan perang di Ukraina, lingkungan ekonomi makro global telah mengalami berbagai tantangan. Terdapat
ketidakpastian yang cukup tinggi mengenai dampak jangka panjang kebijakan moneter dan fiskal ekspansif yang
diadopsi sejumlah bank sentral dan otoritas keuangan di negara-negara dengan perekonomian terdepan di dunia,
termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok, bahkan sebelum tahun 2020. Kerusuhan, ancaman teroris, dan
kemungkinan meluasnya perang Ukraina, serta perang di Timur Tengah dan wilayah lain, dapat meningkatkan
volatilitas pasar di seluruh dunia. Selain itu, terdapat kekhawatiran seputar dukungan Tiongkok terhadap Rusia
dalam perang Ukraina, serta hubungan antara Tiongkok dan negara-negara lainnya (termasuk Indonesia, dan
negara-negara tetangga Tiongkok di Asia) yang dapat menimbulkan dampak ekonomis bagi Indonesia dan
kawasan. Secara khusus, terdapat ketidakpastian yang signifikan mengenai hubungan Amerika Serikat dan
Tiongkok di masa depan sehubungan dengan sanksi atas Rusia, kebijakan perdagangan, perjanjian, peraturan
pemerintah, dan tarif. Secara historis, pasar keuangan Indonesia dan perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh
kondisi pasar dan perekonomian di negara-negara lain. Sebagai contoh, krisis keuangan global yang mulai terjadi
pada tahun 2008 menimbulkan dampak signifikan pada segmen tertentu dalam perekonomian Indonesia serta
stabilitas pasar keuangan Indonesia, sebagaimana tercermin dalam penurunan pertumbuhan PDB Riil Indonesia
secara berturut-turut menjadi 5,6%, 5,0%, dan 4,9% pada tahun 2013, 2014, dan 2015, sebelum menguat secara
berturut-turut menjadi 5,0%, 5,1%, dan 5,2% pada tahun 2016, 2017, dan 2018, berdasarkan data dari berbagai
laporan Dana Moneter Internasional. Perlambatan ekonomi global yang signifikan atau berkepanjangan atau
pelemahan ekonomi di Indonesia dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha,

kinerja operasi, dan kondisi keuangan Perseroan.

Indonesia, bank atau perusahaan Indonesia dapat menghadapi penurunan peringkat kredit, yang dapat
menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, arus kas, dan kondisi keuangan
Perseroan.

Pada tahun 1997, sejumlah badan pemeringkat kredit internasional, termasuk Moody's, S&P, dan Fitch,
menurunkan peringkat negara Indonesia dan peringkat kredit berbagai instrumen utang Pemerintah Indonesia,
sejumlah besar bank dan perusahaan Indonesia lainnya. Per tanggal Memorandum Penawaran ini, peringkat utang
jangka panjang mata uang asing Indonesia diberi peringkat “Baa2” oleh Moody's, “BBB” oleh S&P dan “BBB”
oleh S&P. Peringkat tersebut mencerminkan penilaian atas kapasitas finansial Pemerintah secara keseluruhan
untuk membayar kewajibannya serta kemampuan atau kesediaan untuk memenuhi komitmen keuangannya pada
saat jatuh tempo. Tidak ada jaminan bahwa Moody’s, S&P, Fitch atau lembaga pemeringkat statistik lainnya tidak
akan menurunkan peringkat kredit Indonesia atau bank atau perusahaan Indonesia lainnya (termasuk peringkat
kredit Perseroan). Penurunan peringkat tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap likuiditas
terhadap pasar keuangan Indonesia, kemampuan Pemerintah, bank dan perusahaan Indonesia (termasuk
Perseroan), untuk memperoleh pembiayaan tambahan dan tingkat suku bunga atau ketentuan komersial lainnya
yang tersedia bagi pembiayaan tambahan tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap
kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek Perseroan.

B. RISIKO WABAH

Penyebaran virus COVID-19 atau epidemi atau pandemi di masa depan dapat menimbulkan dampak signifikan
terhadap kegiatan operasional Perseroan.

Penyebaran virus COVID-19 atau penyakit menular di Indonesia, di wilayah lain di Asia atau secara global, atau
kecemasan akan terjadinya wabah, serta pembatasan perjalanan atau karantina yang diterapkan sehubungan
dengan hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian dan kegiatan usaha di Indonesia,
dan dengan demikian menimbulkan dampak merugikan terhadap pendapatan Perseroan. Beberapa contoh meliputi
wabah Severe Acute Respiratory Syndrome (“SARS”) pada tahun 2003, wabah avian influenza (juga dikenal
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sebagai flu burung), wabah influenza HIN1 pada tahun 2009, wabah Ebola pada tahun 2014 hingga 206, dan
wabah COVID-19 pada tahun 2019.

Pandemi COVID-19 dan langkah pencegahan dan perlindungan yang diambil otoritas pemerintah di seluruh dunia
untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, termasuk penjagaan jarak sosial, penutupan kantor, pembatasan
perjalanan, dan penerapan karantina, telah menyebabkan gangguan usaha, termasuk gangguan yang
berkepanjangan terhadap industri manufaktur dan rantai pasokan global, serta pembatasan kegiatan usaha dan
pergerakan orang yang mencakup sebagian besar populasi dunia. Pembatasan tersebut menyebabkan penurunan
kegiatan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Akibatnya, pandemi COVID-19 memicu
ketidakpastian dalam perekonomian global dan volatilitas signifikan di pasar keuangan global, yang menimbulkan
dampak negatif terhadap kondisi perekonomian dunia dan menyebabkan penurunan signifikan dalam permintaan
dan harga komoditas yang diproduksi dan dijual Perseroan. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa langkah-langkah
tersebut akan efektif untuk mengakhiri atau membatasi penyebaran COVID-19, dan berbagai negara mengalami
wabah COVID-19 lebih lanjut bahkan setelah langkah-langkah tersebut dilonggarkan. Secara khusus, sejak bulan
Mei 2021, Indonesia mengalami gelombang kedua pandemi yang berat, yang menyebabkan kuncitara (lockdown)
lebih lanjut dan langkah-langkah pembatasan, dan gangguan lebih lanjut serta kemungkinan kuncitara di masa
depan dapat terjadi.

Pandemi COVID-19 juga menimbulkan tantangan baru dalam menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan.
Sebagai mitigasi dampak potensial pandemi COVID-19 terhadap kesehatan dan kesejahteraan karyawan
Perseroan dan pemangku kepentingan lainnya dan dalam kegiatan usaha dan operasi Perseroan, Perseroan
memantau perkembangan terkait pandemi COVID-19 dan menerapkan prosedur dan pengendalian akses yang
ketat. Mengatasi gangguan yang disebabkan pandemi COVID-19 juga mengharuskan tim manajemen senior dan
staf Perseroan untuk mencurahkan waktu dan sumber daya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 terhadap
kegiatan usaha Perseroan.

Terdapat ketidakpastian tinggi yang masih berlangsung sehubungan dengan durasi dan dampak lebih lanjut dari
pandemi COVID-19, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tindakan pemerintah, otoritas kesehatan atau hukum,
penghentian pekerjaan, efektivitas vaksin, kuncitara, karantina, dan pembatasan perjalanan di Indonesia secara
khusus, dan di seluruh dunia secara umum. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa pemerintah Indonesia akan
menutup seluruh situs kerja yang beroperasi, bahkan tanpa kasus positif COVID-19. Penundaan operasi usaha
atau karantina karyawan dan kontraktor Perseroan akan menimbulkan dampak terhadap operasi keseluruhan,
investasi, dan kinerja operasi Perseroan. Akan tetapi, mengingat sifat dinamis dan berkesinambungan dari kondisi
terkait pandemi COVID-19, sulit untuk memperkirakan dampak pandemi COVID-19 terhadap kegiatan usaha
atau operasi Perseroan, dan tidak ada jaminan bahwa upaya Perseroan untuk mengatasi dampak merugikan dari
pandemi COVID-19 akan efektif. Sejauh mana pandemi COVID-19 akan memengaruhi operasi dan pendapatan
Perseroan tergantung pada perkembangan di masa depan, yang sangat tidak pasti dan tidak dapa diperkirakan
dengan keyakinan memadai, termasuk jangkauan, keparahan, dan durasi pandemi, tindakan yang diambil untuk
membendung atau memitigasi dampak COVID-19, dan dampak ekonomi langsung maupun tidak langsung dari
penyakit dan langkah-langkah pencegahan penyebarannya.

Apabila pandemi COVID-19 semakin parah atau wabah SARS, influenza, Ebola, atau penyakit menular lainnya
kembali terjadi di Indonesia, Asia, atau wilayah lain, hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap
kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan. Selanjutnya, dalam hal wabah penyakit menular,
termasuk pandemi COVID-19, menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan
Perseroan, hal ini juga dapat memperburuk sebagian besar risiko lainnya yang diuraikan dalam bab “Faktor
Risiko”, seperti risiko yang terkait dengan fluktuasi permintaan, penawaran, dan harga produk yang dijual
Perseroan, keberhasilan pelaksanaan proyek ekspansi Perseroan, penurunan peringkat kredit Indonesia, dan
kemampuan Perseroan untuk mempertahankan modal kerja yang memadai dan mematuhi pembatasan dan syarat
pembatas yang diatur dalam perjanjian utang Perseroan.
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C. RISIKO GEOGRAPHIS

Proyek dan operasi Perseroan tertentu terletak di medan yang sulit atau di wilayah terpencil di Indonesia, yang
dapat meningkatkan risiko yang terkait dengan penyediaan jasa di wilayah tersebut.

Sebagian operasi pertambangan Perseroan terletak di medan terjal di pegunungan di wilayah terpencil
di Indonesia, seperti proyek Perseroan dengan PT Batra Putra Mulia di Pulau Gebe, Maluku Utara. Kondisi
tersebut menimbulkan kesulitan geoteknik dan teknis khusus yang harus diatasi dan sering kali membutuhkan
infrastruktur tambahan yang substansial. Selain itu, wilayah tersebut mengalami curah hujan yang cukup lebat
selama musim hujan di Indonesia, yang menyebabkan banjir dan tanah longsor secara berkala. Situs tambang juga
terletak di wilayah dengan kegiatan seismik aktif dan mengalami getaran bumi dari waktu ke waktu. Selain itu,
Perseroan menghadapi risiko yang bersifat inheren dalam penambangan, seperti penemuan kondisi geologis yang
tidak diperkirakan, yang dapat menyebabkan keruntuhan (cave-in) dan banjir di wilayah tambang. Asuransi
Perseroan mungkin tidak memberikan perlindungan yang memadai untuk menutup kerugian yang timbul dari
kondisi tersebut.

Selain itu, operasi penambangan, proyek konstruksi, dan fasilitas transportasi Perseroan terletak di berbagai
wilayah di Indonesia, sehingga Perseroan terpapar peristiwa alam maupun buatan manusia yang merugikan
di masing-masing wilayah tersebut. Lokasi tertentu mungkin sulit diakses, sehingga Perseroan mungkin harus
menanamkan investasi dalam sumber daya tambahan di bidang transportasi, teknologi, atau langkah-langkah
keamanan, dan kondisi ini dapat menyulitkan Perseroan dalam mencapai proyek-proyek tersebut untuk
memberikan dukungan operasional atau gawat darurat. Terjadinya salah satu peristiwa merugikan tersebut dapat
menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi
Perseroan.

Otonomi daerah dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan melalui pengenaan
pembatasan, pajak, dan retribusi daerah

Indonesia adalah bangsa yang besar dan beraneka ragam, yang terdiri dari beragam etnis, bahasa, tradisi dan adat
istiadat. Selama pemerintahan mantan Presiden Soeharto, Pemerintah Indonesia mengendalikan dan
melaksanakan otoritas pengambilan keputusan atas hampir seluruh aspek administrasi nasional dan daerah,
termasuk alokasi pendapatan yang diperoleh dari sumber daya nasional di berbagai daerah. Pengendalian ini
mengakibatkan timbulnya permintaan untuk otonomi daerah yang lebih besar, terutama sehubungan dengan
pengelolaan sumber daya ekonomi dan keuangan daerah. Sebagai respons terhadap permintaan tersebut, pada
tahun 1999 DPR Indonesia mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (“UU No.
22/1999”) dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (“UU
No. 25/1999”). UU No. 22/1999 telah dicabut oleh UU No. 32 Tahun 2004, yang kemudian juga dicabut oleh UU
No. 23 Tahun 2014 (“UU No. 23/2014”). UU No. 23/2014 terakhir diamendemen oleh UU No. 2 Tahun 2015,
UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Perppu Cipta Kerja. Di sisi lain, UU No. 25/1999 telah
dicabut dan digantikan oleh UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, sebagaimana sebagian dicabut oleh UU No. 2 Tahun 2020, yang kemudian sebagian dicabut
oleh UU No. 7 Tahun 2021 (“UU No. 33/2004”). Undang-Undang otonomi daerah tersebut diharapkan akan
memberikan kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah atas penggunaan “aset
dan sumber daya negara” dan untuk menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan adil antara pemerintah
pusat dan daerah. Akan tetapi, dengan dalih otonomi daerah dan dengan dukungan UU No. 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 23/2014, dan Keputusan Mahkamah Konstitusional No. 46/PUU-
XI1/2014, beberapa pemerintah daerah tertentu memberlakukan berbagai pembatasan, pajak, dan retribusi, yang
mungkin berbeda dengan pembatasan, pajak, dan retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah lainnya atau
sebagai tambahan dari pembatasan, pajak, dan retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Indonesia.
Kegiatan usaha dan operasi Perseroan terletak di berbagai lokasi di Indonesia dan dapat mengalami dampak
merugikan yang timbul dari peraturan, pajak, dan retribusi tambahan atau yang saling bertentangan, yang mungkin
dikenakan oleh otoritas daerah yang berlaku.
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D. RISIKO BENCANA ALAM

Gempa bumi dan bencana alam lainnya di Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha
Perseroan.

Kepulauan Indonesia merupakan salah satu wilayah gunung berapi paling aktif di dunia. Mengingat Indonesia
terletak di zona pertemuan tiga pelat tektonis utama, Indonesia rentan terhadap aktivitas seismik signifikan yang
dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami yang merusak. Sebagai contoh, pada bulan Desember 2004 sebuah
gempa bawah laut di lepas pantai Sumatra menyebabkan tsunami yang meluluhlantakkan masyarakat pesisir
di Indonesia, Thailand, India, dan Sri Lanka. Di Indonesia, lebih dari 220.000 jiwa meninggal atau tercatat hilang
akibat bencana tersebut, yang menyebabkan kerugian miliaran dolar. Banjir parah juga sering menyebabkan
kerusakan harta benda yang signifikan dan memakan korban jiwa. Sebagai contoh, hujan lebat pada bulan
Desember 2006 menyebabkan banjir yang memakan lebih dari 100 korban jiwa dan menyebabkan lebih dari
400.000 orang kehilangan tempat tinggal mereka di barat laut Sumatra, dan pada bulan Januari 2009, hujan
menyebabkan sebuah bendungan runtuh di luar Jakarta, yang menyebabkan sekurang-kurangnya 58 korban jiwa.

Gempa bumi, tsunami, atau bencana alam lainnya dapat menimbulkan kerusakan berat pada proyek Perseroan,
menimbulkan gangguan terhadap kegiatan usaha Perseroan atau kegiatan usaha para pelanggan Perseroan,
menewaskan atau melumpuhkan karyawan Perseroan, atau menghambat karyawan datang ke tempat kerja, dan
memiliki dampak merugikan terhadap kegiatan ekonomi secara umum di kawasan atau di Indonesia sebagai satu
kesatuan. Pertanggungan asuransi Perseroan mungkin tidak menutup seluruh kerugian tersebut atau sama sekali.
Di samping itu, Pemerintah Indonesia harus mengeluarkan sumber daya yang signifikan untuk bantuan darurat
dan upaya pemukiman kembali setelah bencana alam yang terjadi sebelumnya, dan sebagian besar biaya-biaya
tersebut ditanggung oleh pemerintah asing dan badan bantuan internasional. Bantuan tersebut mungkin tidak
selamanya tersedia dan mungkin tidak dapat disampaikan kepada penerima tepat pada waktunya. Apabila
Pemerintah Indonesia tidak mampu menyampaikan bantuan asing kepada masyarakat yang terkena bencana tepat
pada waktunya, kerusuhan sosial dan politik mungkin terjadi. Selain itu, Perseroan menjalankan sebagian
operasinya dalam kondisi yang menantang secara geografis dan kondisi lainnya, termasuk medan yang sulit,
kondisi yang keras, wilayah yang terpencil sehingga pengiriman bahan dan ketersediaan tenaga kerja dapat
terpengaruh dan dalam situs yang mungkin terpapar bahaya lingkungan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan
cedera pribadi atau korban jiwa atau dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja dan efisiensi kerja
Perseroan. Salah satu dari peristiwa tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material
terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi dan prospek Perseroan.

E. RISIKO TUNTUTAN ATAU GUGATAN HUKUM

Proses konstruksi sipil dan pertambangan merupakan proses yang kompleks dan mengandung bahaya yang
melekat dan Perseroan mungkin mengalami kecelakaan atau gangguan dalam proses konstruksi atau
pertambangan, yang dapat mencederai reputasi Perseroan, menimbulkan tuntutan ganti rugi atas Perseroan dan
menimbulkan biaya yang substansial.

Pertambangan dan konstruksi sipil melibatkan proses yang kompleks dan secara inheren berbahaya. Oleh
karenanya, operasi Perseroan menghadapi risiko pertambangan dan konstruksi, termasuk, antara lain:

- Kegagalan mekanis dan sistem, konstruksi, dan keterlambatan pengiriman mesin. Setiap gangguan dan
keterlambatan yang menyebabkan penundaan dalam operasi Perseroan dalam jangka waktu yang signifikan
atau menimbulkan biaya perbaikan yang signifikan dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan
usaha dan kinerja operasi Perseroan;

- Paparan risiko yang lebih tinggi terhadap cuaca buruk dan bencana alam. Operasi Perseroan menghadapi
risiko geologis dan bencana alam seperti gempa bumi dan longsor. Insiden tersebut dapat menyebabkan
pengakhiran atau pembekuan operasi Perseroan, kerusakan terhadap aset tetap Perseroan, dan cedera atau
korban jiwa dalam karyawan Perseroan;
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- Risiko yang terkait dengan penggunaan bahan baku dan produk tengah yang beracun dan berbahaya atau
mudah terbakar. Penyimpanan bahan tersebut di dekat operasi Perseroan dan penanganan bahan tersebut
dalam proses penambangan dan konstruksi mengandung risiko inheren. Suatu kecelakaan dapat menimbulkan
gangguan material terhadap operasi pertambangan dan konstruksi Perseroan dan dapat menimbulkan korban
jiwa atau cedera pribadi. Setiap kecelakaan tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material
terhadap operasi, kegiatan usaha, dan kondisi keuangan Perseroan. Setiap kecelakaan tersebut juga dapat
menyebabkan Perseroan mengalami publisitas negatif dan mencederai merek dan reputasi Perseroan. Akibat
peningkatan kesadaran dan keprihatinan terkait keselamatan dan perlindungan lingkungan hidup, risiko
kecelakaan tersebut dapat menyebabkan unjuk rasa sosial menentang pembangunan dan operasi pabrik dan
fasilitas Perseroan, yang dapat menimbulkan gangguan lebih lanjut terhadap operasi bisnis Perseroan,
menimbulkan dampak negatif terhadap citra dan reputasi Perseroan serta menimbulkan dampak merugikan
yang material terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan;

- Konsumsi listrik dan gas alam dalam jumlah substansial dalam proses konstruksi sipil dan pertambangan
Perseroan. Meskipun telah mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengurangi gangguan dan
memfasilitasi sumber listrik dan gas alam yang berkesinambungan, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa
pemadaman tidak akan menimbulkan dampak merugikan terhadap kinerja operasi dan kondisi keuangan
Perseroan; dan

- Aktivitas tertentu yang secara inheren berbahaya, yang dilaksanakan oleh Perseroan dalam rangka kegiatan
operasionalnya, yang menyebabkan Perseroan menghadapi sejumlah risiko tambahan, termasuk risiko
kebakaran, ledakan, kebocoran, pelepasan uap beracun, atau kondisi berbahaya atau tidak diperkirakan
lainnya yang menyebabkan cedera pribadi atau kematian, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan
hidup, atau gangguan operasi. Salah satu konsekuensi tersebut, apabila signifikan, dapat menyebabkan
gangguan usaha, liabilitas hukum, dan kerusakan pada reputasi dan citra perusahaan Perseroan.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kecelakaan tersebut tidak akan terjadi di masa depan. Selain itu, operasi
Perseroan dapat mengalami dampak merugikan apabila Perseroan tidak berhasil mengatasi permasalahan
konstruksi sipil dan pertambangan, memperoleh akses terhadap teknologi proses konstruksi dan pertambangan
canggih atau melaksanakan langkah-langkah keamanan yang diperlukan secara tepat waktu dan efektif dari segi
biaya.

Pada umumnya Perseroan berupaya mengurangi paparan terhadap tuntutan potensial yang terkait dengan kegiatan
usaha Perseroan dengan menerapkan pembatasan kontraktual atas liabilitas, ganti rugi dari pelanggan dan
pemasok, serta asuransi. Akan tetapi, langkah-langkah tersebut belum tentu selalu efektif akibat berbagai faktor,
yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Terjadinya risiko tersebut dapat merugikan operasi dan
usaha Perseroan, yang dapat menghambat kemampuan Perseroan untuk mengambil kontrak lain atau dengan cara
lain mengembangkan usaha Perseroan.

Perseroan menghadapi risiko yang terkait dengan perkara hukum, tindakan hukum, dan liabilitas lainnya.

Sifat usaha Perseroan menyebabkan Perseroan menghadapi risiko tuntutan yang terkait dengan tenaga kerja,
lingkungan hidup, masalah kesehatan dan keselamatan, perkara hukum, pajak, dan administratif, investigasi
pemerintah, tuntutan ganti rugi dan sengketa kontrak serta tuntutan kriminal, di antara berbagai hal-hal lain. Dalam
konteks tersebut di atas dan perkara hukum di masa depan, Perseroan mungkin bukan hanya diwajibkan membayar
denda atau ganti rugi dalam bentuk uang, tetapi juga dapat menghadapi sanksi atau perintah yang memengaruhi
kemampuan Perseroan untuk melanjutkan operasinya. Meskipun Perseroan mungkin mengajukan sanggahan
keras atas hal-hal tersebut dan mengajukan klaim asuransi bilamana tepat, litigasi dan perkara hukum lainnya
secara inheren memakan biaya tinggi dan tidak dapat diperkirakan, sehingga sulit untuk menyusun estimasi yang
akurat mengenai hasil dari litigasi atau perkara hukum yang sebenarnya atau potensial. Meskipun Perseroan
mungkin membentuk cadangan sebagaimana dipandang perlu, jumlah cadangan yang dibentuk Perseroan dapat
bervariasi secara signifikan dari jumlah yang sebenarnya dibayarkan Perseroan akibat ketidakpastian yang bersifat
inheren dalam estimasi dan proses pengadilan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perkara administratif atau
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hukum lainnya tidak akan menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kemampuan Perseroan untuk

menjalankan kegiatan usahanya, kondisi keuangan, dan kinerja Perseroan.

F. RISIKO ATAS KEBIJAKAN ATAU PERATURAN PEMERINTAH TERKAIT BIDANG USAHA
PERSEROAN

Perseroan tunduk pada peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan serta
standar produksi yang ketat, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta standar tersebut
mungkin memberatkan dan memakan biaya tinggi.

Kegiatan usaha dan operasional Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penambangan batu bara dan nikel,
konstruksi sipil, penyimpanan bahan baku, dan transportasi produk batu bara dan nikel, tunduk pada undang-
undang, peraturan, keputusan administratif, keputusan pengadilan, dan batasan hukum dan perundang-undangan
lainnya, terutama dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup dan
kesehatan dan keselamatan yang ketat, yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia.

Perseroan wajib memperoleh dan memelihara izin dan sertifikat yang terkait dengan lingkungan hidup, kesehatan,
dan keselamatan kerja untuk operasi penambangan batu bara dan nikel Perseroan. Perseroan juga wajib mematuhi
pembatasan dan persyaratan yang diberlakukan oleh berbagai otoritas pemerintah dalam melaksanakan kegiatan
usahanya. Apabila Perseroan melanggar salah satu peraturan tersebut atau tidak mampu memenuhi persyaratan
yang ditetapkan untuk mempertahankan izin dan sertifikat yang dimilikinya, maka izin dan sertifikat tersebut
dapat ditangguhkan sementara, dicabut, ditolak pada saat diperpanjang, atau tunduk pada penundaan perpanjangan
pada saat ketentuan awal izin dan sertifikat tersebut habis masa berlakunya. Hal ini dapat menimbulkan dampak
merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan.

Untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup yang ketat, yang terkait dengan
kualitas udara, air, dan tanah, pengelolaan limbah, dan kesehatan dan keselamatan masyarakat di Indonesia,
Perseroan harus menyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan memperoleh persetujuan yang terkait
untuk tambang-tambang tempat Perseroan beroperasi dan proyek-proyek dalam penyelesaian. Apabila Perseroan
tidak berhasil memperoleh persetujuan lingkungan hidup tersebut, atau Iulus dari pemeriksaan yang dilakukan,
maka otoritas yang berwenang dapat membekukan tambang, proyek konstruksi, atau fasilitas produksi Perseroan
dan mengenakan denda atas Perseroan.

Mengingat skala, kompleksitas, dan amendemen yang senantiasa berlangsung atas peraturan dan perundang-
undangan tersebut, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dapat menjadi proses yang
memberatkan, dan Perseroan mungkin harus menanamkan investasi yang substansial dalam sumber daya
keuangan atau sumber daya lainnya untuk membentuk sistem pengawasan dan kepatuhan yang efisien. Hal ini
dapat menyebabkan Perseroan harus mengalihkan sumber dayanya dari proyek lain dan dapat menimbulkan
keterlambatan dalam dimulainya operasi Perseroan, atau menimbulkan gangguan terhadap operasi Perseroan.
Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atas operasi Perseroan dapat menyebabkan
penalti atau denda yang substansial, pembekuan atau pencabutan izin-izin Perseroan yang relevan, pengakhiran
kontrak pemerintah, atau pembekuan operasi Perseroan. Salah satu di antaranya dapat menimbulkan dampak
merugikan yang material terhadap kinerja operasi, kondisi keuangan, dan reputasi Perseroan, dan kemampuan
Perseroan untuk menghasilkan laba dan menarik pelanggan baru.

Selain itu, peraturan perundang-undangan, keputusan administratif, dan keputusan pengadilan di Indonesia yang
terkait dengan lingkungan hidup, dan kesehatan dan keselamatan senantiasa berkembang, dan dapat menyebabkan
standar yang lebih ketat, pemberlakuan yang lebih ketat, kenaikan denda dan penalti atas pelanggaran, analisis
dampak lingkungan hidup yang lebih ketat atas usulan tambang atau fasilitas produksi, atau peningkatan eksposur
tanggung jawab bagi Perseroan, dan pejabat, direktur, dan karyawan Perseroan di masa depan. Perseroan mungkin
harus mengeluarkan belanja modal tambahan untuk mengikuti perkembangan lingkungan peraturan perundang-
undangan yang senantiasa berkembang, dan Perseroan mungkin tidak dapat meneruskan biaya yang terkait kepada
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pelanggannya. Peraturan yang senantiasa berkembang juga dapat menyebabkan tanggung jawab yang lebih berat
atau risiko liabilitas yang lebih tinggi, yang mungkin membutuhkan investasi tambahan terkait kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan, dan dengan demikian menurunkan jumlah modal yang tersedia dan kemampuan
Perseroan untuk melaksanakan pengembangan di wilayah lain. Dalam beberapa tahun terakhir, peta peraturan
perundang-undangan terkait perlindungan lingkungan hidup di Indonesia telah mengalami perkembangan yang
substansial. Ruang lingkup perlindungan lingkungan hidup senantiasa diperluas dan pengawasan hukum terkait
perlindungan lingkungan hidup semakin meningkat. Oleh karenanya, jumlah tindakan hukum terkait lingkungan
hidup semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Apabila Perseroan tidak mampu memenuhi persyaratan
dan standar yang ditetapkan oleh kebijakan dan peraturan lingkungan hidup yang senantiasa berkembang
di Indonesia, operasi dan kondisi keuangan Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material. Selain
itu, pengembangan proyek Perseroan di masa depan mungkin dapat diubah, dibatasi, atau dibatalkan akibat
perubahan dalam peraturan dan kebijakan lingkungan hidup di Indonesia.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu mematuhi peraturan perundang-undangan terkait lingkungan
hidup, kesehatan, dan keselamatan yang senantiasa berkembang, atau mempertahankan atau memperbaharui izin
dan sertifikat yang berlaku saat ini atau memperoleh izin dan sertifikat di masa depan yang diperlukan untuk
melanjutkan operasi Perseroan, baik secara tepat waktu atau sama sekali. Dalam hal Perseroan tidak mampu
mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak mampu mempertahankan, memperbaharui,
atau memperoleh izin-izin atau sertifikat yang diperlukan, kualifikasi Perseroan untuk menjalankan berbagai
kegiatan usahanya dapat mengalami dampak merugikan, yang dapat menimbulkan dapat merugikan terhadap
kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan.

Perubahan dalam UU Pertambangan Indonesia dan peraturan baru di masa depan dapat mengatur pembatasan
lebih lanjut atas operasi Perseroan, menimbulkan kenaikan biaya bagi Perseroan, dan menimbulkan dampak
merugikan terhadap operasi Perseroan.

Operasi penambangan batu bara dan nikel serta konstruksi sipil Perseroan terutama diatur oleh pemerintah
Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“Kementerian ESDM”). Perseroan juga tunduk
pada peraturan pemerintah pusat, yang diberlakukan melalui Kementerian Kehutanan, Kementerian Negara
Urusan Lingkungan Hidup, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selain itu, Perseroan mungkin juga tunduk
pada peraturan lebih lanjut yang diperlakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan daerah di tempat wilayah
konsesi pelanggan Perseroan berada.

Undang-Undang Pertambangan, yang diberlakukan pada tahun 2009, mengatur sejumlah pembatasan yang
memengaruhi operasi Perseroan, termasuk:

batasan atas jangka waktu eksplorasi dan produksi dan ukuran wilayah eksplorasi dan produksi;

operasi pertambangan dibatasi dalam wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai wilayah yang dapat ditambang;

- mewajibkan pemberian wilayah izin usaha pertambangan baru melalui proses pelelangan yang transparan
(sementara izin pertambangan baru dapat diberikan tanpa melalui proses pelelangan);

- mewajibkan seluruh pemegang izin usaha pertambangan untuk mematuhi kewajiban lingkungan hidup dan
kewajiban penutupan tambang;

- mewajibkan seluruh pemegang izin usaha pertambangan untuk mengolah mineral yang ditambang atau
diekstraksi di dalam negeri;

- mewajibkan seluruh pemegang izin usaha pertambangan untuk menyusun rencana tambang untuk seluruh
wilayah konsesi (kegagalan memenuhi ketentuan tersebut dapat menyebabkan pengalihan wilayah tersebut
kepada operator lain); dan

- Larangan atas kontrak jasa pertambangan antara pemegang izin usaha pertambangan dan anak perusahaan
dan/atau perusahaan berelasinya (tunduk pada pengecualian tertentu).
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Meskipun Undang-Undang Pertambangan mengatur kerangka kerja peraturan industri pertambangan di Indonesia
secara umum, pelaksanaan dan administrasi Undang-Undang Pertambangan tunduk pada berbagai peraturan
pemerintah baru, termasuk larangan atas ekspor bijih nikel. Ketidakpastian hukum yang timbul dari pemberlakuan
dan pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan meningkatkan risiko, dan dapat meningkatkan biaya, yang
terlibat dalam operasi pertambangan yang telah berjalan saat ini atau di masa depan. Peraturan pelaksanaan lebih
lanjut yang diperkirakan akan diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia di masa depan dapat memberlakukan
perubahan yang signifikan atas peraturan industri pertambangan Indonesia, yang mungkin merugikan kepentingan
Perseroan. Selain itu, badan pengadilan, atau badan administratif atau otoritas tertentu di masa depan mungkin
menginterpretasikan Undang-Undang Pertambangan dan peraturan pelaksanaannya dalam cara yang berbeda
dibandingkan Perseroan, atau menerbitkan peraturan baru atau perubahan peraturan. Kepatuhan terhadap Undang-
Undang Pertambangan dan peraturan pelaksanaannya dapat menimbulkan kenaikan biaya operasi Perseroan atau
dengan cara lain mengubah atau menghambat operasi Perseroan di masa depan, yang dapat menimbulkan dampak
merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek Perseroan.

4. RISIKO BAGI INVESTOR
o Risiko Likuidasi Saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum

Dengan pencatatan saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia yang ditawarkan pada Penawaran Umum
Perdana, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif dan likuid pada pasar terbuka.
Terdapat kemungkinan bahwa para pemegang saham Perseroan tidak memperdagangkan saham pada pasar
sekunder. Atas dasar itu, aktifitas saham pada pasar sekunder tidak bisa terprediksi di masa depan.

o Risiko Pergerakan Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing yang mempengaruhi Nilai Saham dan
Dividen

Pergerakan nilai tukar Rupiah atas mata uang asing berdampak pada nilai ekuivalen nilai saham dan dividen yang
dibagikan oleh Perseroan. Dengan pergerakan yang tidak menentu, jumlah yang diterima untuk investor asing
akan mengikuti nilai tukar tersebut dikarenakan setiap penerimaan dividen kas atau pembagian lainnya akan
diterima dalam nilai Rupiah dan setiap penjualan saham pada pasar sekunder oleh investor asing dijual dalam
mata uang Rupiah.

o Risiko Pergerakan Harga Saham yang Tidak Menentu

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, harga saham pada pasar sekunder dapat berfluktuasi dan
berkemungkinan diperdagangkan dibawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dan akan tidak akan menarik
dimata para investor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham pada pasar sekunder:

- Kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

- Hasil analisis investor terhadap perkiraan performa Perseroan dengan performa yang terjadi.
- Perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik Indonesia.

- Laporan rekomendasi dari para analis terhadap pasar Indonesia.

- Adanya aksi korporasi yang signifikan

- Pergerakan harga saham secara keseluruhan

Kondisi Perekonomian dan Pasar Modal di Negara Lain yang Memiliki Pengaruh Pada Kondisi Pasar
Modal Indonesia.

Perekonomian dunia yang menjadi tolak ukur dan dapat berdampak pada kondisi perekonomian dan pasar modal
Indonesia. Ketidakstablian perekonomian atau kemajuan perekonomian negara-negara lain yang memiliki
hubungan kuat dengan Indonesia maupun perusahaan-perusahaan di Indonesia akan berdampak pada aktifitas
investor lokal maupun internasional dan hal ini akan berpengaruh kepada kondisi pasar modal Indonesia.
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o Aktifitas Penjualan dan Penerbitan Saham Perseroan Setelah Melakukan Penawaran Umum Perdana
Saham Perseroan.

Aktifitas Penjualan oleh pemegang saham mayoritas ataupun individu dan Penerbitan saham Perseroan di masa
mendatang berkemungkinan terjadi dan persepsi pasar atau investor terhadap penerbitan atau penjualan saham
dikemudian. Hal ini berdampak kepada harga saham yang diperdagangkan pada pasar sekunder.

o Risiko kemampuan Perseroan dalam Membagikan Dividen

Kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran dividen kepada para pemegang saham bergantung pada
kondisi keuangan, arus kas, dan rencana investasi Perseroan di kemudian hari. Jumlah dividen yang dibagikan
dan waktu penentuan pembagian dividen akan ditentukan oleh Perseroan dalam bentuk antisipasi Perseroan dalam
menghadapi kondisi pasar yang tidak menentu maupun dengan alasan-alasan lain yang mengedepankan kemajuan
performa Perseroan.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MENGENAI RISIKO YANG
MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN.
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VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN
AKUNTAN PUBLIK

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, auditor
independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dan
ditandatangani oleh Florus Daeli, rekan pada KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan Registrasi Akuntan
Publik No. AP.0126. Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang terjadi
setelah tanggal laporan auditor independen yaitu tanggal 1 Desember 2022 atas laporan keuangan konsolidasian
Perseroan tanggal 31 Juli 2022, 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021,
2020 dan 2019, yang perlu diungkapkan sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif yang
mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September
2022 dengan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4
/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja
Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 /SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021
tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga
Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
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VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN
ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN
PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia
berkedudukan di Jakarta Timur dengan nama “PT Hillcon Investama” sebagaimana termaktub dalam Akta
Pendirian Perseroan Terbatas No. 2 tanggal 15 Mei 2008, yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, S.H., Notaris
di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(“Menkumham”) sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-34895.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 20 Juni
2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050622.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 20 Juni
2008 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 3336 BNRI No. 10 tanggal 3 Februari 2009 (“Akta
Pendirian”).

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham
Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham

Keterangan

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 30.000 30.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. Hersan Qiu 5.185 5.185.000.000 51,85
2. Hermansyah 4.815 4.815.000.000 48,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 10.000 10.000.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 20.000 20.000.000.000 -

Anggaran dasar Perseroan dalam Akta Pendirian Perseroan selanjutnya telah beberapa kali mengalami beberapa
kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan telah disesuaikan dengan (i) Peraturan
No.IX.J.1; (ii) Peraturan OJK No.33/2014; dan (iii) Peraturan OJK No.15/2020 adalah sebagaimana termaktub
dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Hillcon No. 26 tanggal
12 September 2022, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta
Selatan, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-
0065481.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 12 September 2022 serta telah didaftarkan dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“SABH”)
di bawah No. AHU-AH.01.03-0290411 tanggal 12 September 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
di bawah No. AHU-0180730.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 12 September 2022 dan telah diumumkan dalam
Tambahan No. 31305 BNRI No. 73 tanggal 13 September 2022 (”Akta No. 26/2022”).

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta No. 26/2022,

pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka berdasarkan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku dan mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama “PT Hillcon”
menjadi “PT Hillcon Tbk”.

2. Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan
(portepel) Perseroan sebanyak-sebanyaknya 442.300.000 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu)
saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan
dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau sebanyak-banyaknya
15% (lima belas persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah
Penawaran Umum Perdana Saham termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan
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sejumlah saham tertentuuntuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan
terpusat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK
No0.41/2020 dan SEOJK No. 15/2020, untuk ditawarkan kepada masyarakat dan dicatatkan di BEI, serta
pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan-peraturan KSEI. Pemegang
saham Perseroan dengan ini menyatakan dan mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas
saham yang baru dikeluarkan tersebut.

3. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan perubahan struktur
permodalan Perseroan setelah selesainya proses Penawaran Umum Perdana Saham.

4. Mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan (i) Peraturan No.IX.J.1; (ii)
Peraturan OJK No.33/2014; dan (iii) Peraturan OJK No.15/2020.

5. Rencana Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK No.3/2021, terkait kewajiban
penetapan Pihak yang menjadi Pengendali pada Perseroan.

6. Pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri

atas saham-saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan
saham-saham yang telah dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan pada BEI, serta menyetujui untuk
mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan KSEI.

7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk
tetapi tidak terbatas pada (i) menetapkan penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana
Saham tersebut, (ii) untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah
dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku di Pasar Modal, serta (iii) mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai
dengan peraturan KSEI serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan
juga memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 26/2022,
maksud dan tujuan utama Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding
dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai

berikut:

a. Aktivitas Perusahaan Holding (kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 64200)
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang
menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan
kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya.
Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam
merancang merger dan akuisisi perusahaan.

b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (kode KBLI 70209)

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan
organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan
dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya
manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup
bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah
agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan
prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat
dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan
pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
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Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha
di bidang:
a. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (kode KBLI 46900)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan
barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.
b. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (kode KBLI 68111)
Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang
dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian

(seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan
flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan
atau tahunan.

Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan
ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan
dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan uraian di atas dan kegiatan usaha Perusahaan Anak, maka
Perseroan menjalankan kegiatan usaha utama di bidang aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi
manajemen lainnya.

2. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Berikut merupakan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan sejak didirikan sampai dengan tanggal
Prospektus ini diterbitkan:

Tahun Keterangan

2011 Perubahan nama menjadi PT Hillcon.

2016 JBU, salah satu Perusahaan Anak Perseroan diakuisisi.

2020 Perubahan kegiatan usaha menjadi bidang aktivitas kantor pusat, konsultasi manajemen, dan

perusahaan holding.

2021 - Perusahaan Anak Perseroan, yaitu HMI, HIA, PST, dan HJL, serta perusahaan asosiasi HJS
didirikan.
Perubahan pemegang saham menjadi PT Hillcon Equity Management dan PT Bukit Persada
Indonesia.

2022 - Perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp. 20,00/saham menjadi Rp.100,00

Perubahan nama PT Hillcon Motor Indonesia menjadi PT Hillcon Industrial Assets

3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham selama tiga tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan
Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Sebelum tahun 2019, perubahan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah
sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara No. 5 tanggal 25 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Rachmad
Umar, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan surat keputusannya
No. AHU-01945.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 12 Januari 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
di bawah No. AHU-0003134.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 dan telah diumumkan dalam
Tambahan No. 9065 BNRI No. 32 tanggal 19 April 2013 (“Akta No. 5/2011”). Sebagaimana termaktub dalam
akta ini, RUPSLB Perseroan telah menyetujui penurunan modal dasar semula sebesar Rp30.000.000.000,-
menjadi sebesar Rp20.000.000.000,- modal ditempatkan dan disetor semula sebesar Rp10.000.000.000,- menjadi
sebesar Rp6.500.000.000,- yang diambil bagian oleh:

a. Tuan Hersan Qiu, sebanyak 1.925 saham atau seluruhnya sebesar Rp1.925.000.000,-; dan

b. Tuan Hermansyah sebanyak 1.575 saham atau seluruhnya sebesar Rp1.575.000.000,-;

sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
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Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham

Keterangan — -

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 20.000 20.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. Hersan Qiu 3.575 3.575.000.000 55,00
2. Hermansyah 2.925 2.925.000.000 45,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 6.500 6.500.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 13.500 13.500.000.000 -

Perseroan telah melakukan pengumuman sehubungan dengan Penurunan Modal tersebut pada Surat Kabar
International Media pada tanggal 19 Juli 2021, sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 44 UUPT.

Selanjutnya pada tahun 2011, Tuan Hermansyah telah menjual sebagian sahamnya sebanyak 325 saham kepada
Tuan Hersan Qiu sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli Saham No. 4 tanggal 24 November 2011 yang
dibuat di hadapan Rachmad Umar, S.H., Notaris di Jakarta dan pengalihan/jual beli saham-saham tersebut telah
memperoleh persetujuan dari RUPSLB Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan
Rapat No. 3 tanggal 24 November 2011 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 30 Januari 2012,
yang keduanya dibuat di hadapan Rachmad Umar, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam
database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-08028 tanggal 6 Maret 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan di bawah No. AHU-0020139.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 6 Maret 2012 sehingga struktur
permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham
Keterangan Jumlah Jumlah Nilai Nominal

Saham (Rp) %
Modal Dasar 20.000 20.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor:
1. Hersan Qiu 3.900 3.900.000.000 60,00
2. Hermansyah 2.600 2.600.000.000 40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 6.500 6.500.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 13.500 13.500.000.000 -

Selanjutnya pada tahun 2012, Tuan Hermansyah telah menjual sebagian sahamnya sebanyak 1.365 saham kepada
Tuan Hersan Qiu sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli Saham No. 9 tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat
di hadapan Rachmad Umar, S.H., Notaris di Jakarta dan pengalihan/jual beli saham-saham tersebut telah
memperoleh persetujuan dari RUPSLB Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara No. 8 tanggal
27 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat
dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-10374 tanggal 26 Maret 2012 serta telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0026003.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012 sehingga struktur
permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham

Keterangan — -
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 20.000 20.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor:

1. Hersan Qiu 5.265 5.265.000.000 81,00

2. Hermansyah 1.235 1.235.000.000 19,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 6.500 6.500.000.000 100,00

Saham Dalam Portepel 13.500 13.500.000.000 -
A. Tahun 2019

Pada tahun 2019 tidak terjadi perubahan struktur permodalan dan susunan kepemilikan pemegang saham dalam
Perseroan.
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B. Tahun 2020

Pada tahun 2020 tidak terjadi perubahan struktur permodalan dan susunan kepemilikan pemegang saham dalam
Perseroan.

C. Tahun 2021

Sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli Saham No. 6 tanggal 12 Juli 2021 dan Akta Jual Beli Saham No. 7
tanggal 12 Juli 2021 yang keduanya dibuat di hadapan Suzanna Kaonang, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor dan
pengalihan/jual beli saham-saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari RUPSLB Perseroan sebagaimana
termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Hillcon No. 4 tanggal
12 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Suzanna Kaonang, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor yang telah diterima
dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0428380 tanggal 14 Juli 2021 serta telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0123242.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 14 Juli 2021.
Sebagaimana termaktub dalam akta-akta perjanjian jual beli saham tersebut, (i) Tuan Hersan Qiu telah menjual
seluruh sahamnya sebanyak 5.265 saham kepada PT Hillcon Equity Management; dan (ii) Tuan Hermansyah telah
menjual seluruh sahamnya sebanyak 1.235 saham kepada PT Bukit Persada Indonesia schingga struktur
permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham

Keterangan

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) %
Modal Dasar 20.000 20.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor:
1. PT Hillcon Equity Management 5.265 5.265.000.000 81,00
2. PT Bukit Persada Indonesia 1.235 1.235.000.000 19,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 6.500 6.500.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 13.500 13.500.000.000 -

Perseroan dan PT Hillcon Equity Management telah melakukan pengumuman sehubungan dengan rencana
perubahan pengendali tersebut pada Surat Kabar International Media pada tanggal 11 Juni 2021, sebagai
pemenuhan ketentuan Pasal 127 UUPT dan tidak terdapat keberatan dari pihak yang berkepentingan.

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar
PT Hillcon No. 29 tanggal 31 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota
Administrasi Jakarta Selatan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan surat keputusannya
No. AHU-0045439.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 serta telah diterima dan dicatat dalam
database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0439931 tanggal 24 Agustus 2021 serta telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0143344.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 RUPSLB
Perseroan telah menyetujui:

1. peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp20.000.000.000,- menjadi sebesar
Rp1.000.000.000.000,-;

2. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp6.500.000.000,- menjadi
sebesar Rp250.600.000.000,- yang berasal dari pembagian dividen final tahun 2020 dalam bentuk saham
berdasarkan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp37.700.000.000,- yang diambil bagian oleh:

- PT Hillcon Equity Management sebesar Rp30.537.000.000,-; dan

- PT Bukit Persada Indonesia sebesar Rp7.163.000.000,-.

dan yang berasal dari pembagian dividen interim dalam bentuk saham berdasarkan Keputusan Direksi
Perseroan tanggal 30 Juli 2021 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan
Komisaris tanggal 30 Juli 2021:

- PT Hillcon Equity Management sebesar Rp167.184.000.000,-; dan

- PT Bukit Persada Indonesia sebesar Rp39.216.000.000,-.
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sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham

Keterangan — .

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 1.000.000 1.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
1. PT Hillcon Equity Management 202.986 202.986.000.000 81,00
2. PT Bukit Persada Indonesia 47.614 47.614.000.000 19,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 250.600 250.600.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 749.400 749.400.000.000 -

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar
PT Hillcon No. 89 tanggal 24 September 2021, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris
di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat
Keputusannya No. AHU-0052519.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 27 September 2021 serta telah didaftarkan
dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0453143 tanggal 27 September 2021 serta telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0165431.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 September 2021 dan telah
diumumkan dalam Tambahan No. 30086 BNRI No. 78 tanggal 28 September 2021 ("Akta No. 89/2021”),
RUPSLB Perseroan telah menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula Rp1.000.000,- menjadi Rp20,-,
sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp20,- per Saham

Keterangan — -
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 50.000.000.000 1.000.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor

1. PT Hillcon Equity Management 10.149.300.000 202.986.000.000 81,00

2. PT Bukit Persada Indonesia 2.380.700.000 47.614.000.000 19,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 12.530.000.000 250.600.000.000 100,00

Saham Dalam Portepel 37.470.000.000 749.400.000.000 -
D. Tahun 2022

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar
PT Hillcon No. 4 tanggal 4 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota
Administrasi Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya
No. AHU-0056954.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 11 Agustus 2022 serta telah didaftarkan dalam database SABH
di bawah No. AHU-0157046.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 Agustus 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan di bawah No. AHU-0157046.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 Agustus 2022 dan telah diumumkan
dalam Tambahan No. 29284 BNRI No. 70 tanggal 31 Agustus 2022 ("Akta No. 4/2022"), RUPSLB Perseroan
telah menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula Rp20,- menjadi Rp100,-, sehingga struktur
permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp100,- per Saham

Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor

1. PT Hillcon Equity Management 2.029.860.000 202.986.000.000 81,00
2. PT Bukit Persada Indonesia 476.140.000 47.614.000.000 19,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 2.506.000.000 250.600.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel 7.494.000.000 749.400.000.000 -

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan Perseroan sebagaimana diungkapkan
dalam Akta No. 4/2022 adalah struktur permodalan terakhir.
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4.

Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan kegiatan
usaha Perseroan, antara lain sebagai berikut:

No.

Dokumen Perizinan dan Instansi Yang
Menerbitkan

Masa Berlaku

Keterangan

Izin dan Dokumen Material Operasional

Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 0220200232276
tanggal 27 Februari 2020 dengan perubahan ke-10
tanggal 10 April 2022 untuk KBLI 70209 dan 64200,
yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman
Modal, Pemerintah Republik Indonesia, melalui
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Online Single Submission) Berbasis
Risiko

Sertifikat Standar No. 02202002322760001 tanggal
30 September 2021, yang diterbitkan oleh Kepala
DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta a.n. Gubernur
Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Republik
Indonesia, melalui Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single
Submission) Berbasis Risiko kepada Perseroan untuk
KBLI 70209

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang  Untuk  Kegiatan  Berusaha  No.
30092110213175112 tanggal 30 September 2021,
yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi
DKI Jakarta a.n. Gubernur DKI Jakarta, melalui
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Online Single Submission) Berbasis
Risiko

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang  Untuk  Kegiatan  Berusaha  No.
10042210213175288 tanggal 10 April 2022, yang
diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi DKI
Jakarta a.n. Gubernur DKI Jakarta, melalui
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Online Single Submission) Berbasis
Risiko

Izin Lokasi tanggal 24 Mei 2021 atas nama PT
Hillcon, yang diterbitkan oleh Walikota Kota
Administrasi Jakarta Timur, Pemerintah Republik
Indonesia, melalui Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single
Submission)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 21.039.194.2-
006.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta
Cakung, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian
Keuangan Republik Indonesia.

Surat Keterangan Terdaftar No. S-
2840KT/WPJ.20/KP.0503/2014 tanggal 23 Mei
2014, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan
a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
Cakung Dua, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur,
Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
Republik Indonesia

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-
265PKP/WPJ.20/KP.0403/2022 tanggal 30
September 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi
Pelayanan a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Cakung, Kantor Wilayah DJP Jakarta
Timur, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian
Keuangan Republik Indonesia.

NIB berlaku di seluruh  NIB berlaku

Perseroan menjalankan

menjalankan kegiatan
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wilayah Republik
Indonesia selama

kegiatan usaha

Berlaku selama

usaha

30 September 2024

10 April 2025

24 Mei 2024

sebagai hak akses
kepabeanan, pendaftaran kepesertaan
jaminan sosial kesehatan dan jaminan
sosial ketenagakerjaan, serta bukti
pemenuhan laporan pertama Wajib
Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
(WLKP)

Sertifikat Standar ini telah terverifikasi
untuk KBLI 70209.

Untuk lokasi usaha di Jl. Taman
Modern Blok R.2 No. 19, Kelurahan
Ujung Menteng, Kecamatan Cakung,
Kota Administrasi Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta dengan luas
lahan 20m? dengan KBLI 70209

Untuk lokasi usaha di JI. Taman
Modern Blok R.2 No. 19, Kelurahan
Ujung Menteng, Kecamatan Cakung,
Kota Administrasi Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta dengan luas
lahan 20m? dengan KBLI 64200

Komitmen izin lokasi telah berlaku
secara otomatis untuk lokasi yang
disetujui di JI. Taman Modern Blok
R.2 No. 19, Kelurahan Ujung
Menteng, Kecamatan Cakung, Kota
Administrasi Jakarta Timur, Provinsi
DKI Jakarta dengan luas lahan 81m?
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Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, HS telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan kegiatan usaha
HS, antara lain sebagai berikut:

No.

Dokumen Perizinan dan Instansi Yang
Menerbitkan

Izin dan Dokumen Material Operasional

Masa Berlaku

Keterangan

Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120317192365 NIB berlaku di seluruh NIB  berlaku

tanggal 26 November 2019 dengan perubahan ke-3
tanggal 26 April 2022 untuk KBLI 42911, 42104,
42914, 42201, 43120, 42101, 42916, 42103, 42912,
42102, 43110, 09900, 77395 dan 77393 yang
diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan
Koordinasi  Penanaman  Modal, Pemerintah
Republik Indonesia, melalui Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online
Single Submission) Berbasis Risiko

Sertifikat Standar No. 91203171923650002 tanggal
22 November 2021 yang diterbitkan oleh Menteri
Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Pemerintah Republik Indonesia,
melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik (Online Single Submission)
Berbasis Risiko untuk KBLI 43120

Izin Lokasi tanggal 26 November 2019 atas nama PT
Hillconjaya Sakti, yang diterbitkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online
Single Submission)

a.n.

Izin Lokasi tanggal 26 November 2019 atas nama PT
Hillconjaya Sakti, yang diterbitkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online
Single Submission)

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 08
April 2019 sehubungan dengan usaha Kantor Jasa
Konstruksi, yang telah diterima di PTSP Provinsi
DKI Jakarta dengan bukti nomor
041/K.17/31.75.06/-1.774.15/2019 tanggal 10 April
2019

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang  Untuk  Kegiatan = Berusaha  No.
22112110213175144 tanggal 22 November 2021,
yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional, Pemerintah Republik Indonesia, melalui
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Online Single Submission) Berbasis
Risiko

menjalankan kegiatan

menjalankan kegiatan

menjalankan kegiatan

menjalankan kegiatan

menjalankan kegiatan
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wilayah Republik
Indonesia selama

usaha

Berlaku selama

usaha

Berlaku selama

usaha

Berlaku selama

usaha

Berlaku selama

usaha

22 November 2024

sebagai hak akses
kepabeanan, pendaftaran kepesertaan
jaminan sosial kesehatan dan jaminan
sosial ketenagakerjaan, serta bukti
pemenuhan laporan pertama Wajib
Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan

(WLKP)

Sertifikat Standar ini sudah terverifikasi
untuk KBLI 43120

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi
untuk lokasi yang dimohonkan oleh HS
di JI. Taman Modern Blok R.2 No. 18,
Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan
Cakung, Kota Administrasi Jakarta
Timur, Provinsi DKI Jakarta untuk
rencana kegiatan: (i) Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat; dan (ii)
Pembongkaran

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi
untuk lokasi yang dimohonkan oleh HS
di JI. Taman Modern Blok R.2 No. 18,
Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan
Cakung, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta untuk
rencana kegiatan Energi dan Sumber
Daya Mineral

Provinsi

Untuk KBLI 09900, 43120, dan 43120
untuk lokasi usaha di Taman Modern R.2
No. 18, Kelurahan Ujung Menteng,
Kecamatan Cakung, Kota Administrasi
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
seluas 81 m?
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No.

10.

11.

12.

13.

Dokumen Perizinan dan Instansi Yang
Menerbitkan

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.674.526.7-
006.000 yang diterbitkan oleh KPP Madya Jakarta
Timur, Direktorat Jenderal Pajak, Kementrian
Keuangan Republik Indonesia, tanpa keterangan
tanggal mulai terdaftar.

Surat Keterangan Terdaftar No. S-

132KT/WPJ.20/KP.0703/2019 tanggal 7 Februari
2019, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan
a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta
Timur, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur,
Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
Republik Indonesia

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-
122PKP/WPJ.20/KP.0703/2019 tanggal 7 Februari
2019, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan
a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta
Timur, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur,
Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
Republik Indonesia

Surat Keterangan Hasil Audit Sistem Manajemen
K3 No. 5/3055/AS.02.04/X1/2020 tanggal 11
November 2020 yang diterbitkan oleh Direktur
Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan
Kerja a.n. Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3,
Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia,

Certificate of Registration Occupational Health &
Safety Management System — ISO 45001:2018 No.
OHS 734545 yang berlaku efektif tanggal 10
September 2020

Certificate of Registration Quality Management
System — ISO 9001:2015 No. FS 734543 yang
berlaku efektif tanggal 15 September 2020
Certificate ~ of  Registration  Environmental
Management System — ISO 14001:2015 No. EMS
734544 yang berlaku efektif tanggal 15 September
2020

Masa Berlaku

9 September 2023

14 September 2023

14 September 2023

Keterangan

HS telah melaksanakan Audit SMK3
pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan
hasil pencapaian 90,62% dan
dirckomendasikan untuk mendapatkan
“Tingkat Penilaian Baik™ untuk Kategori
Tingkat Awal (64 Kriteria)

Untuk kegiatan jasa kontraktor umum
dan pertambangan dan penyewaan alat
berat

Untuk kegiatan jasa kontraktor umum
dan pertambangan dan penyewaan alat
berat,
Untuk kegiatan jasa kontraktor umum
dan pertambangan dan penyewaan alat
berat

Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi

14.

15.

16.

Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha
Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) No.
37/C.31.7/31.75.06.1006.08.011.C.1/2/-
1.785.56/e/2020 tanggal 30 Januari 2020, yang
diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Administrasi Jakarta Timur

Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
No. Registrasi 0-3172-16-005-1-09-009585 tanggal
7 Januari 2022, yang diterbitkan oleh Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi

Sertifikat Keahlian tanggal 21 September 2021 yang
dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi

Berlaku di seluruh
wilayah Indonesia
selama menjalankan
kegiatan usaha dan
selama SBU masih
berlaku

6 Januari 2025

20 September 2024
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Untuk Klasifikasi Bidang Usaha Jasa
Pelaksana  Spesialis  Subkualifikasi
Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan
Tanah/Lokasi dan Pekerjaan Tanah,
Galian dan Timbunan

HS telah memenuhi klasifikasi bidang
usaha Jasa Pelaksanaan Spesialis dengan
kualifikasi Besar dengan anggota
asosiasi AKI

Nama:

Ir. Sain

Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli:
Ahli Teknik Bendungan Besar - Madya
Nomor Registrasi:
1.2.210.2.102.09.1878806
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Dokumen Perizinan dan Instansi Yang

No. Menerbitkan Masa Berlaku Keterangan

17.  Sertifikat Keahlian No. tanggal 20 Desember 2021 N/A Nama
tentang Pembinaan Teknik Keselamatan Kesehatan Yohanes Bangun Tata
Kerja (K3) Bidang Listrik yang dikeluarkan oleh Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli :
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ahli K3 Spesialis Bidang Listrik
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Nomor : 5/11826/AS.02.01/X11/2021
Kerja, Kementrian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia

Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Kegiatan Usaha Jasa Pertambangan
18. Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal 5 (lima) tahun (11 Jenis dan bidang usaha:

19.

20.

No. 253/I/TUJP/PMDN/2019 tentang Pemberian
Perpanjangan Izin Usaha Jasa Pertambangan
Kepada PT Hillconjaya Sakti tanggal 11 Desember
2019

Surat Izin untuk Pemilikan, Penguasaan dan

Penyimpanan Bahan Peledak No.
SI/574/11/Y AN.2.11./2022 tanggal 24 Februari 2022
sebagai perpanjangan atas Surat Izin untuk

Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan
Peledak No. SI/220/I/'YAN.2.11./2021 tanggal 27
Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kabaintelkam
a.n Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Surat Izin Untuk Gudang Bahan Peledak No.
SI/573/11/YAN.2.11./2022 tanggal 24 Februari 2022
sebagai perpanjangan atas Surat Izin Untuk Gudang
Bahan Peledak No. SI/219/I/'YAN.2.11./2021
tanggal 27 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh
Kabaintelkam a.n Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia

Desember 2024) dan
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dapat diperpanjang

24 Februari 2023

24 Februari 2023

1. Pelaksanaan di bidang konstruksi
pertambangan  pemboran dan
peledakan;

2. Pelaksanaan di bidang penambangan
terbatas pada kegiatan pengupasan
lapisan (stripping) batuan/atanah
penutup  subbidang penggalian,
pemuatan dan pemindahan lapisan
(stripping) batuan/tanah  penutup
dengan atau tanpa  didahului
peledakan;

3. Pelaksanaan pengangkutan dengan
menggunakan truk.

di lingkungan proyek-proyek

pertambangan mineral dan batubara

Lokasi Gudang di Ds. Pindol Kec. Lolak

Kab. Bolaang Mongondow Prov. Sulut.

Jumlah/kapasitas gudang:

- 1 unit gudang untuk tempat
penyimpanan Ammonium  Nitrae
dengan kapasitas 80.000 kg;

- 1 unit gudang untuk tempat
penyimpanan Dinamit  dengan
kapasitas 5.000 kg;

- 1 un